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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya akhimya
pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan balk. Laporan ini merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Timur.

Pada dasamya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2022. Capaian kinerja Tahun
2022 tersebut diperbandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun
2022 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap
rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan
kinerja di masa datang.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Timur diharapkan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi
selama satu tehun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efisien dan
efektif, baik dari aspek perencanaan, pengcrganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi
pelaksanaannya. Selain itu, sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang
merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Samarinda, Januari 2023
Kepala Dinas,

H. MUHAMMAD FAISAL, 5.505, M.5i.
Pembina Utama Madya
MIP. 19660605 199402 1 007
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RINGKASAN EKSEKUTIVE

Dasar pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Momor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian ditetapkan kembali melalui
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Timur adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja
pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kalimantan Timur dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi,
misi, tujuan dan sasaran strategis.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target
indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran
bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika di Kalimantan
Timur sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan akitif seluruh stakeholder sebagai
bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi Negara.

Rincian capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Timur adalah sebagai berikut ;

NG INDIKATOR: KINERIA SATUAN TARGET REALTSASL oo
1 2 3 4 5 [
1 | Indeks Sistem Indeks 2,75 2,11 76,73

Pemerintahan Berbasis
Elektronik { SPBE ) |
Capaian kinerja di tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu 2,75 dengan
predikat baik sedangkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicapai
adalah 2,11 dengan predikat Cukup. Hal ini dikarenakan Belum adanya peraturan Gubernur terkait
Penyelenggaraan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Kalimantan Timur dan Belum
berkelanjutannya pengembangan SDM secara khusus untuk penyelenggaraan system pemerintahan
berbasis elektrenik provinsi kaltim.

Hal | ii
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
merupakan unsur pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan
Informatika yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubermnur
Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah. Dengan lahimya Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan bidang Komunikasi dan
Informatika serumpun dengan urusan Persandian dan Statistik, dan dijelaskan pula
dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan perumpunan ini
menimbulkan konsekuensi perubahan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika
sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pedoman MNomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
dan Perka Lemsaneg nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah
Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Kominfo
Prov. Kaltim) merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah. Dinas Kominfo Prov. Kaltim dipimpin oleh Kepalz Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubermur melalui Sekretaris
Daerah, serta bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan
pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang
Persandian dan pemerintahan Bidang Statistik. Dukungan Teknologi Informasi
Komunikasi bagi Pemerintah Daerah diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap

kegiatan organisasi dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsinya.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2020 Dinas
Kominfo Prov. Kaltim dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas
membantu Gubermnur dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi
dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan pemerintahan Bidang

Statistik.
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Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memiliki fungsi sebagal
berikut:

a Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang
Persandian dan Bidang Siatistik sesual dengan rencana strategis yang
ditetapkan pemerintah daerah;

b. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang Bidang
Komunikasi dan Informatika. Bidang Persandian dan Bidang Statistik.

c. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan
Kehumasan.

d. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Teknologl Informasi Komunikasi dan
Persandian.

e. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Aplikasi Informatika.

Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Statistik.

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Informasi Komunikas! Publik dan
Kehumasan, Teknologl Informasi  Komunikasi dan Persandian, Aplikasi
Informatika dan Statistik.

h. Pelaksanaan administrasi Dinas Kominfo sesuai dengan lingkup tugasnya Dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan
tugasnya.

Sekretaris Dinas mempunyal Tugas Pokok melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinas!, perencanaan program dan pelaporan,
urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan

administrasi keuangan seria pengelolaan aset | dengan dibantu:

a. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyail tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program,
monitoring, evaluasi dan pelaporan.

b, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan
dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat .

c. Sub Bagian Keuangan mempunyal tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan

akuntansi keuangan serta pengelolaan aset

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan
Kehumasan, mempunyal tugas pokok melaksanakan penyigpan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian seria

2
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pengembangan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan,
dengan dibantu:

1. Seksi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mempunyai
tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi monitoring
opini dan pengelolaan media komunikasi publik ;

2 Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi
Publik, mempunyal tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan
pengendalian meliputi pelayanan informasi dan penguatan kapasitas sumber
daya komunikasi publik_;

3. Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik, mempunyal tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi kemitraan media

komunikasi publik_

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian, mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan fteknis bidang

Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, dengan dibantu:

1. Seksi Infrastrukiur Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputt infrastruktur teknologi
informasi komunikast

2. 5eksi Pengelolaan Data dan Intergrasi Sistem Informasi mempunyal tugas
melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, pengaturan tekmis dan pengendalian yang meliputi pengelolaan data
dan integrasi sistem informasi

3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyal tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi keamanan

informasi dan persandian.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika, mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Aplikasi Informatika,

dengan dibantu:
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1.

Seksi

Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi mempunyal tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengelolaan domain
dan aplikasi.

Seksi Pengelolaan e-Government mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan
teknis dan pengendalian terhadap pengelolaan e-government;

Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK mempunyal tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, pengaturan tekmis dan pengendalian terhadap pengembangan

sumber daya teknologi informasi komunikasi.

Kepala Bidang Statistik, mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan

pengendalian teknis bidang Statistik, dengan dibantu:

Seksi Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik
Sosial;

Seksi Statistik Ekonomi mempunyal tugas melakukan pengumpuian dan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan
teknis Statistik Ekonomi;

Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyal tugas melakukan

pengumpulan dan penylapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

pengaturan feknis Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

C. Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seoarang

Kepala Dinas dengan dibantu oleh secrang Sekretans dan empat Kepala Bidang yang

masing-masing membawahi tiga Kepala Seksi/Kasubbag (terlihat pada gambar
dibawah ini :
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STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
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D. Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di
dukung oleh 122 arang pegawai terdiri dan 52 orang Pegawal Neger Sipil dan 70
orang Non Pegawal Negern Sipil (Tenaga Konirak) yang ditempatkan di semua
Bidang-Bidang. Untuk 52 Orang PNS berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai

berikut:
Tabel 2.3
Data Aparatur Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Tahun 2023
No Jabatan Pangkat | Golongan Pendidikan JENIS KELAMIN
Laki2 Perempuan
1 Kepala Dinas Peh';";ﬂ;: i s2 1
. Sekretaris Pembina Tk I/ IV-b 52 1
3 Kepala Bidang Pembina Tk I/ IV-b 52 Z
Pembina/ IV-a 52 2
4 Kepala Sub Bagian Penata Tk. I/ 1li-d 52 1
Penata Tk. If lll-d 51 1
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Kepala Seksi Penata Tk. I/ Hll.d 51 1
Pembina/ IV-a 52 1
Penata Tk. I/ lll-d 52 4 1
Penata Tk. I/ lll-d 51 1 2
Penata / lll-c 52 1 1
Penata / lll-c 51
Staf Pembina Tk. I/ IV-b 51
Penata Tk |/ IV-a 52
Penata Tk. 1/ lli-d 51 1
Penata /lll-c 52 1
Penata /lll-c 51 2
Penata Muda Tk I/ Ill-b 52 1
Penata Muda Tk I/ Ill-b 51 4 1
Penata Muda Tk.I/ lll-b o2 2
Penata Muda Tk.I/ lll-b SMA 3 1
FPenata Muda/ lll-a 51 1
FPenata Muda/ lll-a D3 1
Penata Muda/ lll-a SLTA 2 1
Pengatur Tk I/ 11-d 03
Pengatur Tk I/ 11-d SLTA 3
Pengatur/ ll-c 03 1 1
Pengatur/ ll-c SLTA 1 2
Pengatur Muda Tk_ I SLTA 5
Il-b
Pengatur Muda/ ll-a SMA
Pengatur Muda/ ll-a SLTP
Pengatur Muda/ ll-a 5D
Total 51 35 16
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Sebagal penjabaran dan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai
kegiatan tahunan, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun Pernanjian Kinerja
yang memuat Indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, bernkut
dijabarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Timur.

E. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan  Timur dalam
melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek
strategis yaitu menyediakan dan menyebarluaskan informasi pemerintahan dan
pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan
oleh Dinas Kominfo Prov. Kaltim sesual fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia
informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diskses dan
dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui cetak,
elektronik maupun media luar ruang. Peran Dinas Kominfo Prov. Kaltim di dalam
memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan
masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan
infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan  meningkatkan
penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di Kalimantan
Timur. Adapun langkah-langkah vyang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi
dan Informatika sebagail berikut :

a) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media luar
ruang.

b) Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
melalui pembangunan telecenter di kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

3. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik.
4. Pengendalian bandwith dan pendistribusian SKPD cleh Dinas Kominfo Prov. Kaltim.
5. Pembangunan Data Center.

6. Dialog interaktif.
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F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Permasalahan utama yang dihadapli dalam mendukung wvisi dan misi Dinas
Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Implementasi SPBE belum optimal.
2.  Tuntutan publik terhadap keterbukaan Informasi semakin tingai.

Sehingga akar permasalahan vyang dihadapl oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika dalam pelaksanaan pembangunan Teknologi Informatika dan komunikasi
ke depan adalah:

1. Belum adanya tata kelola SPBE yang terpadu

2. Belum diterapkannya SPBE pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan
layanan publik.

3. Jangkauan infrastruktur TIK keseluruh wilayah dan semua lapisan masyarakat
belum optimal.

4. Keterbatasan jumlah ASN yang memiliki kompetensi TIK.
5.  Belum terstandarisasinya sistem keamanan informasi elektronik (TIK).

6. Masih tingginya konten hoax yang beredar di media sosial dan aplikasi pesan
instan.

7. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyikapi hoax.
G. Sarana dan Prasarana Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan

tugas dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana, antara lain:

Tabel 1.6. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur.

No Uraian Banyaknya Satuan

1 2 3 4

1 | Tanah 2.242 m’

2 | Gedung 2 Unit (2 Lantai)

3 | Ruang 1 Ruang
Persediaan

4 | Ruang : 3 Ruang
Pengadaan
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No Uraian Banyaknya Satuan
1 Z 3 4
5 | Mushola 1 Unit
6 | Kantin 1 Buah
7 | Listrik 3 Jaringan
B | Air 2 Jaringan
9 | Telepon 2 Line (1 Fax)
10 | Area Parkir 1 Area
11 | Ruang Rapat 2 Ruang
12 | Ruang Arsip i Ruang
13 | Ruang G5 1 Ruang

14 | Komputer 135 Unit
15 | Laptop 93 Unit
16 | Printer 13 Unit
17 | Scanner 5 Unit
18 | Mesin _Fhfompy 2 Unit
19 | Mobil Dinas 8 Unit
20 | Mobil operasional 5 Unit
21 | Motor Dinas 9 Unit
22 | Website 1 Buah
23 Papan 1 Buah

Pengumuman
24 | LED Display 2 Buah
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yvang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan
kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana
strategi instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam

pelaksanaannya.

Dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada
dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan
pendekatan perencanaan strategisnya yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah
lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala

vang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Diskominfo tahun 2019 — 2023 yang memuat tentang
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi
kegiatan khusus bidang Informasi Komunikasi Publik, Teknologi Informasi Komunikasi,

Aplikasi Informatika, Pengawasan dan Pengendalian.

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa adalah Program
Diskominfo yang merupakan salah satu dari sekian program prioritas Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2018 — 2023.

Visi Diskominfo merupakan upaya penjabaran dari visi Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu:
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"TERWUJUDNYA AKSES KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG
BERKUALITAS DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR.”

Maksud dari visi diatas adalah "Terwujudnya akses komunikasi dan informatika yang
berkualitas” memiliki arti teknologi informasi merupakan pilar penting dalam
mendukung pembangunan, karena dengan teknologi informasi dapat memberikan
efisiensi dalam system pembangunan serta masyarakat harus mendapatkan
informasi yang akurat dan berkualitas, disamping itu harus dapat dirasakan oleh

seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Kemudian visi tersebut dijabarkan kedalam misi Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Mengedepankan aspek system pelayanan publik yang professional dan berkualitas
serta berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan

Informasi Publik.

2. Peyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkualitas.
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TABEL 2. PERENCANAAN STRATEGIS

CAPATAN TARGET KINERJA SASARAN
TUTUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SATUAN 5/D TAHUN
TUIUAN STRATEGIS SASARAN TH.2018
: 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Terwujudnya Indaks Sistemn | Optmalisasi tata Indeks Sistem Indeks
Birokrasi Pemerintahan | Kelola manajemen | Pemerintahan
yang efektif . SPBE yang efektif Berbasis Elektronik
: Berbasis .
dan efisien ) dan efisien serta {SPBE ) 2,66 | 2,82 | 3,24
berorientasi Elektronik meningkatnya
pelayanan (SPBE) layanan
publik infrastruktur SPBE
yang terintegrasi

Persentase Peningkatan Persentase Persentase 80% | 85%

Peningkatan Pemanfaatan Peningkatan

Pemanfaatan teknologi Informasi | Pemanfaatan

teknologi dan Komunikasi teknologi Informasi

Informasi dan | (TIK) dalam dan Komunikasi

Komunikasi pengamanan dan (TIK) dalam

(TIK) dalam layanan informasi pengamanan dan

pengamanan layanan informasi

dan layanan

informasi
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TABEL 2.1. PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PENDUKUNGNYA

(TIK) dalam

pengamanan dan
layanan informasi

dan Komunikasi {TIK)
dalam pengamanan
dan layanan
informasi

PERSAMNDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMAS
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL
PROGRAM PENGELOLAAN
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

PROGRAM PENGELOLAAN
INFORMASI DAN
KOMUNIKAST PUBLIK

SASARAN INDIKATOR
TUIUAN STRATECIS CASARAN SATUAN PROGRAM KEGIATAN

Terwujudnya | Optimalisasi tata Indeks Sistem Indeks PROGRAM PEMGELOLAAN Pengelolaan Nama Domain
Birokrasi kelola manajamen Pemerintahan APLIKASI INFORMATIKA yang Telah ditetapkan oleh
yang efektif | SPBE yang efektif Berbasis Elektronik Pemerintah Pusat dan Sub
dan efisien dan efisien serta SPBE ) Domain di Lingkup
berorientasi | meningkatnya Pemerintah Diaerah
pelayanan layanan Provinsi
publik infrastruktur SPBE

yang terintegrasi Pengelolaan e-government

Peningkatan Persentase Persentase PROGRAM PENGELOLAAN di Lingkup Pemerintah

Pemanfaatan Peningkatan APLIKASI INFORMATIKA Daerah Provinsi

teknologi Informasi | Pemanfaatan PROGRAM

dan Komunikasi teknologi Informasi PEMNYELENGGARAAN
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B. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur yang mengindikasikan pencapaian
kinerja paling utama sebuah instansi pemerintah.IKU Dinas Komunikasi dan Tahun 2018-
2023 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023

dan layanan informasi

No SasaranSirategis IndikatorKinerjaUtama Satuan Penjelasan (FormulasiPerhitungan) Sumber Data PEZ:E%MQ
1. | Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE Indeks Sistem Indeks ni Hasil Evaluasi Dinas
yang efektif dan efisien serta meningkatnya Pemerintahan Berbasis | /PredikatSPEE —emmm e % 100% SPBE dari Komunikasi
layanan infrastruktur SPBE yang Elektronik (SPBE) nl Kemenpan RE dan
terintegrasi Informatika
Dimana:
n = Nilai Indeks SPBE
nl = Milai ambang bawah indeks/
predikat SPBE yang ditetapkan:
a 4.2 = Memuaskan
k. 3.5 = 35SangatBaik
c. 2.6 = Baik
d 1.8 = Cukup
g 0 = Kurang
2. |Peningkatan Pemanfaatan teknologi Persentase Paningkatan Persentase Jumlah Pengukuran Kinerja pe Bidang X 100% | Hasil evaluasi Dinas
informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pemanfaatan teknologi 4 Bidang REMNJA 2021 | Komunikasi
pengamanan dan fayanan informasi Informasi dan Komunikasi dar BAPPEDA dan
{TIK) dalam pengamanan Prov. Kaltim Informatika
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C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis,

yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Komunikasi dan

Informatika telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagal tolok ukur

keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas

kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2022

NO.

INDIKATOR

SASARAN STRATEGIS

KINERJA

SATUAN

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang
efektif dan efisien serta meningkatnya layanan
infrastruktur SPBE yang terintegrasi

Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan
layanan informasi

Indeks Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
(SPBE)
Persentase
Peningkatan
Pemanfaatan
teknologi
Informasi dan
Komunikasi
(TIK) dalam
pengamanan
dan layanan
informasi

Indeks

Parsentase

2,75

80%

. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran mumi sebesar
Rp71.1250687 693 - Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi
Rp87, 730,375,101 - dengan rincian Belanja Operasi Rp 65510097 601, - dan

Belanja Modal Rp22.220277500,-. Adapun realisasi anggaran sebesar
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Rp83.881.219.719,- (95,61%) dengan rincian belanja operasi Rp61.758.711.440, -
(94,27%) dan belanja Modal Rp22.122.508.279 (99,56%).

2. Target Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2022

Tabel 2.4. Target Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimanatan

NO

Timur Tahun 2022

TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN ANGGARAN BELANJA

(RP)

REALISASI BELAMJA

(RP)

Y%

1 | Belanja Operasi

2 | Belanja Modal

65.510.097.601

22220277500

61.758.711.440 | 94 27

22.122.506.279 | 99,56

Jumlah

87.730,375,101

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

§3,881,219,718 | 95.61

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis
adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

Mo.

Sasaran Strategis

Anggaran
(Rp.)

Prosentase

Keterangan

1

2

g

4

5

1

Optimalisasi  tata  kelola
manajemen SPBE  yang
efektif dan efisien serta
meningkatnya layanan
infrastruktur SPBE  yang
terintegrasi

Peningkatan  Pemanfaatan
teknologi  Informasi dan
Komunikasi (TIK} dalam
pengamanan dan layanan
informasi

7,362,108,000

100%
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[T

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2021

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi atas implementasi Sistern AKIP pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar

64,18 atau dengan predikat penilaian B (Baik) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dan 2021

o o Peningkatan/
Komponen yang Bobot Nilai Nilai
No Penurunan
dinilai (%) 2020 2021 )
Capaian
1 | Perencanaan Kinerja 30 20,08 25,97 5,89
2 | Pengukuran Kinerja 25 11,25 13,13 1,88
3 | Pelaporan Kinerja 15 10,87 10,60 (0,27)
4 | Evaluasi Internal 10 2,21 3,42 1,21
5 | Pencapaian Kinerja 20 1"2,88 11,06 "1:1,82')
Milai Hasil Evaluasi 100 57,29 64,18 6,88
Tingkat Akuntabilitas
CcC B
Kinerja

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil

Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil

Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tahun 2021

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Perencanaan Kinerja :
» Menyelaraskan selurih indikator |« Program/tujuan telah |« Sudah

tujuan dan sasaran yang ada
dalam dokumen renstra dengan
indikator hasil/capaian program
yang ada dalam Rencana

Kinerja Tahunan;

» Terdapat kondisi yang lebih
baik/inovasi yang dapat
dibuktikan setetalh
dilakukannya reviu terhadap
renstra;

« Capaian target kinerja pada
Rencana Kerja Tahunan
dijadikan dasar untuk:

- Memberikan penghargaan
(reward);

- Memilih dan memilah yang
berkinerja dengan yang
kurang/tidak berkineria;

- Menyimpulkan atau
memberikan predikat
(baik,cukup, kurang, tercapai,
tidak tercapai, dll) suatu
kondisi atau keadaan.

« Menyusun mekanisme dan
implementasi reward dan
punishment terhadap
keberhasilan atau kegagalan
pencapalan target kinerja

« Menjadikan target kinerja pada
rencana aksi sebagai acuan
untuk memberikan otorisasi dan
eksekusi diteruskan atau
ditundanya suatu kegiatan yang
dapat dibuktikan pelaksanaan
kegiatannya;

« Seluruh target kinerja dalam

disusun selaras dengan
tujuan dan sasaran.

» Telah dilakukan review
terhadap renstra agar
selaras dengan
RPIMD, kontrak kinerja,
tugas dan fungsi dan
menggambarkan core
bussines dan isu
strategis yang
berkembang di dasrah.

» Tujuan dan sasaran
pada PK telah relevan
dengan IKU yang
sudah diformalkan, dan
memuat sasaran yang
diwujudkan dalam
renstra, selaras dengan
tugas dan fungsi dan
menggambarkan core
bussines, dan
mencantumkan target
kinerja secara periodic
didalam dokumen
rencana aksi.

» Telah dilakukan
monitoring secara
periodic terhadap
pencapaian hasil
kinarja.

» Target rencana aksi
telah dijadikan dasar
untuk memulai
pelaksanaan kegiatan
dan mengevaluasi

capalan output
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kinerja ditetapkan penanggung
jawab yang jelas dan
diberikannya kemudahan untuk
mengakses data bagi pihak
yang berkepentingan;

« Menyelaraskan target Indikator
Kinerja Individu dengan target
IKU perangkat daerah;

« Pengukuran kinerja diterapkan
sampai tingkat staf;

» Pengumpulan data kinerja lebih
andal untuk meminimalisir
tingkat kesalahan;

» Melakukan pengukuran secara
berkala terhadap realisasi
target yang terdapat dalam
Rencana Aksi;

+ Menggunakan bantuan
teknologi dalam melakukan
Pengukuran Kinerja

« IKU dijadikan sebagai alat ukur
tercapainya outcome atau hasil-
hasil program yang ditetapkan
dalam perencanaan dan
penganggaran;

« Hasil pengukuran IKU dijadikan
dasar penilaian kinerja, dasar
reward dan punishment, dasar
promosi atau
kenailkan/penurunan peringkat;

» Seluruh Rekomendasi atas hasil
monitoring pencapaian target
kinerja esselon II dan IV

representative untuk
mengukur kinerja
yang seharusnya
jumlahnya memadai
dan menyimpulkan
tercapainya kondisi
yang seharusnya.

Telah memanfaatkan
Pengukuran rencana
aksi sebagal dasar
untuk menyimpulkan
progrees tindak lanjut
untuk menyesuaikan
strategis agar
mencapai tujuan dan
sasaran.

perjanjian kinerja tahunan kegiatan organisasi.
dijabarkan lebih lanjut menjadi |» Perjanjian Kinerja yang
target kinerja eselon II dan IV | dibuat telah selaras
dengan kinerja
bawahannya.
2 |Pengukuran kinerja :
« Dalam pengumpulan data e IKU telah o IKU menggunakan

formula perhitungan

vang telah
ditentukan oleh

PermanpanRB
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ditindaklanjuti;

» Seluruh jabatan esselon IV ke
atas telah menerima reward
dan punishment yang
sebanding dengan hasil
pengukuran kinerjanya;

» Terdapat kondisi yang kebih
baik/inovasi yang dapat
dibuktikan setelah dilakukannya
reviu IKU;

» Hasil pengukuran Rencana Aksi
menjadi dasar untuk
menyimpulkan kemajuan
(progress) kinerja, dasar
mengambil tindakan (action)
dalam rangka mencapai target
kinerja yang ditetapkan, dasar
menyesuaikan strategi untuk
mencapai tujuan dan sasaran.

Pelaporan Kinerja :

« Laporan kinerja menyajikan
informasi tentang analisis
efisiensi penggunaan sumber
davya;

« Laporan kinerja menyajikan
semua informasi mengenai
kinerja secara konsisten dan
dapat diverfikasi;

= Laporan kinerja dimanfaatkan
secara ekstensif dan
menyeluruh dalam perbaikan
perencanaan, baik perencanaan
jangka menengah, tahunan
maupun dalam penstapan atau
perjanjian kinerja yang disusun;

» Laporan kinerja dimanfaatkan
secara ekstensif dan
menyeluruh dalam penilaian
dan perbaikan dalam

IKU telah dijadikan
alat ukur
pencapaian kondisi
jangka menengah
atau sasaran utama
dalam dokumen
rencana kinerja
jangka
menengah,rencana
kinerja
tahunan,pengangg
aran dan perjanjian
kinerja serta
sebagai alat ukur
tercapainya
outcome atau hasil-
hasil program yang
ditetapkan dalam
dokumen

Pembahasan
kegiatan
dituangkan
melalui
notulensi/berita
acara dan absen
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pelaksanaan program dan
kegiatan organisasi serta dapat
menyimpulkan keberhasilan
atau kegagalan program secara
terukur.

» Laporan kinerja dimanfaatkan

secara ekstensif dan
menyeluruh dalam perbaikan
capaian kinerja organisasi yang
lebih baik dalam periode
berikutnya;

= Laporan kinerja dimanfaatkan

secara ekstensif dan
menyeluruh dalam menilai dan
menyimpulkan kinerja serta
dijadikan dasar reward dan
purnishument.

angagaran.

- Laporan kinerja
telah menyajikan
informasi
pencapaian sasaran
yang berorientasi
outcome serta
informasi mengenai
kinerja yang
diperjanjikan.

- Telah Terdapat bukt
yvang cukup bahwa

informasi dalam
laporan kinerja
telah  digunakan
untuk  perbaikan
capaian kinerja
organisasi yang
lebih baik periode
berikutnya.

Evaluasi Internal :

« Hasil evaluasi disampaikan dan
dikomunikasikan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan
untuk disepakai denagn pihak
yang terkait guna
menindaklanjuti rekomendasi
hasil evaluasi;

= 2valuasi program disertai
simpulan mengenai
keberhasilan atau kegagalan
program yang dievaluasi dan
terdapat bukti yang cukup
untuk ditindaklanjutinya
rekomendasi;

= 2yaluasi program disertai
rekomendasi yang terkait
perencanaan kinerja dan
persetujuan untuk

» Telah melakukan
evaluasi terhadap
rencana aksi.

s Telah melakukan
pemantauan rencana
aksi secara periodic
baik triwulan, semester
dan tahunan.

» Telah melakukan
koordinasi yang baik
terkait dengan
pemantauan rencana
aksi.

Evaluasi rencana
aksi telah melalui
pembahasan secara
bertahap melalui
rapat triwulan

Pemantauan
rencana aksi secara
berkala dituangkan
dalam bentuk laporan
rencana aksi
pertriwulan
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dilaksanakannya rekomendasi;

« 2yaluasi program disertai
rekomendasi yang terkait
peningkatan kinerja dan
persetujuan untuk
dilaksanakannya rekomendasi;

« pemantauan rencana aksi
memberikan penilaian terhadap
seluruh aksi yang dilaksanakan
dan alternative perbaikan;

« hasil evaluasi menunjukkan
perbaikan pada setiap triwulan;

« selurh rekomendasi atas
evaluasi program dilakukan
tindak lanjut dengan langkah-
langkah nyata.

. Meﬁguptih’ialkan tata kelola
SPBE yang efektif dan efisien
serta meningkatkan layanan
infrastruktur SPBE yang
terintegrasi sehingga dapat
mencapai bahkan melebihi
target kinerja yang telah
ditetapkan dan dapat
meningkatkan capaian kinerja
dibandingkan dengan tahun
sebelumnya;

= Selalu berupaya untuk lebih
meningkatkan capaian output
dan outcome sehingga yang
akan dating pencapaian
sasaran kinerja organisasi
dapat tercapal secara optimal;
dan

« Informasi mengenai kinerja
didukung dengan data yang
andal.

» Informasi capaian

sasaran kinerja
organisasi harus telah
memenuhi unsure
tujuan/sasaran dan
indikator kinerja yang
SMART, mencapai
target yang telah
ditetapkan, tidak lebih
buruk dari capaian
kinerja tahun
sebelumnya, kevalidan
data capaian kineria,
dan ketersediaan
sumber dokumen.

Setiap penanggung
jawab program dan
kegiatan telah
menyampaikan
laporan kegiatan

23




EILITE
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Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan
penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2022 yang telah
disepakati. Penilaian ini memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran yang dalam kategorisasi kinerja (penentuan posisi)

sesuai dengan tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut

Tabel 3.3 Predikat Indeks SPEE

NO NILAT INDEKS PREDIKAT

1 42-50 Memuaskan

2 3,5-<4.2 Sangat Baik

3 26-<35 Baik

4 1.8-<26 Cukup

5 <18 Kurang
Sumber : Parmenpan RE No.5 Tahun 2018

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan

Timur tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dan

Provinsi KalimantanTimur Tahun 2022

SASARAN INDIKATOR TARGET

STRATEGIS SASARAN SATUAN TAHUNAN TRIWULAN TARGET | REALISASI %
Optimalisasi indeks Sistem | Indeks 2.75 Triwulan I
tata kelola Pemerintahan Triwulan II
manajemen Berbasis :
SPBE yang Elektronik Trivulan 1T
efektif dan { SPBE ) Triwulan IV 2,75 2,11 76,73
efisien serta
meningkatnya
layanan
infrastruktur
SPBE yang
terintegrasi |
Keterangan : Realisasi mernypakan hasi Pemantavan dan evaluasi SPEE Tahun 2022 dari Kemenpan RE
Peningkatan Persentase Persentase B0% Triwulan I
Pemanfaatan | Peningkatan
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teknologi Pemanfaatan Triwulan I
Informasi dan | teknologi
Komunikasi Informasi dan Triwulan I1I
(TIK) dalam Komunikasi
pengamanan | (TIK) dalam Triwulan IV B0% B0%
dan layanan pengamanan
informasi dan layanan
informasi

100%

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja terkait dengan pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala
yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian
misi yang sudah direncanakan sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.
Pencapaian sasaran strategis yaitu "Optimalisasi Tata Kelola Manajemen SPBE Yang
Efisien Serta Meningkatnya [Layanan Infrastruktur SPBE Yang
Terintegrasi " pada tahun 2022 merupakan hasil pencapaian kinerja yang telah dicapai
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2022

Efektit Dan

adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.5 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

NG INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALTSAST %o
CAPALAN
71 2 Il 3 4 ] | ﬁh_
1 | Indeks Sistam Indeks 2.75 2,11 76,73
Pemerintahan Berbasis
Elektronik { SPBE )
2 | Persentase Peningkatan Persentase 80% 80% 100%

Pemanfaatan teknologi
Informasi dan
Komunikasi (TIK) dalam
pengamanan dan
layanan informasi

Pada tabel diatas menunjukkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu 2,75
dengan predikat baik sedangkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) yang dicapai adalah 2,11 dengan predikat Cukwup. Hal ini dikarenakan
Belum adanya peraturan Gubernur terkait Penyelenggaraan sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Kalimantan Timur dan Belum
berkelanjutannya  pengembangan SDM  secara  khusus  untuk
penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik provinsi kaltim.
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2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021

REALISAST % Peningkatan
No. | INDIKATOR KINERIA SATUAN | Tahun | Tahun /Penurunan
2021 2022 Tahun 2021
1 2 3 4 5= (4/3-1)*100
Indeks Sistem Indeks SPEE 2,22 211 -4,95%
Pemerintahan Berbasis (Penurunan)
Elektronik { SPBE )

Pada tabel diatas menunjukkan adanya penurunan Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi  kinerja  tahun 2022 dengan Target
RPIMD/RENSTRA
NO Indikator Kinerja Satuan Target Akhir Realisasi Tahun Tingkat
RENSTRA (Th. 2023) 2022 Kemajuan
) 1 2 i 3 5=3/4100
1 |Indeks Sistem Indeks SPBE 3,40 2,11 62,065
Pemerintahan Berbasis
Elektronik ( SPBE )
2 |Persentase Peningkatan Persentase B0% 80% 100%
Pemanfaatan teknologi
Informasi dan Komunikasi
(TIK) dalam pengamanan
dan layanan informasi

Dari tabel diatas, Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun
2022 tercapai 2,11 dengan predikat cukup. Hasil Realisasi Tahun 2022 belum
mencapai target Indeks yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 2,75 Hal ini
dikarenakan Belum adanya peraturan Gubernur terkait Penyelenggaraan
sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Kalimantan Timur dan
Belum berkelanjutannya pengembangan SDM secara khusus untuk
penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik provinsi kaltim.
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4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ;

Tabel 3.8  Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Standar Nasional

HO [ Indikator Kinerja Satuan Target Nasional | Realisasi | Lebih Kurang
1 | Indeks Sistem Indeks SPBE 227

Pemerintahan Berbasis
Elektronik ( SPBE )

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab belum tercapainya kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim
Tahun 2022 dalam mewujudkan Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE adalah ;

1. Faktor pendukung keberhasilan / kegagalan capaian kinerja
Pemahaman tentang SPBE yang belum secara komprehensif oleh Tim
Koordinasi SPBE Provinsi Kaltim dan Kolaborasi antar Tim Koordinasi
SPHE:

2. Permasalahan

- Peranan tim SPBE Kaltim belum maksimal.

- Adanya perbedaan yang signifikan antara penilaian darn Kemenpan dengan
penilaian mandiri dikarenakan adanya tambahan variabel penilaian dari
KemenPANRB vang tidak disampaikan sebelumnya kepada Pemprov.
Kaltim

- Capaian penilaian SPBE dipengaruhi oleh capaian SPBE Kabupaten/Kota

3. Solusi

- Mengoptimalkan peran Tim SPBE Kaltim

- Melakukan koordinasi dengan tim penilai Kemenpan dalam rangka
mendapatkan informasi dan penyamaan persepsi terhadap  indikator-
indikator / variabel-variabel yang di syaratkan untuk pencapaian indeks
5PBE

- Melaksanakan rapat koordinasi dengan kabupaten /kota dalam rangka
pencapaian indeks SPBE

4, Upaya

Di Tahun 2023 harus melibatkan kolaborasi Tim Koordinasi SPBE untuk
meningkatkan nilai Indeks SPBE
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6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO | SASARAN STRATEGIS % Yo Tingkat
CAPAIAN PENYERAPAN Efisiensi
KINERIA ANGGARAN
1 2 3 4 5={34)
1 | Indeks Sistem 76,73 97,84 -21,11

Pemerintahan Berbasis
Elektronik { SFBE )

2 | Persentase Peningkatan B0 97,06 -17,06
Pemanfaatan teknologi
Informasi dan
Komunikasi (TIK)
dalam pengamanan
dan layanan informasi

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang
sudah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
untuk mencapai target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Program/Kegiatan penunjang keberhasilan pernyataan kinerja.

= - . - = =
PROGRAM % PENANGGUNG
JKEGIATAN INDIKATOR KINERIA SATUAN TARGET | REALISAS] CAPAIAN JAWAB
PROGRAM PENGELOLAAN Indeks Sistem Indeks 2,75 2,11 76,73 Kabid Aplikasi
APLIKASI INFORMATIKA | Pemerintahan dan Informatika,
Berbasis Kabid Teknologi
Elektronik (SPBE) Informasi
Informatika dan
| Persandian
1. Pengelplzan Nama Jumizh persentase Laporsn I z T03% Kabid Aplikasi
Damain yang Telah fayanan domain dan Informatika,
ditefapkan olafi Kabid Teknologi
Pemennfzh Pusat dan Informasi
Sub Domain o Informatika dan
Lingkup Pemerintah Persandian
Dzeralh Provinsi |
Peanatziaksanaan dan | Jumizh Laperan Laporan 1 ¥ 10035 Kabid Aplikasi
Pengawasan Nams Penatalzksanzan dan dan Informatika
Domain dan Sulr Bengawasan Nama
Domain dalam Domain dan Sub
Penyelerggaraan | Damain dalam
Pemenniahan Daerah | Penvelenggaraan
Provinsi ! Pemerinfahan Daerah
i Arowsinsi
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PROGRAM : — % PENANGGUNG
/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN | TARGET | REALISASI CAPAIAN JAWAB.
Penvelenggaraan Persentase OFD yang Persen 5 sl T100% Kabid Teknologi
Sistem Jarngan Infra | memaniaatkan skses Informasi
Pemerniah Daerzh internet vang Informatika dan
diamankan vang Persandian
disedizkan Dinas
Kominfo dan terhubung
dangan Jaringan fntra
Pemeriniah Daeraf
Pengelolaan Jumizh Persentase Persentase 625 625 10035 Kabid Aplikasi
a-government i Implamentasi dan Informatika,
Lingkup Pemerintah | e-government yang Kabid Teknologi
Daerah Provins dilaksanakan Informasi
Informatika dan
Persandian
Penatalaksanaan dan | Jumizh Laporan Laparan 1 z TiMF% Kabid Aplikasi
Pengawassan e- Penatalzksanzan dan dan Informatika,
government dalam Pengawasan e-
Penyalenggaraan govarnment dalam
Pemerintahian Daeralh | Penvelenggarsan
Provins Pemeanintahan Dasrah
Provinsi
Sinkronisasi Jumiah Laporan Laparan 1 1 T009% Kabid Aplikasi
Pangalolzan Rencana | Sinkronisasr dan Informatika,
Induk dan Anggaran | Pangelofzan Rencana
Pemerintahan Berbasis| nouk dan Anggsran
Elektronik Pemeanintahan Berbasis
Elekfronik
Pengembangan Jumizh laporan Laporan 1 ¥ 10035 Kabid Aplikasi
Aplikzs dan Prosas Pangembangan Aplikass dan Informatika,
Bisnis Pemerintahan | dan Proses Bisnis
Berbasis Elektronik Pemerintzhan
Berbasis Elektranik
Pengembangan dan | Jumiah Laporan Laporsn I z T03% Kabid Aplikasi
Peangelolzan Sumber | Pengembangan dan dan Informatika
Daya Teknologs Pangelalzzn Sumber
Informasi dan Daya Teknologi
Komumikasi Informasi dan
Pemennizh Daerah Komunikasi Pemeriniah
Provinss Dzerah
Provinsi
Pengeloizan Pusat Persentase perangkat /D 28 28 T009% Kabid Teknologi
Datz Pemerintahan daarah yang Informasi
Daerah menggunakan lzvanan Informatika dan
pusat aatz pemerintzh Persandian
daerah provinsi
Kalmantan Timur .
Panvelenggaraan Tersedianys sistem persen 100 100 T Kabid Teknologi
Sistern Komunikasi alaktronik komunikasi Informasi
Intra Pemerintalh intra pemerintah yang Informatika dan
Daerah disadiakan Dinas Persandian
Kominfo (berbasis

suars. video, feks, data
dan sinval lzinnya)
dengan memani3atkan
Janngan inira

pamerintah
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PROGRAM . : : : : %% PENANGGUNG
AXEBIRT AN INDIKATOR KINERIA | SATUAN | TARGET | REALISASI | ooy WA
Koordinasi dan Persentase perangkat ens 17 Il 100% Kabid Teknologi
Sinkronisasi Sistem daerah yang Informasi
Keamanan Informasi | menerapksn Koordinasi Informatika dan
dan sinkronisass Persandian
Keamanan informass
Koordinasi dan Persentase peranghat £ 22 22 I00% Kabid Teknologi
Sinkronisasi Data dan | dseralt yang Informasi
Infarmasi Elektronik | menerapkan koordinasi Informatika dan
dan sinkronisasi dats Persandian
dgan informasi
alekironik
Penvelenggaraan Persentase peranghat a0 17 11 I00% Kabid Teknologi
Sistem Penghubung | dseral yang Informasi
Layanan Pemerintah | ferinfegrasi dengan Informatika dan
sistem panghubung Persandian
Iayanan pemearintah
PROGRAM PENGELOLAAN | Persentase desimingsi | Persentase &80 &0 I00% Kepala Bidang
INFORMASI DAN informasi program Informasi
KOMUNTIKAST PUBLIK dan kebjiz&an Komunikasi
pambangunamn Publik Dan
pemearintah deerah Kehumasan
malaln media
komunikast pubiik
Pengelolaan Informasi 1 | Jumizfy Bimiek yang arang 50 50 003
dan Komunikasi Publik ferlaksana
Efﬂﬂ?mh Dzerah 2 | Jumizh PPID i Perangkst | 50 50 100%
Kabupaten dan Kota|  Dzerah
3 | Jumizh Kegiatan DErsern 85 &5 1009
ERAHUM vang
feriaksana
4 | Jumiah Sengketa faporan 1 1 100%
vang diberikan
mefalui Media
Komunikass Pubik
5 | Jumizh Kerjasama media S 41 T00%
kang
diselengaarakan
dengan mediz
Publik
& | Jumiah Bimiek yang ar g 40 4 100%
feriaksans Kegiztan
PROGRAM Level Maturitas/ indeks | Levalindeks 258 256 &86,67% | Kabid Teknologi
PENYELENGGARAAN kami kami Informasi
FERSANDIAN UNTUK Informatika dan
PEMNGAMANAN Persandian
INFORMASI
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PROGRAM
/KEGIATAN.

]

CAPAIAN

JAWAB

I Penetzpan Pola

Hubungan Komunikasi
Szndi antar Perangkat

Daerah Provinsi

1 | Persentzse itk
vang diamantsn
dibanding dengan
Jitmlah salurah gtk
Polz Hubungan
Komunikas Sanaf
(PHKS) yang
diterapkan
pemearintzh daarah
berdasarkan pola
fubangan
komunikas sand

P

Fi]

7%

2 Penyelenggaraan
Persandian untuk
Pengamanan
Informasi Pemerintah
Ciaerah Provinsi

1 | Persentzse
perangkat daarah
¥ang telah
manaramkan
kelijakan fat3
kelplz keamanan
informass dan jamng
komunikas sandi
pemarintah daarah
provinsd Kalimantan
Timur

22

22

I00%

2 |Persentase kegiatan
stratenis yvang telzh
diamzankan melalui
kegiatan
pengamanan sinyal
dibanding
banyaknya jumlzh
kegiatan strategis
vang harus
diamankan

Kegiztzn
Strateqis’

P

]

103%

3 |Persentase
elektronik
telzh
prinsip
manajemen
keamanan informasi
(SMKI} dan atau
aplikasi persandian
dibanding  jumlzh
sistem elektronik
vang ada pada
pemerintah  daerah
provinsi  Kalimantan
Timur

sistem

yang
menerapkan
cistem

Sistem
Eektronik /
Fersan

&

10795

4 |Perzentase sistem
elektronik/aset
informast yana telah
dizudit dengan
resiko kategon
rendah

Listem
Elektronik

30

20

1%

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

Persentase sleman
data statistik Bidang
Ekonomi, Sosial,
Sumber daya Alam
dan Infrastruktur

Persentase

0

116.67%

Kabid Statistik

31




LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2022

EILITE

PROGRAM — % PENANGGUNG
INDIKATOR KI SATU. TARGET | REALISASI
JKEGIATAN SATOIIMIEIS | |~ SAIUAN S capaian JAWAB.
Penyelenggaraan Statistik | [ Data Statistik Sosial | Dokumen 1 Z 100%
Sektoral di IJ_'ng_I-cup
Daerah Provinsi 7 Data Statishik Dokumen 7 7 100%
Ekanomi
3 Datz Statistik 504 Dokumen 1 z I00%
dan Infratruktur
D. Realisasi Anggaran
1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran sesual dengan Perjanjian Kinerja
No Sasaran Strategis Kinerja Anggaran
Target | Realis O Target Realisasi %5
25 Capaian Capaian
1 2 3 4 bi] 1] 7 g
1 | Optimalisasi tata o e .
o —— 2,75 211 | 76,73 ﬁ—..-au._r....-n,n 33.881,212,718,00 95,61
SFBE yang efekdtif
dan efisien serta
meningkatnya
layanan
infrastruktur SPBE
yang terintegrasi
Persentase a1 B8O 100%
Peningkatan
Pemanfaatan
teknologi
Informasi dan
Komunikasi {TIK)
dalam
pengamanan dan
layanan informasi
2. Realisasi anggaran perprogram dan kegiatan
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran perprogram dan kegiatan
NO PROGRAM/KEGIATAN 5 FENANGHUNG
b T A PAGU | REALISASI | % CAPAIAN | JAWAB
1 |PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI 7,362,108,000( 7,203,081,824 o7.84 Kabid Aplikasi
INFORMATIEA dan
Inf ti
7. | Fengelolaan Nama 3,371,467,200 3,317,757,537|  98.41 SO,
d Kabid Teknologi
Domain yang Telah -
; Informasi
ditefapkan oleh -
: Informatika dan
Pemerintah Pusat dan Pircndiai
Sub Domrain of
Lingkup Pemerintal
Daarah Provinss
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Sektoral di Lingkup Daerah
Provinsi

: o ANGGARAN PENANGGUNG
NO PROGRAM/KEGIATAN - _ = ixpiig
PAGU REALISASI | % CAPAIAN JAWAB
2 Pangelolaan 3,990,620,800| 3,885,324, 287 97.30
a-goverimment dr
Lingkup Pemerintalh
Daarah Provins
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI | 37,429,086,750| 36,998,053,535 98 .85 Kabid Informasi
DAN KOMUNIKAST PUBLIK Komunikask Publik
gan Kefimasan
1 Pengelolaan Informasi dan 37,429,080,750| 36,998,053,535 o885
Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah Provinsi
PROGEAM PENYELENGGARAAN 340,267,000 314,614,535 02.46 Kabid Teknologi
PERSANDIAN UNTUK PENGAMAMNAN Informasi
INFORMASI Informatika dan
1 Penyelenogaraan Persandian 269,467,000 244,387,950 00,89 Persandian
untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Provinsi
2 Penetapan Pola Hubungan 70,800,000 70,226,585 09,19
Komunikasi Sandi antar
Peranghat Daerah Provinsi
PROGEAM PENYELENGGARAAN 1,787 473,500| 1,770,972,461 09.08 Kabid statistk
STATISTIK SEKTORAL
I Penyelenggaraan Statistik 1,787.473,500) 1,770,972461 99,08
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BAB IV
PENUTUP

A, Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Timur adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan Tahun Anggaran 2022 . Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dan Peraturan
Presiden Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga menyajikan berbagai keberhasilan
maupun kegagalan capaian strategis Tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis tersebut
tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan
tujuan dan sasaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Timur berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Tahun 2018-2023, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Penanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan
Gubernur maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dapat memenuhi targst dan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran bahwa
keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagal bagian integral dar
pembaharuan sistem administrasi negara. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama antar
bidang kegiatan serta ketekunan dalam pengumpulan data informasi sangat diperlukan,
mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan
dengan melibatkan stakeholders, sehingga nantinya tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat

dipertanggungjawabkan.
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B. Saran
Dari analisis capaian kinerja vang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun anggaran 2022, diperlukan saran-saran yang
membangun antara lain :
1) Untuk menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diperlukan sinergitas
antara Rencana Strategis (Renstra) dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingaga kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang dibiayai oleh APBD benar-

benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

2) Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif di Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari stakeholder dalam
melaksanakan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja. Selain
itu, segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai
satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan menghasilkan output maupun

outcomes kegiatan yang terukur, bermanfaat dan akuntabel.
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LAMPIRAN 1
Keputusan Menteri PAN dan RB Rl Nomor 108 Tahun 2023
tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elekironik Pada Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah Tahun 2022



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pecmerintahan vang
bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan
publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan
sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi
pusat dan pemerintah daerah, dilakukan kegiatan
pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis
elektronik Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi
tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat
sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi
pusat dan pemerintah daerah tahun 2022; dan

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
lentang Hasil Pemantauan dan  Evaluasi  Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah Tahun 2022;




Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126); dan

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 994).

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022,
Menctapkan hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elekironik pada 451 (empat ratus lima puluh satu)
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
Menetapkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Flektronik pada 103 (seratus tiga) Instansi Pusat dan
Pemerintah Dacrah Tahun 2022.
Masil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU dan KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Menghimbau kepada pimpinan Instansi Pusal dan
Pemerintah  Daerah untuk meningkatkan kualitas
penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.




KELIMA

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3| Januari 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMAS]I BIROKRASI REPUBLIK
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LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TanUN 2023

TENTANG

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN

2022

HASIL PEMANTAUAN

SI3TEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2022

Hasil Pemantauan SPBE Kementerian

e

No | Nama Instansi - ' Indeks | Predikat
Kementerian Keordinator Bidang Politik, .
* Hukum dan Keamanan 4% Bk
9 Kementenap Koordinator Bidang 2,60 Baik
Perekonomian
Kementerian Keordinator ﬁidang o
3 i
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan gt _ Ed_lk
4 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2,68 Baik
5 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 2.90 Bailk
Menengah N
. : — S t
6 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara 3,84 i
K ian Pend ' - N
- ementerian .En. a}ragqnaan Aparatur Negara 3,01 Baik
| dan Reformasi Birokrasi
.~ 8 | Kementerian Pemuda dan Olahraga 3,32 Baik
- 9 | Kementerian Dalam Negeri 3,63 San-gat
. Baik
10 I{ementeﬁan Pertahanan 2,62 Baik
11 | Kementerian Pertanian 3,75 Sa_n_gat
—_— - - - B— Ba-lk -
12 Kementerian Energi dan Sumber Daya 3.51 Sangat
Mineral ’ Baik
13 | Kementerian Perhubungan 3,33 Baik




No Nama Instansi  Indeks | Predikat
14 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 3,86 S;n_g]? :
ai
15 | Kementerian Kesehatan | 2,94 | Baik
16 | Kementerian Agama 2,20 Cukup
17 | Kementerian Ketenagakerjaan 2,84 Baik
18 | Kementerian Sosial 2,28 Cukup
Kementerian Lingkungan Hidup dan i
19 Relnitainn 2,73 Baik
| 20 | Kementerian Kelautan dan Perikanan 3,30 Baik
21 | Kementerian Perindustrian 2,87 Baik
22 Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan 3.17 Baik
Rakyat R
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
23 ai
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2442 Balk
Kementerian Perencanaan Pembangunan ot
24 | Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan 3,62 ga
; Baik
Nasional
95 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 355 Sangat
_ Pertanahan Nasional ' Baik

Hasil Pemantauan SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(LPNK)
No Nama Instansi Indeks | Predikat

1 Badajg_:’i-‘:i_b_er_ d£1 _S_al_ldi Negara 2 87 Baik

2 | Lembaga Administrasi Negara 3,57 Saﬂ,gat
. Baik
3 | Arsip Nasional Republik Indonesia 2,74 Baik
i Badan Kepe:ndgdukan dan Keluarga 2.96 Baik

Berencana Nasional

. & Sangat
5 | Perpustakaan Nasional RI 3,51 Baik
& | Badan Pengawas Obat dan Makanan 3,12 Baik

7 | Lembaga Kelahanan Nasional RI 2057 Cukup
& | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 2,69 Baik

9 | Badan Narkotika Nasional 2,17 Cukup
10 | Badan Keamanan Laut 2,71 Baik
11 | Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan 2,85 Baik
12 Lemba_ga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 391 Baik

Pemerintah P

' 13 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2,00 Cukup

' 14 | Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 3,05 Baik




Hasil Pemantauan SPBE Alat Negara

No | Nama Instansi | Indeks | Predikat
1 | Badan Intelijen Negara | 3,13 Baik
Hasil Pemantauan SPBE Sekretariat Kabinet
No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Sekretariat Kabinet 2,30 | Cukup |

Hasil Pemantauan SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

i —

i e ]

No Nama Insta.usi Indeks | Predikat
1 | Kejaksaan Agung 2,18 | Cukup
2 .ME&]EHE Permusyawaratan Hakvat 2.77T Baik
3 | Dewan Perwakilan Rakyat 2,95 Baik
4 | Mahkamah Agung RI 2,61 Baik |
5 | Badan Pemeriksa Keuangan 2,68 | Bak |
6 [ Mahkamah Konstitusi 1,80 Cukup
' 7 | Komisi Yudisial - 1,82 Cukup
8 | Dewan Perwakilan Dacrah 2,18 | Cukup
Hasil Pemantauan SPBE Instansi Lainnya
‘No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2,32 | Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Lembaga Penyiaran Publik

No Nama Instansi Indeks gre:h_kat
1 | Televisi Republik Indonesia 2,09 Cukup
2 | Radio Republik Indonesia 2,01 Cukup

Hagil Pemantauan SPBE Lembaga Non Struktural (LNS)

No ~ Nama Instanm Indeks | Predikat
-1 | Dewan Ketahanan Nasional 2,63 Baik
| 2 Komisi Pemilihan Umum 273 Baik
sat dan Analisis Tr i e P
3 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi | 285 Baik
Keuangan — _
iiimbudsman Republik Indonesia 3,01 | Baik _!
5 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha 1,39 Kurang |
6 Badan Pengawas Pemilihan Umu_m 1,88 Cukup




No Nama Instansi Indeks | Predikat
7 | Komisi Penyiaran Indonesia 2,34 Cukup
8 | Komisi Kejaksaan 1,08 Kurang
9 | Komisi Aparatur Sipil Negara 3,31 Baik
10 ﬂew&m Pers 1,42 Kurang
11 | Dewan Jaminan Sosial Nasional 2,71 Baik
' 12 | Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 1,71 Kurang
| 13 | Lembaga Sensor Film 2,14 Cukup
14 | Konsil Kedokteran Indonesia 2.03 Cukup
15 | Kantor Staf Presiden . 2,44 | Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Aceh

No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Aceh 2,76 ~ Baik
2 | Pemerintah Kab. Aceh Timur 2,29 | Cukup
"3 | Pemerintah Kab. Acch Barat 2,63 Baik
4 | Pemerintah Kab. Bireuen 2,10 Cukup
S5 | Pemerintah Kab. Aceh Tamiang 2,62 Baik
& | Pemerintah Kab. Nagan Raya 2,20 Cukup
' 7 | Pemerintah Kab. Bener Meriah 2,60 Baik
8 | Pemerintah Kota Sabang 1,59 Kurang
8 | Pemerintah Kota Banda Aceh 315 Baik
i_ﬁ]_ ' Pemerintah Kota Langsa 1,82 Culoup
| 11 Pemerintah Kota Subulussalam 1,76 Kurang

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2,81 Baik
2 | Pemerintah Kab. Deli Serdang 3,32 Baik
3 | Pemerintah Kab. Karo 2,42 Cukup
4 | Pemerintah Kab. Langkat 3,02 Baik
5 | Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah 1,62 Kurang
6 | Pemerintah Kab. Labuhanbatu 1,85 Cukup
7 | Pemerintah Kab, Dairi 2,05 | Cukup
8 | Pemerintah Kab. Tapanuli Utara 2,39 Cukup
9 | Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan 2,68 Baik
10 | Pemerintah Kab. Asahan . 1,49 Kurang .
| 11 | Pemerintah Kab. Toba 1,86 Cukup
' 12 | Pemerintah Kab. Mandailing Natal 2,58 Cukup
13 | Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan 1,84 Cukup
14 | Pemerintah Kab. Pakpak Bharat 2,40 Cukup
15 | Pemerintah Kab. Samosir 2,02 Baik




No Nama Instansi Indeks | Predikat |
16 | Pemerintah Kab. Serdang Bedagai 1,92 Cukup |

| 17 | Pemerintah Kab. Pada_ng _LE.?EB Utara 1,91 Cukup |

18 | Pemerintah Kab, Batubara 2,18 Cukup |
19 | Pemerintah Kota Tebing Tinggi 2,04 Cuku?
20 | Pemerintah Kota Binjai 1,82 Cukup
21 | Pemerintah Kota Pematang Siantar 2,35 | Cukup
22 | Pemerintah Kota Tanjung Balai 2,30 Cukup

' 23 | Pemerintah Kota Sibolga 1,73 | Kurang
24 | Pemerintah Kota Padangsidimpuan 1,95 | Cukup
25 | Pemerintah Kota Gunung Sitoli 2,01 | Cukup |

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Rian

No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Provinsi Riau 3,00 | Baik
' 2 | Pemerintah Kab. Kampar 2,22 _“Ea‘;{ugm
' 3 | Pemerintah Kab. Indragiri Hulu 2,24 | Cukup
' 4 | Pemerintah Kab. Rokan Hulu 2,38 | Cukup
5 | Pemerintah Kab. Siak 2,34 | Cukup
6 | Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti | 2,12 | Cukup
7 | Pemerintah Kota Pekanbaru - _2,83 Baik
. 8 | Pemerintah Kota Dumai 2,63 Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kepulanan Riau

No | Nama Instansi | Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 2,68 Baik

2 | Pemerintah Kab. Bintan 2,10 Culkup
3 | Pemerintah Kab. Natuna 2,50 | Cukup
4 | Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas 1,85 Cukup
5 | Pemerintah Kota Batam N 2,85 Baik

6 | Pemerintah Kota Tanjung piﬂ.d_t-lg 1,85 Cukup

Hasil Pemantanan SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

No | Nama Instansi | Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 3,18 | Baik
2 | Pemerintah Kab. Agam 2,38 Cukup
3 | Pemerintah Kab. Pasaman 1,91 Cukup

4 | Pemerintah Kab. Limapuluh Kota - 3,29 Baik |
5 | Pemerintah Kab. Solok 3,12 | Bak
' 6 | Pemerintah Kab. Pada_ng Pariaman 2,60 Baik




No | Nama Instansi | Indeks | Predikat
7 | Pemerintah Kab. Pesisir Selatan .I 3,433 Baik
8 | Pemerintah Kab. Tanah Datar - ' 3,21 Baik
9 | Pemerintah Kab. Sijunjung 3,18 Cukup
10 | Pemerintah Kab. Solok Selatan 2,26 Cukup
11 | Pemerintah Kab. Dharmasraya 2,41 Cukup
12 | Pemerintah Kab. _Pasaman'Earat 2,36 {fukliﬁ i
| 13 | Pemerintah Kota Bukittinggi 2,46 | Cukup
14 | Pemerintah Kota Padang Panjang 2,81 Baik
15 | Pemerintah Kota Sawahlunto 2.84 Baik
16 | Pemerintah Kota Solok _ 271 Baik
17 | Pemerintah Kota Padang 3,01 | Baik
' 18 | Pemerintah Kota Payakﬁmbuh 3,02 Baik
' 19 | Pemerintah Kota Pariaman 2,64 Baik
Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jambi
No Nama Instansi | Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Provinsi Jambi 2,19 Cukup |
2 | Pemerintah Kab. Batang Iari 3,04 Baik
3 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat 1,63 Kurang |
4 | Pemerintah Kab. Eu_ﬁ.én (1,30 Kurang
o ; Peme;inmh Kab. Merangin | 1,56 Kurang
6 | Pemerintah Kab. Kerinci 1,52 Kurang
7 | Pemerintah Kab. Sarolangun | 2,63 | Baik
8 | Pemerintah Kab. Tebo 2,11 Cukup
" 9 | Pemerintah Kab. Muaro Jambi 1,92 | Cukup
' 10 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur 2,16 | Cukup
11 | Pemerintah Kota Jambi 2,79 Baik
| 12 | Pemerintah Kota Sungai Peniuh 1,97 Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

'No Nama Instansi | Indeks | Predikat

1 | Pemerintah Kab. Musi Banyuasin - 2,80 Baik

' 2 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu 2,67 Baik

3 | Pemerintah Kab, Muara Enim 2;91 Baik
4 | Pemerintah Kab. Lahat 2,14 | Cukup
5 | Pemerintah Kab. Musi Rawas 1,92 | Cukup
& | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir 2,39 Cum
7 | Pemerintah Kab. Banyuasin 1,86 Cukup
8 | Pemerintah Kab. Dgan'Kcmering Ulu Sel. I 93 | Cukup
9 | Pemerintah Kab. Ogan Ilir 2,52 | Cukup
10 | Pemerintah Kab. Empat Lawang' N 1,86 Cﬁkup




' Nama Instansi

No Indeks | Predikat
[ 11 Pemerintah Kab. Musi Rawas Uim-a 1,53 Kurang

12 | Pemerintah Kota Pagar Alam 2,01 | Cukup
13 | Pemerintah Kota Lubuk Linggau 2,45 Cukup
14 | Pemerintah Kota Prabumulih | 2,62 | Baik |

15 | Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang llir | 1,83 | Cukup |

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka

Belitung
No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Provinsi l{ep Bangka Belitung 3,01 Baik
2 | Pemerintah Kab. Bangka 1,85 | Cukup |
| 3 | Pemerintah Kab. Belitung 3,02 Baik
4 | Pemerintah Kab. Bangka Barat 2.30 Cukup
o | Pemerintah Kab. Bangka Tengah 2,80 Baik
"6 | Pemerintah Kab. Bangka Selatan 3,01 Baik
7 | Pemerintah Kab. Belitung Timur 2,70 Baik
' 8 | Pemerintah Kota Pangkal Pinang 2,22 | Cukup |
Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu
' No Nama Instnnsi . Indeks Predikat |
1 | Pemerintah Provinsi Eenglmlu 3,11 Baik |
2 | Pemerintah Kab. Bengkulu Utara 2,17 Cukup
3 | Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan 2,31 Cukup
4 | Pemerinlah Kab. Rejang Lebong 2,80 Baik
5 | Pemerintah Kab. Seluma | 2,54 Cukup
6 | Pemerintah Kab. Mukomuko | 2,04 Cukup
7 | Pemerintah Kab. Kepahiang 2,13 Cukup |
8 | Pemerintah Kab. Lebong 1,55 Kurang
9 | Pemerintah Kab. Ecngkulu_ Tengah 2,34 Cukup
10 | Pemerintah Kota Benglﬂ.ﬂu 2,19 Cukup
Hasil Pemantauan SPEE Pemerintah Daerah di Lampung
No | Nama Instansi | Indeks | Predikat
I | Pemerintah Provinsi Lampung 3,37 Baik
| 2 | Pemerintah Kab. Lampung Tengah 2,10 | Cukup |
3 | Pemerintah Kab. Lampung Utara 2,43 Cukup
' 4 | Pemerintah Kab. Lampung Barat : 2,26 Cukup
' 5 | Pemerintah Kab. Tangga_n;us B 1,60 Kurang
& | Pemerintah Kab. ‘-ﬂay Kanan 2,24 Cukup




-B-

' No Nama Instansi ' Indeks | Predikat
' 7 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat 2,07 | Cukup |
8 | Pemerintah Kab. P:irlgﬁeWH 2,00 Cukup
9 | Pemerintah Kab. Mesuji 2,59 Cukup
10 | Pemerintah Kota Metro 2,49 Cukup
11 | Pemerintah Kota Bandar Lampung 1,50 Kurang

Hagil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di DKI Jakarta

No Nama Instansi Indeks | Predikat
) S t
1 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 3,67 ]E:;glil

Hasgil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat

No Nama Instansi Indeks  Predikat
1 | Pemerintah Provinsi Jawa Barat 3,37 | Baik
2 | Pemerintah Kab. Bogor 3,33 | Baik
3 | Pemerintah Kab. Sukabumi 2,29 | Cukup
4 | Pemerintah Kab. Cianjur 2,37 | Cuk_u_]i::
5 | Pemerintah Kab. Bekasi 1,71 Kurang
6 | Pemerintah Kab. Karawang 3,08 Baik
7 | Pemerintah Kab. Purwakarta 2,28 | Cukup
8 | Pemerintah Kab. Subang 2.35 Cukup
9 |Pemerintah Kab. Bandung 2,82 Baik
. 3,84 Sangat
10 | Pemerintah Kab. Sumedang Baik
11 | Pemerintah Kab. Tasikmalaya 2,58 Cukup
12 | Pemerintah Kab. Ciamis 2,64 Baik
13 | Pemerintah Kab. Cirebon 2,66 | Baik
14 | Pemerintah Kab. Kuningan 2,88 Baik
15 | Pemerintah Kab. Indramayu 3,09 Baik |
16 | Pemerintah Kab. Bandung Barat 2,65 Baik
17 | Pemerintah Kab. Pangandaran 2,82 Baik
18 | Pemerintah Kota Bandung #o] San.gaL
Baik
19 | Pemerintah Kota Bogor | 1 278 Baik
20 | Pemerintah Kota Cirebon ' 3,17 Baik
21 | Pemerintah Kota Bekasi 2,78 Baik
22 | Pemerintah Kota Depok 3,42 Baik
23 | Pemerintah Kota Cimahi 1 3,09 Baik
24 | Pemerintah Kota Tasikmalaya 2,62 Baik
25 | Pemerintah Kota Banjar 2,38 Cukup




Q-

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Banten

No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Provinsi Banten 3,03 Baik |
2 | Pemerintah Kab. Serang 2,64 . Baik
3 | Pemerintah Kab. Pandeglang 12,47 . Cukup
4 | Pemerintah Kab. Lebak 2,63 Baik
5 | Pemerintah Kab. Tangerang 2,66 Baik
6 | Pemerintah Kota Tangerang 2,60 Baik
7 | Pemerintah Kota éilcgun 2,01 Cukup
8 | Pemerintah Kota Serang 2,49 Cukup |
9 | Pemerintah Kota Tangerang Selatan 2,54 Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di D.I Yogyakarta

No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah D.1. Yogyakarta 3,02 Baik
2 | Pemerintah Kab. Sleman 3,19 Baik
3 | Pemerintah Kab. Gunungkidul | 2,62 Baik
Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah
No Nama Instansi Indeks | Predikat |
1 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 3,34 Baik
2 | Pemerintah Kab. Semarang 2,13 Cukup
3 | Pemerintah Kab. Kendal 2,63 Baik
4 | Pemerintah Kab. Grobogan 3,37 Baik
5 | Pemerintah Kab. Pekalongan 2,62 Baik
6 | Pemerintah Kab. Batang 2,85 Baik
7 | Pemerintah Kab. Tegal 3,07 Baik
8 | Pemerintah Kab. Brebes 2,40 | Cukup
9 | Pemerintah Kab. Kudus 3,38 Bailk
10 | Pemerintah Kab. Pemalang 2,23 Culkup
11 | Pemerintah Kab. Jepara 3,14 Baik
12 | Pemerintah Kab. Rembang 3,19 Baik
' 13 | Pemerintah Kab. Blora 2,36 Cuku_]:lh
14 | Pemerintah Kab, Banyumas 2,60 Baik
15 | Pemerintah Kab. Cilacap 2,87 Baik
' 16 | Pemerintah Kab. Purbalingga 3,20 Baik
17 | Pemerintah Kab.-Banjamegara 2,86 Baik
18 | Pemerintah Kab. Magelang 3,13 Baik
19 | Pemerintah Kab. Wonosobo 2,90 Baik |
20 | Pemerintah Kab. Purworejo | 280 | Baik
' 21 | Pemerintah Kab. Kebumen ' Baik

3,44




-10-

No Nama Instansi Indeks | Predikat
| 22 | Pemerintah Kab. Sragen 3,10 Baik
| 23 | Pemerintah Kab. Sukoharjo 3,42 Baik
| 24 | Pemerintah Kab. Karanganvar 3,32 Baik
25 | Pemerintah Kab, Wonogiri 3,34 Baik |
26 | Pemerintah Kota Semara-.ng 3,38 | Baik |
27 | Pemerintah Kota Salatiga 2,84 Baik
| 28 | Pemerintah Kota Tegal 3,05 Baik
29 | Pemerintah Kota Magelang 2,67 Baik
30 | Pemerintah Kota Surakarta oy, | AR
Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur

No | Nama Instansi ' Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur 3,3.0 Baik
| 2 | Pemerintah Kab. Gresik 327 | Baik
3 | Pemerintah Kab. Mojokerto 2,73 Baik
4 | Pemerintah Kab. Sidoarjo i 2,29 | Cukup
5 | Pemerintah Kab., Jnmbaﬁg 2,96 Baik
' 6 | Pemerintah Kab. Sampang 2,55 Culoup
7 | Pemerintah Kab. Pamekasan 2,10 Culup
8 | Pemerintah Kab. Suménﬁp 2,05 Cukup -
9 | Pemerintah Kab. Bangkalan 1,89 | Cukup
10 | Pemerintah Kab. Bondowoso 2,23 Cukup
' 11 | Pemerintah Kab. Situbondo 3,10 Baik
TIZ | Pemerintah Kab. Jember 1,99 | Cukup
' 13 | Pemerintah Kab. Malang 2,22 | Cukup
14 | Pemerintah Kab. Pasuruan 2,04 Cukup
15 | Pemerintah Kab. -Pr-::-hﬂli_nggﬂ 2,42 Cukup
16 | Pemerintah Kab. Lumajang 2,60 Baik
17 | Pemerintah Kab. Kediri 2,61 Baik
18 | Pemerintah Kab. Tulungagung 2,38 Cukup
19 | Pemerintah Kab. Nganjuk 2,18 Cukup |
20 | Pemerintah Kab. Trenggalek 2,05 Cuiﬂ?
21 | Pemerintah Kab. Blitar 2,61 Baik
22 | Pemerintah Kab. Magetan =~ 2,27 Cukup
' 23 | Pemerintah Kab. Ponorogo 2,32 Cukup
24 | Pemerintah Kab. Pacitan 2,31 Cukuﬁ
25 | Pemerintah Kab. Bojonegoro 2,65 Baik
26 | Pemerintah Kab, Tuban 2,32 | Cukup
27 | Pemerintah Kab. Lamongan 2,82 Baik
28 | Pemerintah Kota Surabaya 3,69 San.gat
. Baik
29 Femerin_taﬁ Kota Mojokerto 3,02 | Baik




-

No Nama Instansi Indeks | Predikat
30 | Pemerintah Kota Malang 2,60 Baik

31 | Pemerintah Kota Pasuruan 2,66 Baik
32 [ Pemerintah Kota Probolinggo ol 1,97 Cukup
33 | Pemerintah Kota Blitar SN 2,81 Baik

34 | Pemerintah Kota Kediri 2,96 Baik
'35 | Pemerintah Kota Madiun 2,86 | Baik
36 | Pemerintah Kota Batu 2,41 | Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat

No Nama Instansi Indeks | Predikat

I | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 3,42 Baik |
E Pemerintah Kab. Sambas = mE _2,44 Cukup

3 | Pemerintah Kab. Sangeau ' 2,88 Baik

4 | Pemerintah Kab. Sintang _ 1,03 Kurang
5 | Pemerintah Kab. Mempawah 2,61 Baik

6 | Pemerintah Kab. Kapuas Hulu 2,76 Baik

7 | Pemerintah Kab. Ketapang 1,91 | Cukup |
' 8 | Pemerintah Kab. Bengkayang 1,87 Cukup

9 | Pemerintah Kab. Landak 2,13 | Cukup

10 | Pemerintah Kab. Sekadau 2,46 | Cukup

11 Pcmeriﬁtah Kab. Kubu Raya 2,34 Cuﬁ'up_'
' 12 | Pemerintah Kab. Ka}rnng.llmm 1,88 Cukup
LIS Pemerintah Kota Pontianak 3,28 Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah

——

No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 1,90 | Guleap
2 | Pemerintah Kab. Barito Utara 1,42 | Kurang
3 | Pemerintah Kab. Barito Selatan 2,37 | Cukup
4 | Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur 2,38 Cukup
5 | Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat 2,15 | Cukup
& | Pemerintah Kab. Pulang Pisau 1,64 Kurang

. 7 | Pemerintah Kab. Lamandau 2,15 Culkup

‘& | Pemerintah Kab. Sukamara 1,84 | Cukup

" 9 | Pemerintah Kab. Katingan 2,25 | Cukup
10 Pemerintah Kab. Barito Timur 1,71 Kurang |
| 11 | Pemerintah Kota Palangka Raya 2,66 Baik




Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No ) Nama Instansi Indeks | Predikat
I | Pemerintah Kab. Banjar 2,56 | Cukup
2 | Pemerintah Kab, Tanah Laut ) 3,11 Baik

3 | Pemerintah Kab. Tapin 2,29 Cukup
4 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah 2,69 Baik
5 | Pemerintah Kab. Barito Kuala | 2,59 | Cukup
6 | Pemerintah Kab. Tabalong _ 2,00 Cukup

| 7 | Pemerintah Kab. Kotabaru 2,04 | Cukup |
8 | Pemerintah Kab. Tanah Bumbu_ 3,16 | Baik |
9 | Pemerintah Kab. Balan:,';an | 2,44 Cukup
10 | Pemerintah Kota Banjarmasin 3,31 Baik

| 11 | Pemerintah Kota Banjarbaru 2,26 | Cukup

Hasil Pemantanan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur

No Nama Instansi Indeks  Predikat
1 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2,11 Cukup
2 | Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara 1,94 Cukup
3 | Pemerintah Kab. Paser | 2,13 Cukup
4 | Pemerintah Kab. Kutai Barat | L.5} Cukup |
"5 | Pemerintah Kab, Kutai Timur 2,79 Baik
6 | Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara 1,82 | Cukup |
7 | Pemerintah Kota Samarinda 2,44 | Cukup |
8 | Pemerintah Kota Balikpapan 3,05 Baik |
9 | Pemerintah Kota Bontang 2,70 Baik |

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara

No Nama Instansi Indeks | Predikat |
1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Ut&l_‘a ' 1,98 Cukup |
| 2 | Pemerintah Kab. Bulungan | 2,32 | Cukup |

3 | Pe mermt':'a_'tl_f{ﬂta Tarakan | 2,11 | Cukup B

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara

No ' Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara o 2,28 Cui;:up
2 | Pemerintah Kab. Minahasa 1,80 Culkup
3 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow 2,74 Baik
4 | Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe | 1,68 Kurang
5 | Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud o 2,09 Cukup
' 6 | Pemerintah Kab, Minahasa Utara 1,51 Ku;anE i
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No Nama Instansi Indeks | Predikat |
7 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara 2,04 | Cukup
8 | Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara 2,22 Cukup
' 9 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 2,15 Cukup
10 | Pemerintah Kota Manado 1,62 Cukup
' 11 | Pemerintah Kota Bitung 2,57 Cukup
12 | Pemerintah Kota Tomohon 1,76 Kurang
13 | Pemerintah Kota KotaMobagu 2,22 Cukup
Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo
No Nama Instansi Indeks | P'red.ika.t
1 | Pemerintah Provinsi Gorontalo 2,48 | Culkup
2 | Pemerintah Kab. Gorontalo 2,03 | Cukup
3 | Pemerintah Kab. Bone Bolango . 2,30 Cukup |
4 | Pemerintah Kota Gorontalo ' 2,59 Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah

No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tf:ngah 2,26 Cukup
2 | Pemerintah Kab. Poso 1,81 Culup
3 | Pemerintah Kab. Buol 2,08 | Cukup
4 | Pemerintah Kab. Morowali 1,97 Cukup
5 | Pemerintah Kab. Banggai Kepulaﬁan 2,04 Cﬂkup
6 | Pemerintah Kab. Sigi 1,591 Cukup
7 | Pemerintah Kota Palu 1,76 Kurang

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan

No | ~ Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2,35 Cukup
2 | Pemerintah Kab. Wajo | 2,51 Cukup
3 | Pemerintah Kab. Bone - 2,11 | Cukup
4 | Pemerintah Kab. Maros 2,04 Cukup
5 | Pemerintah Kab. Luwu 2,26 Cukup
6 | Pemerintah Kab. Sinjai 2,07 CUkﬁﬁ P
7 | Pemerintah Kab. Bulukumba 1,81 Cu_kup 1
"8 | Pemerintah Kab. Bantaeng 2,29 | Cukup
9 | Pemerintah Kab. Jeneponto 2,16 | Cukup
' 10 | Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar 1,83 Culcup
; 11 | Pemerintah Kab. Earru__m 2,06 Cukup
12 | Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang 2,32 Culkup
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No Nama Instansi Indeks | Predikat
13 | Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 2,12 Cu}mp
14 | Pemerintah Kab, Soppeng o ' | Z67 Baik
15 | Pemerintah Kab. Enrekang 2,65 Baik |
16 | Pemerintah Kab. Luwu Utara | 2,93 Baik
17 | Pemerintah Kota Makassar | 2 45 Cukup
18 | Pemerintah Kota Parepare 2,50 Cukup

| 19 | Pemerintah Kota Palopo 2,90 Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara

'No Nama Instansi Indeks | Predikat |
"1 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | 1,74 | Cukup |
2 | Pemerintah Kab. Kolaka 3,15 Baik |
" 3 | Pemerintah Kab. Kanawe Selatan 2,01 Cukup
' 4 | Pemerintah Kab. Kolaka Utara 1,87 Cukup
| 5 | Pemerintah Kab, Buton Utara 2,02 Cukup
6 | Pemerintah Kab. Buton Tengah 2,50 Culkup
7 | Pemerintah Kota Kendari 2,02 Cukup |
I 3" Pemerintah Kota Baubau 1,38 | Kurang_

Hagil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat

No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 2,28 Cukup
2 | Pemerintah Kah. Mamuju 1,80 Cukup

S t
3 | Pemerintah Kab. Polewali Mandar 3,58 ;I; 1g1?
4 | Pemerintah Kab. Majene 2,55 Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Bali

No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Kab. Buleleng 3,03 | Baik
2 | Pemerintah Kab. Jembrana 2,76 i Baik
3 | Pemerintah Kab. Ka_rangasem 2,16 Cukup
4 | Pemerintah I{ab Bangh 2,28 Cukup
5 | Pemerintah Kab. Badung 2,48 Cukup
6 | Pemerintah Kab. Tabanan 2,74 Balk
g . Sa ngat
| 7 I_Jemenntah Kota Denpasar 3,68 Baik
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Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat

No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Provinsi NTB 3,24 Baik
2 | Pemerintah Kab. Lombok Barat 2,62 Baik
3 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah 2,08 Cukup
4 | Pemerintah Kab. Sumbawa 2,23 | Cukup

| 5 | Pemerintah Kab. D::rmpu 1,20 Kuran;
6 | Pemerintah Kab. Su-rnbawa. Barat 2,66 Baik
7 | Pemerintah Kab. Lombok Utara é;dl[l Cukup
8 | Pemerintah Kota Mataram 3,16 Baik |
9 | Pemerintah Kota Bima 1,91 | Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur

No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Provinsi NTT 3,35 Baik
2 | Pemerintah Kab. Kupang 1,85 Cukup
3 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 121 Kurang
4 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2,61 Baik
2 | Pemerintah Kab. Alor 1,81 Cukup
6 | Pemerintah Kab. Sikka 1,83 | Cukup
7 | Pemerintah Kab. Flores Timur 1,62 Kurang
8 | Pemerintah Kab. Manggarai 1,76 Kurang
9 | Pemerintah Kab. Sumba Timur Q,_‘%I Cukup
10 | Pemerintah Kab. Sumhba Barat 2,25 | Cukup
11 | Pemerintah Kab. Rote Ndao 2,48 Cukup
12 | Pemerintah Kab. Manggarai Barat 3,01 Baik
13 | Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2,46 | Cukup
14 | Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 1,35 Kurang
15 | Pemerintah Kab. Nagekeo 1,14 | Kurang
16 | Pemerintah Kab. Sumba Tengah 1.25 Kurang_
17 | Pemerintah Kab. Sabu Raijua 2,14 | Cukup

18 | Pemerintah Kab. Malaka 1,99 | Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Maluku

No | Nama Instansi Indeks | Predikat |
1| | Pemerintah Provinsi Malulku 223 Cukup |
2 I Pemerintah Kab. Scram Bagian Barat 1,75 Kurang
| 3 | Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya 1,84 Cukup

4 | Pemerintah Kota Ambon 224 | Cukup




Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara

No Nama Instansi | Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Provinsi Maluku Utara 2,47 | Cukup
| 2  Pemerintah Kab, Halmahera Utara 2,33 Cukup
| 3  Pemerintah Kota Tidore Kepulauan - 1,71 | Kurang

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat

No Namsa Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Provinsi Papua Baral 2,10 | Cukup
2 | Pemerintah Kab. Sorong 2,09 Cukup
3 | Pemerintah Kab. Manokwari 1,60 | Kurang |
41 | Pemerintah Kab. Fak-Fak 1,53 Kurang
9 | Pemerintah Kab. Kaimana 1,16 Kura.né_
6 | Pemerintah Kab, Manokwari Selatan 1,39 Kurang
7 | Pemerintah Kota Sorong 1,72 Kurang

Hasil Pemantauan SPEE Pemerintah Daerah di Papua

No| Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Provinsi Papua 1,88 Culcup
2 | Pemerintah Kab. Jayapura 2,61 Baik
3 | Pemerintah Kab. Jayawijaya 1,51 Kurang
4 | Pemerintah Kab Keerom - 1-;-39 Kurang

5 Eemerintah' Kota Jayapura o 1,85 | _Culfup_

Mitetapkan di Jakarta
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DAN REFORMASI BIROKRASI
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NOMOR ‘08 TAHUN 2023
TENTANG

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN

2022

HASIL EVALUASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2022

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No Nama Instansi Indeks | Predikat

1 | Badan Risct dan Inovasi Nasional 3,43 Baik
Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Non Struktural (LNS)

Ne| Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia o 2,42 Cukup
2 | Badan Nasional Scrtifikasi Profesi 1,54 | Kurang
3 | Badan Pengatur Hilir Minvak Dan Gas Bumi A Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh

No Nama Instansi 3 Indeks | Predikat |
1 | Pemerintah Kab. Aceh Besar 1,85 | Cukup |
2 | Pemerintah Kab. Pidie 2,03 Cukup
3 Pemeﬁ}ﬁ;ah_l:{_g}:_}. Aceh Utara 1,62 Kurang
4 | Pemerintah Kab. Aceh Selatan 1,47 Kurang
5 | Pemerintah Kab. Aceh Téngah l,lé‘; j Kurang

6 Pemerintah Kab. Aceh Tenggar:_i . 1,65 | B:m*ang
7 | Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya 1,62 Kurang
8 | Pemerintah Kab. Gayo Lucs 1,62 Kurang
9 | Pemerintah Kab. Acch Jaya N 2,01 Cukup
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[ No Nama Instansi
10 | Pemerintah Kab. Pidie Jaya

Indeks | Predikat

1,54 Kurang

Hasll Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

No| Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Kab. Simalungun 1,74 Kurang
2 | Pemerintah Kab. Nias 2,02 Cukup
3 | Pemerintah Kab. Nias Selatan 1,37 _Kuraqg_
4 Pemerinta]; Kab. Padang Lawas 1,72 Kurang
5 | Pemerintah Kab. Nias Barat 1,79 Kurang
& Femerinta]_a_Kab. Nias Utara 1,48 Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Riau

No Nama Instansi Indeks | Predikat

1 | Pemerintah Kab. Bengkalis 2,21 | Cukup
2 | Pemerintah Kab. Indragiri Hilir 2,13 | Cukup
& | Pemerintah Kab. Rokan Hilir 2,12 | Cukup
Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau
‘No - Nama Instansi Iqﬂeks ; _Freﬂiiiﬁt

) 1 | Pemerintah Kab. Karimun

2 | Pemerintah Kab. Lingga -

1 58 i Ku;éng

1,97 | Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

No Nama Instansi

Indeks  Predikat

1 | Pemerintah Kab. Kep. Mentawai

1,23 | Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

| No Nama Instansi

Indeks | Predikat

| 1 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur

| 2,25 Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu

No Nama Instansi

Indeks Predikat

1 | Pemerintah Kab. Kaur

1,27 Kurang
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Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Kab. Lampung Selatan 1,70 Kurang
2 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang 2,09 Cukup
3 | Pemerintah Kab. Lampung Timur 1,90 Cukup
4 | Pemerintah Kab. Pesawaran 1.95 Cukup
5 | Pemerintah Kab. Pesisir Barat 1,94 Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat

No Nama Instansi Indeks | Predikat

1 | Pemerintah Kab. Melawi 1,27 Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah

No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 Pemcr?ﬂiah Kab. Kapuas 1,83 Cﬁup
2 | Pemerintah Kab, Gunung Mas 1,99 Cukup
3 | Pemerintah Kab. Murung Rava 1,77 | Kurang
4 | Pemerintah Kab, Seruyan 1,35 Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No 3 Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan 335 Cukup
_'% Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara 1,76 Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur

No Nama Instansi Indeks | Predikat

1 | Pemerintah Kab. Berau 1,97 Cu]-cu[:_:_ |
Hagil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara

No Nama Instansi Indeks f’redikut
1 | Pemerintah Kab. Malinau 2,04 Cukup
2 | Pemerintah Kab. Nunukan 2835 Fuifup_
3 | Pemerintah Kab. Tana Tidung 2,06 Cukup
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Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara

No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintab Kab. Minahasa Selatan 1,64 Kurang
2 | Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro 1,90 Cukup
3 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur 2.04 Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo

No Nama Instansi

1 | Pemerintah Kab. Boalemo

2 Pemerintah Kab. Pohuwato

3 | Pemerintah Kab. Gorontalo Utara

Indeks | Predikat
2,02 Cukup
E,{)ﬁ Cukup
1:55 Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah

No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Kab. Donggala 1,38 Kurang
2 | Pemerintah Kab. Tolitoli 1,66 | Kurang
3 | Pemerintah Kab. Banggai 2,07 Cukup
4 | Pemerintah Kab. Parigi Moutong 1,51 | Kurang
5 | Pemerintah Kab. Tojo Una Una 1,03 Kurang
6 | Pemerintah Kab. Banggai Laut 122 Kurang
7 | Pemerintah Kab. Morowali Utara 1,67 Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan

No Nama Instansi Indeks | Predikat |
1 | Pemerintah Kab. Tana Toraja | 1,62 Kurang

2 | Pemerintah Kab. Takalar 1,96 | Cukup |
3 | Pemerintah Kab. Luwu Timur 2,42 | Cukup
__ 4 | Pemerintah Kab. Toraja Utara 1,77 | Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara

No | Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Kab. Konawe 1,70 Kurang
2 | Pemerintah Kab. Buton - 1,65 Kurang
3 | Pemerintah Kab. Muna 1,38 | Kurang
" 4 | Pemerintah Kab. Bombana 2,08 Cukup
5 | Pemerintah Kab. Wakatobi 1,27 Kurang
6 | Pemerintah Kab. Konawe Utara 1,61 Kurang
| 7 | Pemerintah Kab. Kolaka Timur 1,33 Kurang




No| - Nama Instansi Indeks | Predikat
| 8 | Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan 1,94 | Cukup
9 | Pemerintah Kab. Muna Barat _ 1,53 | Kurang |
Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat
No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Kab. Pasangkayu 1,09 Kurang
2 | Pemerintah Kab. Mamasa 1,00 Kurang
3 | Pemerintah Kab. Mamuju Tengah 1,83 | Cukup |

Hagil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat

No

1

Fe_merintah Kab. Bima

Hama_ Instansi - Indeks | Predikat
| Pemerintah Kab. Lombok Timur 1,91 Cukup
1,36 Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur

No Nama Instansi Indeks | Predikat
___1 P;:merint_ah Kab. Belu 1,92 Cukup
2 | Pemerintah Kab. Ngada 1,31 Kurang
3 | Pemerintah Kab. Lembata 1,67 | Kurang |
4 Pemerintah Kota Kupang 2,05 _ Culoup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku

No | Nama Instansi o Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Kab. Maluku Tengah 1,15 Kurang
2 | Pemerintah Kab. Maluku Tenggara 1,92 Cukup
3 | Pemerintah Kab, Buru 1,34 Kurang
4 | Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar 2,02 Cukup
5 | Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur 1,34 Kurang
6 | Pemerintah Kab. Buru Selatan 1,14 Kurang
7_| Pemerintah Kota Tual 2,05 | Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara

No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pernerintah Kab. Halmahera Barat 1,30 | Kurang
2 | Pemerintah Kab, Halmahera Selatan 1,73 Kurang |

| 3 Pemerintah Kab. Pulau Morotai 1,42 Kurang |
" 4 | Pemerintah Kab. Pulau Taliabu 1,55 Kurang




No | _ ‘Nama Instansi Indeks | Predilat |
| 9 | Pemerintah Kota Ternate o 1,06 | Kurang 'l
Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua
No Nama Instansi Indeks | Predikat |
1 | Pemerintah Kab, Merauke I.Qﬁ: _ Kura.ng
2 | Pemerintah Kab. Nabire _ 1,46 | Kurang
3 | Pemerintah Kab. Puncak Jaya 1,61 Kurang
4 | Pemerintah Kab. Mirmika R 1,83 | Cukup

5 | Pemerintah Kab. Boven Digoel - 1,34 Kurang
6 | Pemerintah Kab. Mappi - 1,59 Kurang
7 | Pemerintah Kab. Yahukimo 1,06 Kurang
' 8 | Pemerintah Kab. F‘E_gtmungan Bintang 1,00 Kurang

9 | Pemerintah Kab. Supiori - 1,42 Kﬁ}é\ng |
10 | Pemerintah Kab. Mamberamo 'i‘engah 1,42 Huréx?

11 | Pemerintah Kab. Lanny Jaya 1,06 | Kurang
12 | Pemerintah Kab. Intan Jaya 1,06 | Kurang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3| Januari 2023
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Servani Untub Faltim Terdawlat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: hitp://diskominfolaltimprov.go.id e-Mail: diskominfodkaltmprov.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DINAS KOMUNIKAS| DAN INFORMATIKA PROVINS] KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang gfektif, transparan, dan akuntabel sera
berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1 Nama - H. MUHAMMAD FAISAL, 5.508 M.5i
Jabatan . Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimartan Timur
Selanjutnya disebut pinak partama

Z Nama + Dr, Ir. H. |sran Noor, M.Si
Jabatan © Gubernur Kalmantan Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pinak kecua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target «inerfia yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ni
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telan ditetapkan dalam dokumen
Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kiner a tersebul menjadi 1anggungjawab kam

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serla akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksl,
Samarnda, Januan 2022
Pinak Kedua Pihak Pertama
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, KEPALA DINAS KOMINFO
PRO?#NSI KALIMANTAN TIMUR,
Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si H. MUH

Pembina Utapa Muda
NIP 16680805 199402 1 0C1

S Ona I
"

:‘rf:'mn'um‘qun Bersama Dengan Keterbukaan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No. Sasaran Slralegis Indikator Kineria Satuan Target
1 2 3 4 5
1 | peningkatan pemanfaatan Persentase peningkatan Persantase 100
teknologi informasi dan Komunikasi pemanfaatan teknologi
(TIK) dalam pengamanan dan informasi dan Komunikasi
layanan informasi {TIK) dalam pengamanan
dan layanan informasi

Program Anggaran Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Rp 32.051.861.684 APBD
2 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Rp 31.071.296.750 APBD
3 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Rp 6406002758 APBD
4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp 12558639500 APBD
5 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Rp 340 267 000 APBD
Informas
Jumlah Rp 71,125.067.693
Samarinda, Januari 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama
Gubernur Kalimantan Timur Kepala Dinas

DR. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si

NIP 18680805 199402 1 D01



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Terani Untub Raltim Terdaulal
Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: http://diskominfo.kaltimprov.go.id e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINS| KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif, ransparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini

1. fama ©  Drs. Edi Hermawantc Noor, M.Si
Jabatan . Sekrelaris
Selanjutnya disebut pinak pertama

2. Nama * H. Muhammad Faisal, S.50s., M.Si
Jabalan © Kepaia Dinas Keminfe Provins: Kalimantan Timur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan targel kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
Perencanaan. Keberhagilan dan kegagalan pencapaian target kinena lersebul menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari parjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian pengnargaar

dan sanksi.

Samarinda, Januan 2022

Finak Kedua Pinak Partama

KEPALA OSEK RETARIS
-
e
S—

Drs. EDI HERMKWANTD NOOR, M.Si
Pembina Tingkal | / IV.b
NIP 19680805 189402 1 001 NIP. 19690303 199103 1 012

CHSKOMI MO
ey

Membangun Bersama Dengan Keterbukaan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG SEKRETARIAT

No, Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Targel
1 2 3 4 5
Meningkatnya mutu pelayanan Presentase Aset Kantor yang Persen (%) 100
1 |administrasi Perkantoran layak fungsi
Presentase penyusunan Persen (%) 100

dokumen perencanaan dan
hasil evaluasi program dan
kegiatan tahunan tepat waktu

Prosentase penyempurnaan Persen (%) 100
data base administras|

kepegawaian

Presentase dokumen Persen (%) 100

5 | Terwujudnya penyusunan laporan evaluasi laporan sesual
evaluasi hasil pelaksanaan program  |dengan pedoman
dan kegiatan sesual dengan pedoman

5 | Terwujudnya tertib administrasi Jumlah laporan SPJ GL tepal Bulan 12
keuangan wakiu
Jumlah SPP dan SPM GU Bulan 12
yang lepat waktu
Jumlah SPP dan SPM LS Bulan 12

yang tepal wakiu

Kegiatan Anggaran
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Rp 304.740.000
1 Daerah
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 11.543 885 682
3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Rp 3.750 000
4 Administras! kepegawalan Perangkal Daerah Rp 150 890 000
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 741.209.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Rp 13 864.158.241
7 Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 3.356.452 761
8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah  Rp 2 077 966 000
JUMLAH Rp 32.051.B61.684
Samarinda, Januari 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama

Kepala Dinas b [ BEpal# Bidang

L il / S
Drs. ED| HER&AWANTQ NOORM Si
2 Fembina
NIP. 19680805 199402 1 001 NIP. 19690303 199103 1 (12




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Wabsite: hittp: //diskominfokatimprov.go.i) e Mai: dskominfodiiatimproy.go. id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KASUBAG PERENCANAAN PROGRAM DINAS KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA PROV KALTIM

Ualam rangka mewujudkan mansjemen pemerintahan yang efeklil, Iransparan. dan akunlabel serts
berorientasi pada hasil, kami yang beriandalangan dibawah ini

I Nama . ISMAWARDI, SE., ME
Jabatan Kasubag Perencanaan Program Kominfo Provins Kalimanian Timur
Selanjutnya disebut pihak pertara

2 Nama Drs. EDI HERMAWANTO NOOR, M Si
Jabatan Sekretans

Selaku atasan pihak pertama, selaniutnya disehut pihak kedua

Piliak pertama bedanji akan mewujudkan targel kinena yang seharusnya sesuai lampiran penanian ini
dalam rangka mencapai larget kinerja jangka menengah seperll yang telah ditetapkan datam dokumen
Parancanaan Keherhasilan dan kegagalan pencapaian target kinena lerssbul menjud! anggungjawan xarm

Fihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi emhadap capaian

kinera dan perjanjian ini Jan mengambil indakan yang dipeflukan dalam rangka pembenan penghargaan
dan sanksi

Samannda,  Januan 2022

Pihak Kedua Finak Pertama

' EEKE.ETAH? KASUBAG PERENCANAAN PROGRAM

. : J!%’rﬁ'ﬁ{’Wu
S §

Dre. EDI HERMAWANTO NOOR, M.Si ISHA’HAR?I. s:_,]HIE
Pembmna Tingkat | | Vb Fanata Tingkat

[P 19660620 200701 1924
NIF. 19680303 159103 1 012 o

iy,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBAG PERENCANAAN PROGRAM

No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target

1 2 d - 5 N
1 | Terpenuhinya Dokumen Perencanaan | Jumiah dokumen Dokumen 8

dan Anggaran perencanaan dan

] Anggaran i

2 Jumiah Doxkumen Dokumer 4

Terpenuhinya Dokumen Pengendalian Pengendalian dan

dan evaluasi Laporan Kegiatan ovaluasi

Samarinda, Januari 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama
( \&ek?ﬁrks Kasubag. Perencanaan Program
) i

Drs. EDIH WANTO NOOR, M.Si
Perdina Tingkal |/ 1yt

NIP 19630303 198103 1 012

ISMAWARDL, SE., ME

Fenata Tingha |
NIP. 19660620 200701 1 022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Samarinda 75117
Jatan Basuki Rahmat Mo. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (D541) ?31953,‘
. : dickominfo@kaltimprov.

Viiainsine: m;mwmu e-Hail go.id

— ==

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG SEKRETARIAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transpraran dan
akuntabel serla berorientasi pada hasil, yang berlanda tangan dibawah ini ;
1. Nama © Agus Priyanto, S.5o0s

Jabatan . Kassubag. Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama.
2. Nama - Drs. Edi Hermawanto Noor, M.Si

Jabatan . Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai larget kinerja jangka menengah sepert]
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja lersebut menjadi tanggung
jawab kami,
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Samarinda, Januari 2029
Pihak Kedua Pihak Pertama

Sakretaris

Yl
I{assubgg .HI Perencanaan

e

i IL
Drs EDI HERMAWANTO NOOR, M.Si AGUS EilYﬂNTD. S.Sos
Pembina Penata Tingkat |

NIP. 19690303 199103 1 012 NIP. 19661009 198903 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SUB BAGIAN UMUM
No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 b
1 | Terwujudnya Laporan / Dokumen| 1 Laporan Kehadiran Pegawal Laporan 1
Ketalausahaan yang sesusi dengan| 2 Laporan Kenaikan Pangkat dan Gaji Laporan 1
katentuan Berkala =
3 Laporan Inventans Barang Laporan 1
4 Laporan Surat Masuk dan Keluar Laporan 1
5 SOP Dinas Kominfo Prov. Kaltim Dokumen 1 ]
6 Laporan ANJAB dan ABK Laporan 1
7 Laporan Budaya Kerja Laporan 1
2 |Terpenuhinya Fasitas: Penunjang| Perseniase Peralatan dan| Parsantase 100
Keglatan Kantor Kelengkapan Sarana dan Prasarana
yang diadakan Sesual Perencanaan
3 |Terpeliharanys periatan dan| 1 Laporan Pemeliharaan Peralatan dan| Laporan 1
kelengkapan  sarana  prasarana Kelengkapan Sarana dan Prasarana
pendukung kerja ASN 9 Laporan Aset Diskominfo Prov. Kaltim | Laporan 1
4 |Terlaksananya Rapat Koordinasi| 1 Laporan Koordinasi dan Konsultasij Laporan 1
dan Konsultasi Bidang Kominfo, Bidang Kominfo, Statistk  dan
Statistik dan Persandian Persandian yang dilaksanakan
2 Laporan Rekapitulasi Perialanan Dinas |  Laperan 1
Sub Kegiatan Anggaran
1 Pengadazn Pakaian Dinas Beserta Atnibut Kelengkapannya Rp  110.135.000
2 Penyediaan Komponen Instalas) Listrik/Penerangan Bangunan Kanter REp 17.738.346
3 Penyedman Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 1068.305000
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 30.468.000
5 Penyelenggaraan Rapat Koordinas: dan Konsultasi SKFD Rp . 158.825000
6 Pengadaan Mebel Rp 27.200:000
7 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 6.000.000
& Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listnk Rp 422.751 113
9 Penyediaan Jasa Peralatan dan Periengkapan Kantor Rp 58.875 000
10 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 3.023995449
11 Penyediaan Jasa Pemaliharaan. Biaya Pemelharean, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dings Rp 332 045 300
12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 119,660 000
13 Pemeliharaan/Renabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan  Rp 251 100 400
Lainnya
Samarinda, Januari 2021
F' ha Pertama
g Urnun'l

T
Drs, EDI HERMAWANTO NOOR, M.Si
Fembina

NIP. 18680303 192103 1 012

e

AGUS Elh*mrrru 5.80s

Penata Tingkat |
NIP. 19661009 198903 1 012




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berand WUntuh Zaltim Cerdawlal
Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: hitp://diskominfo.kaltimprov.go.id e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go. id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINER.JA TAHUIN 202?
PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN DINAS KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA PROV. KALTIM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintanan yang efekiif, transparan, dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini

1 Nama - RUDY SYAVITRI. SE
Jabatan Pengelola Bahan Perencanaan Kominfo Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

2, Nama - ISMAWARDI, SE,M.E
Jabalan :  HKasubag Perencanaan Program Kominfo Provindi Kalimantan Timur
Selaku atasan pihak periama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama beranji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perianjian ini
dalam rangka mencapai targat kinera jangka menengan seperi yang telah ditelapkan dalam dokumen
Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kiner|a tersebut menjadi tanggungiawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Samannda,  Januari 2022
Pihak Kedua Zihak Pertama

Kaslbag Perencanaarn Program,

ISMAWARDI, SE., ME RUDY SYAVITRI, S.E

Penala Tingkat | anafa Tingkat | -
NIP. 19880620 200701 1 022 NIP. 18660620 200701 1 022

) DISKOMINT O

- '.:‘rrrn';.mﬂ:m Bersama Dengan Keterbukaan




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN

MNo. Sasaran Aklifitas Indikator Kinera Satuan Target

1 2 3 4 5

—_—

Tersedianya Bahan Koordinasi dan | 1 [Jumlah Laporan hasil Laporan 24

Penyusunan Laporan Perencanaan | (rapat persiapan
penyusunan program dan

kegialan

2| Jumlah dokumen usulan Dokumen 2
pragram dan kegiatan

3|Jumlah lagcran realisasi Laooran 4

kerja can ksuangan yang
diinput pada aplikasi
TEPRA

4|Jumlah dokumen program Dokumen 2
dar kegiatan yang diinput
paca aplikasi E|PD dan

FMIS

5 Jumlah ASN yang ASN 52
membuat Pengukuran
Kinerja Tahun 2021

6 |Jumizah laporan evaluasi Laporan 12
kinerja bulanan pada
aplikasi TEPRA

Samarinda, Januari 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Perencanaan Pragram Pengelola Bahan Parencanaan
ISMAWARDI, SE., ME RUDY SYAVITRL SE
Penata Tingkat | Penata Muga Tingkat |

16660520 200701 1 022 197507268 200701 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNII(ASI DAN INFORMATIKA

f_l."-'

Jalan Basuk! Rabmat No. 41 Tefp. {ﬂSﬂl!) 731563, Fax. fﬂHl) ?319153 Samarinda 75117
Wehbsite: http://diskominfo kaftimprov.go. id e-Mail: dmmmfu@kartlmprm go.d

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NAMA JABATAN FUNGSIONAL / JABATAN PELAKSANA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transpraran dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini -

1. Nama Fransiskus Xaverius
Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
Selanjutnya disebut pihak pertama,

2. Nama Agus Priyanto,S Sos
Jabatan - Kasubag Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerna tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
lerhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengamhil tindakan yang diparlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 01 Januari 202%

Pihak Kedua Pihak Pertama
Atasan Jabatan Fungsional / Pejabat Fungsional 'Pelaksana
Jabatgn\ Pelaksana S

NIP. 18721102200604 1008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NAMA JABATAN FUNGSIONAL /JABATAN PELAKSANA

No. Sasaran Sub Kegratan Indikator Kinerja] Satuan Target

1 2 3 4 5

Meneliti dan menghimpun dokumen
b 12 Berk 12

: pengadaan barang yang diterima a8
Meneiiti jumiah dan kualitas barang

Z yang diterima sesuai dengan 12 Kegiatan 12
dokumen pengadaan
Melakukan pencatatan barang milik

3 daerah yang dicatat dalam kartu KIR 12 Bkt 12
Melakukan pengentrian / pengisian :

*  Idata data betanja modal e Kegiatan 2
Melakukan pengelolaan kendaraan A

> |dinas roda dua { 2 ) dan 4 ( empat ) 1E hogaan i

Pihak Kedua

Fenata TK.|. Hl1id
NIP. 196610091989031012

Samarinda, 01 Januari 2022
Pihak Pertama
Pejabat Fungsional
/Pelaksarma ?%Hminishasi
- Lo g
P 7 /,;,/ /

e W -
.

“. r--‘

Fransiskus Xaverius
Pengalur Tiogkat |
NIP. 19721102 200604 * 008




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

i
.: ﬁs‘lin

Sl Bl Raltiat o, A1 Telp. (0541) ?3195:5 Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: htip://diskominfo.katimprov.go.id e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NAMA JABATAN FUNGSIONAL / JABATAN PELAKSANA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif franspraran dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini -

1 Nama - Mudjiantoro
Jabatan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
Selanjuinya disebut pihak pertama.

2 Nama Agus Priyanto,S.Sos
Jabatan - Kagubag. Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kineria yang seharusnyes sesua
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
Kebernmasilan dan kegagalan pencapaian largel kinena lersebul menjadl tanggung
jawab kami
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluas:
lerhadap capaian kinera darn perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Samarinda, 01 Januari 2024
Pihak Kedua Pihak Pertama

Atasan Jabatan Fyngsional / Pejabat Fungsional / Pelaksana

yantor:
Penata Penata Muda Tk |
NIP.19660210198031012 NIP 19670807 199103 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Jabatan . .Administrasi Sarana Prasarana
No. | Sasaran Kegiatan Indfikator Kinerja | Satuan Target
|
i IMengindetikaci Sarana dan Prasarana 12 Kegiatan 12
2___|Merencanakan kebutuhan Sarana dan Prasarana 12 berkas 12
3 JMengadakan Sarana dan Prasarana 12 berkas 12
4 IMenginventaris Sarana dan Prasarana 12 Kegiatan 12
5  tMemebhara Sarana dan Prasatana 12 Kegiatan 12
&  [Memhuat t aporan Penerimaan, Pemakaian dan Stok Of ? berkas 2
name Barang Persediaan habis Pakai per Semester.

NIP, 19661009 198903 1012

Samarinda, 01 Januad 2022

Fihak Pertama
Pefaksana Administrasi Sarana dan

Penala Muda TK. Gol Him

NIP, 19670807 199103 1 016




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS I(OMUNIKASI DAN INFORMATII(A

Jalan Basuki Rahmat No. 41 TEIp (0241) 731963, Fax. {D541} ?319153 Silrrannda 75117
Website: hitp://diskominfo.kaltimprov.go.id e-Mail: dbh:mhfu@hatﬂmpm go.id

PERIANJIAN KINERIA TAHUN 2021
SUB BAGIAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transpraran dan akuntabel
serla berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :La Hali
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian
Selanjutnya disebut pihak pertama,
2. Nama : Agus Privanto, 8.50s
Jabatan ¢ Kasubag Bagian Umum
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kineria yang seharusnya sesuai lampiran
penanjian ini, dalam rangka mencapal laigel kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapalan larget kinerja tersebut menjadi tanggung jawah kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperilukan serta akan melakukan evaluasi

lerhadap capaian Kineria dari perianjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan datam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua Pihak Pertama
I Pengadministrasi Kepegawalan
A
Penata Tingkat 1 Pengatur Mudd Pingkat 1
NIP. 19661009 198903 1 012 NIP. 18770606 200801 1021

D



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKAS| DAN INFORMATIKA PROVINS| KALIMANTAN TIMUR

Sasaran Stralegls Indikator Kinerja Satuan Target
2 3 4 4
Menghimpun dan memproses. berkas administeasi unitan kenaikan pangkat Berkas 4
Tersadianya Dokumen tungsional Umum (1PU) dan furgsional Tertentu {7FT) 9
Informasi Kepegawaian  |Menghimpun dan Meaviapkan Berkas adminstrasi Usulan Kenaikan Giaji n
oo Whnty Dokumen 7
Berkala (KiGH)
Menghimpun dan Memproses Berkas Administrisi Berkas Usulen Pensiun Dokuimen 1
h'it!llghi'll'!fﬂ.ln dan Menproses Usilae Cot: PNS Menppunakan Aplikasi E- Berkes 16
Cuti NS
Mengupdate Data PNS Mada Sistan leformasi Kepegaw sion Tnita 54
Membuat Laporan Hasil Preses Admimstrasi vang berkaiatan Dengan 54
s i ot Lioporan
Peniluiun Kinera Pegawai (SKP)
Mencatar can Mendokimentosikan Kepiztan Administeasi vang Berkastan 54
, A = Laporan
dengan Kepepawalian
Samarinda, Januari 2023
Pinak Pertama

Pengadministrasi Kapegawaian

Penat¥ Tingkat 1 {I1d)
NIP 19661009 198203 1 042 NIP. 13770606 2008011021




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS I(OMUNII(ASI DAN INFORMATIKA

-.-..

Jalan Basuki Rahmat No, 41 Telp {Gﬂi} 731963, Fax. (0541] ?31953 Samarinda 75117
Website: hitp://diskominfo. kaltimprov.go. id e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transpraran dan akuniabel
serta beronentasi pada hasil, yang berlanda langan dibawah ini :

1. MNama Hamsi
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian
Selanjutnya disebut pihak pertama.
2. Nama - Agus Priyanto, 8.50s
Jabatan : Kasubag Bagian Umum
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai targe!l kinerja Jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Fihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja darl perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian panghargaan dan sanksi,

Samarinda, Januari 2021

Pihak Pertama
Pengadministrasi Kepegawalan

HAMSI
Pengatur Tingkat 1

NIP. 19661009 1989031 012 NIP. 19691231 200604 1 061
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)
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Sasaran Stra

2

Tersadianya Dol

Informasi Kepagz

Fihak Kedu

NIP 19661C 3 198¢



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2621

DINAS KOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 a d 5

Menghimpun dan memprose: berkastadmunistrasi uostan Kenaikan pangkar Berk 4

Tarsedianya Dokumen firgsional Uiiim (JPU) dan funpsional Tertentn (J7T) erkas

Informasi Kepegawaian  |Menghimpun dan Menyiapkan Berkes adminstrasi Usulan Kenaiken Gaji -
Berkala (KGB) Dokt -
Menghimpun dan Memproses Berkes Administrasi Berkas Usulan Pensiun Dokumen 1
hftcl.nghimpun dan Memproses Usulan Cuti PNS Menggurakan Aplikasi E- Berkas 15
Cuii PNS
Menpupdate Data PNS Pada Sistim Inforinasi Kepegawaan Data >4
Menbuat Laporan Hasil Prases Admizistras vang berknitun Dengan _ 54
Peniluian Kinetja Pegawai (SKP) Laporan ;
Mencatat dun Mendokumentasikan Kegiatan Adminbtrasi vang Berkaban :
FoE o Laporan 54

engan Repegawaian
Samarinda, Januari2021
Pihak Kedua Pihak Pertama

NIFP 19661009 198803 1 012

Pengadministrasi Kepegawaian

Pangatur Tingkat 1 (liid)
NIF. 19691231 20086 1 061




PEMERTNTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 7511/

Website: hitp://diskominfo kaltimprov.go.id e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PCRNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2072

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerntahan yang afakiif, transparan, dan akuntabel sefla
berorientasi pada hasi, kami yang bertandalangan dibawah ini :
[
1. Nama Agus Priyanlo, 5,508
Jabatan © Kasubbag Umum
Selanjutnya disebut pinak periama

2. Nama - Hamidah

Jabatan | Arsipans Terampll

Selaku alasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjarijian
ini, dalam rangka mencapai target kiner a jangka menengah seperti yang lelah ditetapkan dalam
dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian targel kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan seria akan melzkukan evaluasi ternadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberizin

nenghargaan dan sanikai,

Samarinda, 21 Januari 2022

Pihak Kedua Pinak Pertama
KASUBBAG UMUM ARSIPARIS TERAMPIL
JIII -~
|er
.
N 4
Agu;f_r_iyantnh S.Sos Hamidah
Fonata Tingkat | Fengatur
NIP. 19661009 1989031 012 NIP. 19770407 200801 2 )22



PERANJIAN KINERJA TAHLN 2071

tiP 19501009 1588031072

NIP 19770407 200801 2 (22

Perangkat Deergh ' Dinas Kemunikssi dan Informatika Pravingi Kalmantan Timur
Jabatan Arsiparis Terampil
No. Sasaran Aktivitas Indibator Kinerja Saluan Target
: BT B = 3 g LTl
1. |Terwujudrya penataan kearsian yang rap hoiphlegiatin penerimaan fan pami aian s o J
- B Jumtah venfikas awentisilas arsp vang tarcipia Arsin 4K
Jumkah pemberkzsan arayp akil Besip ]
S B NI < V= e i L L W T e ) pre T
: Alsp N —
Jumitah identflkac asip
No, Sub Keglatan
1. |Pemilzhan arsip berdasarkan kiasiikas
2 [Pendataan arsip yang akan disimpan T
"3 |Pemyimpanan arsp - -
Samannda, 21 Januan 2008
Pihah Kedua Filiak Pertama
i{aﬁhhg Urmisim Arsiparis Tarampil
_I ﬁﬁl‘ k ‘:"‘_
[0 et
Agus Priyanto, S Sus a
Pefhala Tirgka: | Pangatur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Cerand Untub Kaltim Berdaulal
Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: http://diskominfo kaltimprov.go.id e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NAMA JABATAN FUNGSIONAL/JABATAN PELAKSANA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transpraran dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Ryan Alfani
Jabatan Arsiparis Terampil
Selanjutnya disebut pihak pertama.

2 MNama Agus Priyanto, S.Sos
Jabatan . Kepala Sub Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan targel kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

gvaluasi ternadap capaian Kinera dar perjianjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 25 Februari 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama

Pejabat Fungsional / ana

” Ryan Alfani, A*Wd
[/1d Pengatur / ll.c
NIP. 19661R¢S 198903 1 012 NIP. 19841202 201203 1 008

CHSKCHMF - L0
ke

Membangun Bersama Dengan K pterbukaan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NAMA JABATAN FUNGSIONAL / JABATAN PELAKSANA

NIP. 19661009 1985903 1012

Pejabat Fungsir::n s

Ryan Alfani, A.Md
Pengatur f ll.c

No. Sasaran Aktivitas Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
1 " Terwujudnya penataan arsip Jumlah surat masuk yang Daftar 1
' yang baik tercatat dan terseleksi
Jumilah surat masuk yang
P 2. diafih mediakan dan Daftar 1
didistribusikan
-
Jumiah daftar arsip aktif
3 yang tercipta Daftar 1
Samarinda, 25 Februari 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama
ana

NIP. 19941202 201903 1 008



n PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
“:ﬂ“* DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bevani Uwntakb ZZaltim .tLLfr'z’ct.:*ch

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax, (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: hitp://diskominfo.kaltimprov.go.id e-Mail: diskominfo@kaitimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN / SEKSI KEMITRAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transpraran dan
akuntabel serla berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Irene Yuriantini, S.Hut, MP
Jabatan . Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publikasi dan Kehumasan
Selanjutnya disebut pihak pertama.

2. Nama . Muhammad Faisal, S Sos. M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Samarinda, Januari 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinae Kopala Bidang Infarmasi Kemunikasi

Publikasi dan Kehumasan

‘ &

Muhafimad Faisal,S Sos M.Si Irene Yunantini, S.Hut, MP
Pembiné Utama Muda Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19680805 199402 1 001 NIP. 19720229 199703 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KAS| PENGELOLAAN OPINI DAN KOMUNIKAS! PUBLIK

No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Saluan Targe!
‘T‘aru{anggnmnrn Manitoring lsu dan

1 |Pengelolaan Manajemen Komunikasi Jumiah Laporan Laporan 3
Krisis

2 J:;:Mmgmnyn FPengelolaan Informasi Jueridét Laparen — 1

4 | Terselengaranya Penguatan Jumiah Laporan Laporan |
Sumberdaya Komunikasi Publik
Tersslenggaranya Tala Kelola Komisi

4 (At raE Trkaeah Jumlah Laporan Laporan 1
Terselenggaranya Hubungan Masyarakat

5
Media dan Kemitraan Komunitas SRV ) P, :
Terselenggaranya Perumusan Kebijakan

6 Teknis Bidang IKP Jumiah Dokumen Dokumen 3

KEGIATAN ANGGARAN

1 Perumusan Kegiatan Teknis Bidang IKF  Rp 146.540.000

2 Monitoring |su dan Manajemen Krisis Rp 455.070.000
Layanan Humas, Media dan Kemitraan

3 Rouiriian Rp 24.942 886,000

4  Tata Kelola Komisi Informasi Daerah Rp 2172.190.250
P ;

5 an_gualm Sumber Daya Komunikasi Rp 110.935.000
Publik

8 Pengelolaan Informasi Pubiik Rp 3.243.574.500

Fihak Kedua

Kapala Dinas

Samarinda, Januari 2022

Pihak Pertarma

Kapala Ridang Informagi Komunikagi
Publik dan Kehumasan

g

e Y ur

Pembina Tingkat |/ IV.b
NIP, 16720228 198703 2 005




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bevand Untubk Raltim Tendaulatl

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: http:///diskaminfo.kaltimprov.go.id e-Mail: diskominfo@kaitimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transpraran dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini -

1. Nama . Arminiwati, SE
Jabatan . Kepala Seksi Moniloring Opini  dan  Pengelolaan  Media
Komunikasi Publik
Selanjutnya disebut pihak pertama.

2. Nama - Irene Yuriantini,S.Hut, MP
Jabatan - Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Samarinda, Januari 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Informasi Komunikasi Kepala Seksi Monitoring Opini &
Publik dan Kehumasan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
MBML&HM Arminiwati, SE
Pembina Tingkat I/IV b Penata Tingkat I/1I1 d

NIP. 19720229 199703 2 005 NIP. 19710815 200212 2 010



PERJANJIAN KINERJA 2022

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan

g

Pembina Tingkat I/TV b
MIP. 19720229 199703 2 005

i

Arminiwati, SE
Penata Tingkat I/T1T d
MNIP, 19710815 200212 2 010

Perangkat Daerah Binas Komunikasl dan Informatika Provins! Kalimantan Timur
Jabatan Kepala Seksi Minitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikas| Publik
NO SASARAN KEGLATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1|Memfasilitasi Seminar Kebijakan Teknis Bidang Jumiah Peserta yang menglkuti kegiatan Orang 50
Infarmasi dan Komunlkasi Publik seminar

2|Melaksanakan keglatan Monitoring Diseminas Jumlah Berita yang menyebarluaskan agenda Berita 2500
Program Pemerintah Daersh pricritas Pemerintah Daerah

3|Melaksanakan Publikasi Agenda Prioritas Jumiah berita yang manyehariuackan kagiatan Beérita 00
Pemerintah Daerah pemerintah daerah

4Melaksanakan Kerjasama dengan Media Jumlah Media yang menyebarluaskan kegiatan Media 30
Komunikasi Publik pemerintah dasrah

5|Melaksanakan Kerjasama dengan Media Elektronik  |Jumlah Kerjasama Media Elektronik Dokumen E

6| Mefaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Jumilah Peserta yang mengikuti Bimbingan Orang 50
Komunikasi Krisis Teknis

KEGIATAN ANGGARAN

1 Perumusan Kehijakan Teknis Bidang Informasi Rp 146,640,000
dan Komunikasi Publik

2 Maonitoring Opini dan Aspiras| Publik Rp 171.900.000

3 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Rp 146.970.000
Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

& Pengelolaan Madia Komurikasi Publi Rp 23,733.710.000

5 Layanan Hubungan Media Rp 418,592,000

B Manajemen Komunilkasi Krisis Rp 134,200,000

Samarinda, Januan 2022

Kasi Monitoring Opioni dan Pengeiolaan Media Komunikasi Publik




= PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
*M*‘ DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
a i Bevand Untub Taltim Pen daular

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: http://diskominfo.kaltimprov.go.id e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN / SEKSI KEMITRAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transpraran dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini -

1. Nama . Awang Fauzan Rahman,S.Sos. MM
Jabatan - Kasi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik
Selanjutnya disebut pihak pertama.

2. Nama - Muhammad Faisal,S . Sos M. Si
Jabatan - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinas Kasie Kemitraan Informasi dan

Komunikasi Publik

Pembina la Penata Tingkat |
'|"1||e|'£'r.I 16680805 199402 1 001 NIP. 19850219 201001 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim

Jabatan . Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik
No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kineria Satuan Target
1 2 3 < b
Melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral Jumiah infromasi kebijakan pemerintah
1 daerah Laporan 300
Menyusun rencana kerja dan kegiatan dilingkup seksi Jumlah kegiatan yang
2 kemitraan informasi dan komunikasi publik sebagal menginformasikan kebijakan kebudayaan e 2
pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah melalui pameran =
Sub Kegiatan Anggaran
1 penyediaan konten melalul jumiah poster,leaflet,spanduk dil Rp 159.500.000
2 partisipasi pada kegiatan pameran/pekan kebudayaan daerah di dalam maupun diluar daerah Rp 151.828.000
serta kegiatan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kab/Kota & Kegiatan 3akohumas
TOTAL Rp 311.328.000
Samarinda, Januari 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kabid IKP dan Kehumasan Kasi Kemitraan Informasi dan
IRENE YURIANTINIL,S.Hut.,MP 908,
Pembina Penata Tingkat I / III.d

NIP, 19720229 199703 2 005 NIP. 19850219 201001 1 007




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bervand Untulb Raltim Berdawulal
Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp, (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: http://diskominfo kaltimprov.go.id e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI| PELAYANAN INFORMASI DAN PENGUATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, ransparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini .

1. Nama : A, Abd. Razag, S.S.H.MH
Jabalan ' Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas
Sumber Daya Komunikasi Publik
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama : Muhammad Faisal, S.S0s.,M.Si
Jabatan - Kepala Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Fihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinefa jangka menengah seperti yang lelah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil findakan yang diperiukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januar 2022

Pihak Kedua Pihak Pertama,

Kepala Dinas Kepala Seksi |

\
MUHAMMAD F g M A.ABD.RAZAQ.S.SH.MH

Pembina Utama Muda Pembina
NIP. 19680805 199402 1 001 NIP. 16720305 200112 1 005

DIsKOMp(D
MembBangun Bersama Dengan Keterbukaan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK

No. _ Sasaran Sub Kegialan Indikator Kinerja | Satuan Target
1 2 3 ' 4 5 |
1 | Terlaksananya fungsi dan peran PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jm”;:n":”ﬁi:g““‘ RGN ) S e g F““EJD“”“ 50 (PD dan Biro)
2 Meningkatnya kualitas sumber daya Pranata Hubungan Masyarakat di Provinsi Presentasi Sumber Daya Pranata Humas yang dibina di % 85%
Kalimantan Timur lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
3 Meningkatnya jumiah laporan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR dan Jumlah informasi yang disebarluaskan olsh Media Laporan 2 Laporan
terselenggaranya hubungan media dan komunitas kepada publik
4 Terlaksananya dukungan administratif keuangan dan tala kelola Komisi Informasi | Jumiah kegiatan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Vi 1 b
Provinsi Kalimantan Timur Timur e P
Terlaksananya kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jumlah kegiatan Komisi Penyiaran Indanesia Daerah
% | Kalimantan Timur (KPID) KApoRe Y eapomn
Sub Kegiatan Anggaran
1. Pelayanan Informasi Publik (Hibah KPID) Rp 3.243.574.500 -
2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Rp 110.836.000.-
3. Penyelenggaran Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Rp 392.184.000-
4. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Rp 2.172.190.250,-

Finak Kedua
Kepala Dinas

MUHAMMAD FAISAL.S.So0s.,M.5|
Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 198402 1 001

Samarinda, Januan 2022

Pihak Pertama,
Kepala Seksi

H.

Pembina
NIP. 18720305 200112 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untul Raltim Berdanlat
Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: hitp://diskominfokaltimprov.go.id e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGOLAH INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif, transparan dan akuntabel seria
beronentasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama . Syahruddin
Jabatan : Pengolah Informasi dan Komunikasi Publik
Selanjutnya disebul Pihak Pertama
2. Nama : A. Abd. Razag, S.SH.MH
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber
Daya Komunikasi Pubiik

Selaku atasan Pihak Perlama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kineria yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian i, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian farget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dan penanjian ini dan mengambil tindakan yang diperukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januar 2022

Fihak Kedua Pihak Periama,
Kepala Seksi Pengolah Informasi dan Komunikasi
Publik,

B S,

A.ABD.RAZAQ.S.SH.M.H SYAHRUDDIN
Pembina Penata Muda
NIP. 19840327 201001 2 014 NIP. 19700507 200212 1 014

‘._:__..-.—- e DISKO “m EE}

Membangun Bersama Dengan Keterbukgan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PRANATA HUMAS AHLI MUDA
NO, SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN | TARGET
1 2 3 4 5
Meningkatnya Revitalisasi Pendayagunaan Media : .
1. Canies Oidrih Jumiah Berita yang diupload Berila 2000
Meningkatnya Penyebarluasan Informasi : '
2 Pembangunan Dasrsh Jumiah Kerjasama yang diselenggarakan dengan media publik Laporan 1
3 Waiingrainya Morioring Opnl Melakd Mecia Jumiah Laporan Monitoring Opini Melalui Media Massa dan Media Sosial L 40
Massa dan Media Soslal Y e S e
Samarinda, Januari 2022
Fihak Kedua Pihak Pertama

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan

B

IRENE YURIANITINL,, S.Hut., MP
Pembina Tingkat |
NIP 19720229 199703 2 005

Pranata Humas Ahli Muda

SUKMAWATY., ST.. MM
Penata Muda Tingkat |

NIP 18770219 201406 2 002




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
zweod DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tevawi Uuwtabk Xaltim Bendawlat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: http://diskominfo.kaltimprov.go.id e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

p—

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeklif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

1. Nama : Dra. Hj. Normalina, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika
Selanjutnya disebut pihak pertama.

2. Nama : H. Muhammad Faisal, S.50s, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 03 Januan 2022

Fihak Kedua Pihak Pertama

KEPALA DINAS KEPALA BIDANG
KOMINFO PROV. KALTIM, APLIKASI INFORMATIKA,

AT

H. MUHAMM : " Dra. Hj. NORMALINA, M.Si
Pembina Utama Muda (IVic) Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP. 19680805 199402 1 001 NIP. 19651223 198603 2 009




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
1 | Terlaksananya Penatalaksanaan dan Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan Laporan 1
Pengawasan Nama Domain dan Sub Pengawasan Nama Domain dan Sub
Domain dalam Penyelenggaraan Domain dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Provinsi. Pemerintah Daerah Provinsi,
2 | Terlaksananya Penatalaksanaan dan Jumiah Laporan Penatalaksanaan dan Laporan 1
Pengawasan E-Government dalam Pengawasan E-Government dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan
Provinst Daerah Provinsi,
3 | Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Jumiah Laporan Sinkronisasi Laporan 1
Rencana Induk dan Anggaran Pangelolaan Rencana |Induk dan
Pemerintahan Berbasis Elektranik Anggaran Pemerintahan Berbasis
Elektronik,
4 | Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Jumlah Laporan Pengembangan Laporan 1
dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis | Aplikasi dan Proses Bisnis
Elektronik. Pemearintahan Berbasis Elektronik.
5 | Terlaksananya Pengembangan dan Jumlah Laporan Pengembangan dan Laporan 1
Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Teknologi
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Daerah. Daarah
NO KEGIATAN ANGGARAN
1 | Pengelelaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub
Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.
- Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Rp. 350.886.000
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi
2 | Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

- Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan
Pemearintahan Deerah Provinsi.

- Sub Kegiatan : Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan
Berbasis Elektronik.

- Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerirtahan Berbasis
Elektronik.

- Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah Daerah.

Rp. 285.2586.000
Rp. 130.533.500
Rp. 103.501.500

Rp. 274.808.000

Samarinda, 03 Januarn 2022

Pihak Pertama

Lt

Dra. Hi. NORMALI

Pamblna LHamé Muda (IVfe)

Kepala Bidang Aplikasi Informatika,

M.Si
Pambina Tingkat | (IV/b)

NIP. 19680805 189402 1 001 NIP. 18651223 198603 2 009




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bevand Wutaubd Zaltim Sendaalar

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp_ (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: hitp://diskominfo.kaltimprov.go.id  e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI
KOMUNIKASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transpraran
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama - Noor Fitriantono, ST
Jabatan ' Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK
Selanjutnya disebut pihak pertama.

2. Nama * Dra. Hj. Normalina, M.Si
Jabatan . Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kineria tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januan 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kabid Aplikasi Informatika Kasi Pengembangan Sumber Daya TIK
A -
/ ) o) ORI S
[ 40 _~ = i )
Dra. Hi, NORMALINA, M.Si NOOR FITRIANTONO, ST
Pembina/IV.a Penata / lll.c

NIP. 196512231986032009 NIP. 19760921 201101 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI
|
No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target J
2 _ 3 4 5
1. | Tersosialisasikannya UU Nomor 19 | Jumiah laporan kegiatan Laporan 1
Tahun 2016 perubahan UU Nomor \ pelatihan
11 Tahun 2008 tentang Internet dan
Transaksi Elektronik dan
tersampaikannya transfar
I! pengetahuan kepada peserta \
pelatihan
2. | Terlaksananya penerbitan Sertifikat | Jumiah laporan kegiatan Laporan 1

Elektronik bagi ASN di lingkungan | penerbitan Sertifikat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Elektronik
Timur

3. | Tersosialisasikannya tata caradan | Jumiah laporan kegiatan Laporan 1
peraluran perundang-undangan
terkait Penetapan Angka Kredit
(PAK) JF Pranata Komputer
Provinsi Kalimantan Timur

No. Sub Kegiatan Anggaran

1. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Rp. 274 808.000,00

Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi
Pemerintah Daerah

Samarinda,  Januan 2022

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Kepala Seksi Pengembangan
Sumber D .
g S
Dra. Hi. NORMALINA, M.Si NOOR FITRIANTONO, ST
Pembina / IV.a Penata / lll.c

NIP. 19651223 198603 2 009 NIP. 16760921 201101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Benanwid Unutubk Raltim Cendaalar

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: hitp://diskominfo.kaltimprov.go.id e-Mail: diskominfo@kaltimprav.qo.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan, dan
akunlabel serta berorientasi pada hasil. kami yang bertanda tangan di bawah ini -

1. Nama - Fery, 5.Kom, M.Si
Jabatan Pranata Komputer Ahli Muda
Selanjutnya disebul pihak pertama.

2. Nama - Dra. Hj. Normalina, M.Si
Jabatan @ Kepala Bidang Aplikasi Informatika
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebult pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
peranjian ini, dalam rangka mencapai targel kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja lersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Samarinda, Januan 2022

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG
APLIKASI INFORMATIKA,

[for?

Dra. Hj. NORMALINA, M.Si
Pembina Tingkat | (IV/b)

NIP. 19651223 198603 2 008

Pihak Pertama

PRANATA KOMPUTER
AHLI MUDA,

7

FERY, flom, M.Si
Penata Tingkat | (ll/d)
NIP 19810227 201001 1 017




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA

INDIKATOR
No SASARAN AKTIVITAS | KINERIA —SATI.IAH TARGET
(1) (2) _ 3 | (4) 15
| 1. | Menyusun rencana Jumlah rencana | Dokumen 3 dokumen
pembiayaan teknolog yang disusun
informasi_ - —
2. | Mengelola aset dan konfigurasi | Jumlah aset dan Dokumen 4 dokumen
layanan teknalogi infarmasi konfigurasi
layanan Tl yang |
_ : | dikelola qd_
3. | Melakukan validasi, pengujian, | Jumlah pengujian | Dokumen 2 dakumen
- dan evaluasi layanan teknologi | yang dilakukan
, | informasi '
| 4. | Melakukan analisis kebutuhan | Jumiah analisis | Dokumen 2 dokumen
| informasi |
5. | Melakukan pengembangan Jumiah Cokumen 2 dokumen
Profesi pengembangan |
—= Profesi |
L =t | S —
Pihak Kedua Pihak Pertama

Kepala Bidang Aplikasi Informatika,

e’

Pranata Komputer Ahli Muda,

i

Dra. Hj. Normalina., M.Si Fery., 5.Kom., M.5

Pembina Tingkat | (IV/b
NIP. 196512231986032009

Penata Tingkat 1 (11l/d)
MIP. 198102272010011017



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bevane Hurud Taltim Bendanlar

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 7315963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: http://diskominfo.kaltimprov.go.id e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DAN PERSANDIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Drs. Dianto, M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang TIK dan Persandian
Selanjutnya disebut pihak pertama.
- 4 Nama H. Muhammad Faisal, §.Sos., M.Si.
Jabatan: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan eankei.

Samarinda, 03 Januari 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama

Kadig Kominfo Prov. Kaltim Kabid. TIK &Persandian

Drs. Dianto, M.Si.
NIP. 196604131897031004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DAN PERSANDIAN

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinera Satuan Target
1 2 3 4 5
1 | Terselenggaranya layanan TIK Persentase layanan Persen 62,5

untuk pengelolaan e-government | publik dan layanan
di lingkup pamerintah daerah administrasi
provinsl Kalimantan Timur pemerintahan yang
berbasis elektronik dan
terhubung dengan
sistem penghubung
iayanan
pemerintal daerah
2 | Terselenggaranya layanan TIK Persentase OPD yang Persen 75
untuk pengelolaan domain dan memanfaatkan akses
sub domain di lingkup pemerintah | intemet yang
daerah provinsi Kalimantan Timur | diamankan yang
disediakan Dinas
Kominfo
dan terhubung dengan
Jaringan Intra
Pemerintah Daerah
3 | Terselenggaranya pola Persantase titk yang Persen 60
hubungan komunikasi sandi diamankan dibanding
antar perangkat daerah provinsi | dengan jumiah seluruh
Kalimantan Timur titik Pola Hubungan
Komunikasi Sandi
(PHKS) yang
diterapkan pemerintah
daerah berdasarkan
pola hubungan
kemunikasi sandi
4 | Terselenggaranya kegiatan Persentasi sistem Persen 60
persandian untuk pengamanan | elektronik yang dimiliki
infermasi pemerintah gaerah pemerintah daerah
provinsi Kalimantan Timur provinsi Kalimantan
Timur yang telah
manerapkan pringip-
prinsip Sistem

Manajernen Keamanan
Informasi




Kegiatan Anggaran

Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Rp. 2.609.021.800,-
Daerah Provinsi

Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Rp. 3.020.601.200,-
Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup

Pemerintah Daerah Provinsi

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Rp. 70.8B00.000 -
Perangkat Daerah Provinsi

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Rp. 269.467.000,-

Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Samarinda, 03 Januari 2022

Pihak Kedua Pihak Pertama

Kadis'Kominfo. Prov. Kaltim Kabid. Ti Persandian

—

|, 8.S0s., M.Si. Drs. Dianto, M.Si.
NIP. 1994021001 NIP. 186604131897031004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
f‘“; E'* DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pevand Hurtak T altim Bevdaalat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: http://diskominfo.kaltimprov.go.id e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI INFRASTRUKTUR TIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transpraran dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Eva Yusefa, ST., MM
Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur TIK
Selanjutnya disebut pihak pertama.

2. Nama : Drs. Dianto, M.Si.
Jabatan: Kepala Bidang TIK dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 03 Januari 2022

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kabid TIK ersandian Kasi Infrastruktur TIK
4 5%
Drs. Dianto, M.Si. Eva Yusefa, ST.. MM

NIP. 196604131997031004 NIP. 198309292009032003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI INFRASTRUKTUR TIK

No. |Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan

Target

1 2 3 4

1 | Terselenggaranya Jumlah perangkat daerah PD
Pengelolaan Pusat Data | yang menggunakan
Pemerintahan Daerah layanan pusat data
pemerintah daerah provinsi

28

2 [Terselenggaranya sistem {Jumlah perangkat daerah PD
Jaringan Intra Pemerintah yang terhubung dalam
Daerah jJaringan intra pemerintah
daerah

28

No. Sub Kegiatan Anggaran
1 Pengelolaan Pusat data Rp. 2.194.471.800
Pemerintah daerah

2 Sistem Jaringan Intra Rp. 3.020.601.200
Pemerintah Daerah

Samarinda, 03 Januari 2022

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kabid TIK &Rersandian Kasi Infrastruktur TIK
Drs. Dianto, M.Si Eva Yusefa, ST., MM

NIP. 196604131997031004 NIP 198309292009032003




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Terand Untaub Taltim Eerdaalay

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: http://diskominfo kaltimprov.go.id e-Mail: diskominfo@katbmprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI| PENGELOLAAN DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transpraran dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama Fahmy Asa, S.1.P., M.Eng.
Jabatan ; Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi
Selanjutnya disebut pihak pertama.

2. Nama : Drs. Dianto, M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang TIK dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 03 Januar 2022

Pihak Kedua Pihak Pertama

Kabid TIK & Persandian Kasi Pengelojaa Integrasi SI

Drs. Dianto, M.Si. Fahm 1.P.. M.Eng.
NIP. 196604131997031004 NIP. 197806092008031002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI

No. |Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
2 3 4 5
1 | Terselenggaranya Jumlan Perangkat Uaerah QPD 22
koordinasi dan di lingkup pemerintah
sinkronisasi data dan daerah provinsi Kalimantan
informasi elektronik di Timur yang menerapkan
lingkup pemerintah koordinasi dan sinkronisasi
provinsi Kalimantan data dan informasi
Timur elektronik
2 [Terselenggaranya sistem [Jumiah perangkat daerah OPD
penghubung layanan yang terintegrasi ke dalam
pemerintah provinsi sistem penghubung layanan
Kalimantan Timur _
| |

No. Sub Kegiatan Anggaran

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rp. 138.220.000.-
Data dan Informasi Elektronik

2 Penyelenggaraan Sistem Rp. 126.537.500,-
Penghubung Layanan
Pemerintah

Samarinda, 03 Januari 2022

Pihak Kedua Pihak Pertama

Kabid TIK & Persandian Kasi. Peng. Data & lategrasi Sl

—_—

Drs. Dianto, M.Si
NIP. 196604131997031004 NIP. 1

P.MEn
806092008031002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bevani Untauk Taltim Bevdawlat

Jalan Basuki Rahmat MNo. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: htip://diskominfo. kaltimprov.go.id e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGENDALI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  Riko Aji Prabowo
Jabatan :  Pengendali Teknologi Informasi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  Eva Yusefa, ST
Jabatan . Kepala Seksi Infrastruktur TIK
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 11 Januari 2022

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Seksi Infrastruktur Pengendali Teknologi Informasi
Teknologi Informasi dan Komunikasi

= Pt

Eva Yusefa, ST Riko Aji Prabowo
Penata Tk.l/ll.d Penatallll.c
Nip. 19830929 200903 2 003 Nip. 197911112011011001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PENGENDALI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No. Sasaran Aktivitas Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 4 5
Terfasilitasinya Hosting, | Jumlah Perangkat Daerah Perangkat 21
1 | Colocation, Cloud Computing | yang menempatkan Daerah
bagi perangkat daerah aplikasifWebsite pada
Pusat Data
Tersedianya Kebutuhan | Jumlah Dokumen Dokumen 4
2 | Peningkatan Kapasitas | pembelian/pemeliharaan
Layanan Pusat Data pusat Data Daerah
Tersedianya layanan akses Prosentase Perangkat Persen 75
internet terpadu dari pusat daerah yang
3 | data menggunakan akses
internet yang disediakan
oleh Diskominfo
Tersedianya kebutuhan Jumiah Perangkat Daerah Perangkat 24
4 Jaringan Intra Pemerintah yang saling terkoneksi Daerah
daerah yang terhubung dalam | dalam jaringan intra
simpul jaringan TIK pemerintah daerah
5 Tersedianya akses jaringan | Jumiah akses internet Laporan 1
internet pedesaan pedesaan ||
Samarinda, 11 Januari 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama

Kepala Seksi Infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi

=

Penata Tk.l/1ll.d
Nip. 19830929 200903 2 003
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No

Perangkat Daerah
Bidang/Bagian
Subbid/Subbag L.
Tahun 1 2021

. Statistik

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

* Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya jumlah data pembangunan
daerah yang akurat dan kredibel
berdasarkan data statistik sosial

Tersedianya jumlah data pembangunan
daerah yang akurat dan kredibel
berdasarkan data statistik ekoanomi

Data Statistik Sosial

SATUAN TARGET

'REALISAS!

Data Statistik Ekonom!|

| Dokumen 1 1

CAPAIAN % |

100%

Do Eﬂh‘ren 1 1

100%

L

Tersedianya jumiah data pembangunan
daerah yang akurat dan kredibel
berdasarkan data statistik SDA dan
infrastruktur

Data Statistik SDA dan Infrastruktur

Pihak Kedua

Pembina U

Kepala Dinas,

ma Muda

NIP. 19680805 199402 1 001

Dokumen | 1 1

100%

Samarinda,  Januari 2022
Pihak Pertama
Kepala Bidang Statistik,

-

H. M. ADRIE DIRGA S., S.Sos, M.Si

Pembina Tk. |
NIP. 19761126 200003 1 003




Peranghat Daeran Oinas Komundas dan mformatis Prow Kalm
Jatatan Kepau Seay Sutate Sonal
wo| SASARAN AXTIVITAS INDKATOR KINERJA SATUAN TARGET
(1) @ m [0 L)
1| Meryusur Rercans Ko ses s Statets Sosal Mo Stabets Soaal Orourmen !
1 | Mennghatan pergeiolaan Sata Stseth Sekioral 1 Jurmiah buty Slateth sekdorai By |
1 Saser ata Statnte
3 Tenedanya [ ] A
3 Marge it hegutan pergeTEarGa” bomgeters. Pemataman Taer CErgETGargan bor gt yars Serslibt '
R R F T ety TR e T T at Gt
bandeg lapargen
St Kepatan hoggaran
1 Perngaatan Kagastas SO Pemerntat Daersn Datam Penrgeatan W, Statate Fp 115 200 000 -
Dgerah yang Terrmegas
Rp 195880000

7 Pennghatan Fapastas feemtagaan SLtate Sestra

Fe =

FPorata Tghat |
L I'l?'l'l'tIMIﬂl NP HT00718 200004 2 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
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Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: hitp://diskominfo.kaltimprov.go.id e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Nadia Paramitha Nazmah, S.T.
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
Selanjutnya disebut pihak pertama.

2. Nama : Ika Wahyuni, S.E.
Jabatan : Kepala Seksi Statistik Sosial
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian farget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarnnda, Januari 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Seksi Statistik Sosial, Pranata Komputer Ahli Pertama,
IKA WAHYUNI, S.E. NADIA PAMIII)_FHA NAZMAH, S.T.
Penata Tingkat | Penata Muda Tingkat |

NIP. 19700718 200604 2 012 NIP. 19901125 201503 2 005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perangkat Daerah :  Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kallim
Jabatan . Pranata Komputer Ahli Perlama
1. | Melakukan pengumpulan kebutuhan informasi Dala teknis statistik sosial di Pemenmah Provinsi Dokumen 1
Kalimantan Timur
2. | Melakukan validasi kebutuhan informasi Evaluasi kebuluhan Informasi terhadap data teknis Laporan 1
statistik sosial di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur
3. | Mengikuti kegiatan pengembangan kompelensi Pemahaman materi pengembangan kompetensi Sertifikat 1
seminarfickakarya/kenferensi/simposium/studi yang telah diikuti
banding- lapangan

Aktivitas / Proses
1. Mengumpulkan data teknis statistik sosial di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Melakukan evaluasi kebutuhan informasi terhadap data teknis sosial di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menglkuti kegiatan pengembangan kompetensi

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Seksi Stafistik Sosial, Pranata Komputer Ahli Perlama,
IKA WAHYUNI, S.E. N P HA NAZMAH, S.T.
Penata Tingkat | Penata Muda Tingkat |

NIF. 19700718 200604 2 012 NIP. 19901125 201503 2 005



- PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
"""ﬂ‘"* DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Y Cenanwid Untuk Raltim Tendaatat

w
Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: http://diskominfo.kaltimprov.go.id e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PRANATA KOMPUTER

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transpraran dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama . Nazarruddin, S.Kom
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
Selanjutnya disebut pihak pertama.

2. Nama : H. M. Adrie Dirga Sagita, S.S0s., M.Si
Jabatan - Kepala Bidang Statistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerija yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Januari 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Statistik Pranata Komputer Ahli Pertama
/’%;
H. M. Adrie Dirga s i
Nip. 19761126 EDDGEE 1003

N rruddin, S.Kom
ip. 19850811 201101 1 001
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Laporan Keuangan Dan Fisik [2.16.2.20.2.21.01.0000] Dinas Komunikasi dan infarmatika

Samua Keterangan: [Jo02499% [J2s4999% [Jso9s9ax [ 100%
Realisasi Keuangan tealisasi Fisik
Kode Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Swakelola & Non Persen Penyedia | Swakelola & Non = Total
Penyedia (Rp) Total (Rp) Status Status
Pengadaan (Rp) {%a) (%) Pengadaan (%) (%
! 1 L S} ! B 11
16 I i1 18] a5 K TTSi s 5 | T 270 a.6710 B 19 7191 & T H 5 1 x (4] 3 i H
IRTIHAM PENLIN ANG LRUSAN PEMERINTAHAN 3aERAH
10 10 | 1. 1171 15,4° 1 I H 5] WA 7| H
ROV
FErEncanaan, Penganggaran, dan Evaiuasi Kinerja
216007100 304,740,000.00 BZ2.1E0.000.00 200,745,322 00 28232632200, 52.64% H 28.74% 7126% 100% H
Perangkat Daerah
Koordinas! dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
2,16.001.1.01.006 200,760,000.00 70,100,000.00 115,856,000.00 185,996,00000 | S92.55% H 1 00% 100% 100% A
|khtisar Realizas: Kinerja SKPD
216001 1.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 103,980,000.00 12,480,000.00 B4,250,322.00 96,330,322.00 52.64% H T00% T00% 100% i
26.001.1.02 Administrasl Kepangan Ferangkat Daerah 13,307,688, /90,00 0.a0 10,332 960,415 00 | 10,332 960,415.00 TR H (1% BO.72% | H0,/ % H
2,16.001.1.02.001 Peryediaan Gaji dan Tunjangan ASM 12.830.808,750.00 0.ao 9.874.32041500 987432041500 76.96% H 0% BO% BO% H
Pelaksanaan dan Penatausahadn PangujianiVerifikas
2.98.007.1.02.003 A7E,280,000,00 0,00 AL A0 (3000 458 BAD O0DDON D6 30U H (1% 100% 1004
Keuangan SKPD
216007103 Administras| Barang Milik Daerah pada Ferangkat Daerah 3,750,000.00 0.a0 0ad 0,00 OB M 0% 05 (%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah
2.16.00101.03 005 3,750,000.00 Q.00 0.ao 000 (1% M % 0% 0% W
pada SKPLD
2.16:001.1.05 Administrasi Kepegawaian Ferangkat Daerah 159,630.900.00 111.559,400.00 48.800.000.00 159,595.00000 | 99.98% H 63.53% 30.07% 100%
2.16.001 1.05.002 Fengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 111.630.000.00 111.589,000.00 0.00 111.599,000.00 | 99.974% H 100% D% 100% A
Bimbingan Teknis Implementas! Feraturan Perundang-
2,16.001.1.065.011 48,000,000.00 n.ao 48,000.000.00 43,000,000.00 T00% (1% 100% 100%

Undangan



2.16.00

216 007

2.16.001.

2.16.00

2168041

2.16.001

21600

21600

216001

216000 1

2.16.001

21600

2.16.00

2.16:001

21600107

2.16.001

Kode

t.06

1.06.001

1.06.002

106005

e 009

L7

7002

107005

J.07.006

]

1.08.001

1.08.002

T.08.003

1.08.004

%

1.05.002

Mama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Administrasi Umum Perangsat Daerah

Fenyediaan Komponen Instaiasi ListrikfPenerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantar
Penyedizan Barang Cetakan dan Penggandzan
Penyeiznggaraan Hapal Koordinas dan Konstas) SKPD

fengadaan Barang Milik Dasrah Penunjang Urusan

Pemerintah Dasrah

Perngadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel

Pengadaan Peraiatan dan Mesin Lainnya

Penyadiaan Jassa Penunjang Lirusan Femarntanan Daerah
Penyedisan [asa Surat Menyurat

Fenyedizan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peryediaan jasa Peralatan dan Perlangkapan Kantor
Penyediaan [aza Pelayanan Umum Kantor

Pemelingraan Harang Milik Daerah Penunjang Lrusan

Pemeriptaban Daaralh

Penyedizan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemefharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operazional atau

Lapangan

Anggaran

9.078.000.00

21,432,000.00

90,400,000.00

1,190,947 00000

21.381.427:500.00

1,370,072,00000

367.564.000.00

19,623.7591.,500.00

3,356,452, 76100
10,740,000.00
357805241 .00
39,400,000.00

2,948,507.520.00

1,006,493 30000

277.341,800.00

Penyedia (Rp)

35.177.500.80

9.07#7.500.00

20,052.000.00

B, (3, (000D

20.877.945.500.00

367.457.000.00

19.175.078,500.00

146,350,916 400

0.a0

346, 350.916.00

.00

0.ao

BET 450, 200,010

0.0

0.ao0

1,335.410,000,00

Reallsasi Keuangan

Swakelola & Nan

Pengadaan (Rp)

t.275,124 371500

0.04

000

50.337.150.00

1,184 787 1BS 00

388,971,300.00

[0 (HY

3.411.000.00

352.382,300.00

2.950.939.672.0(

7.881,000.00

0.an

38,170,000.00

2,904 8BEBB.672.00

257 672224 (H)

237.672.224.00

Total {Rp)

1.310,301,815.00

9,077,500.00

20,052.000.00

80,337, 150.00

1.190,835,765.00

Z1.266,9165,800.00

1.435,410,000.00

364.046,000000

19.567.460,800.00

3,297.290,588.00

7.8B1,000.00

346,350, 916.00

38,170,000.00

2,904 BEE.672.00

445, 102 424 ()

237.672.224.00

Parsan

50.8E%

99.99%

93.56%

99:93%

HY 54

09.56%

97 474

29.04%

99.71%

S8 24%

T3.3E%

05 204

Sn.88%

98.52%

H3.90%

92.91%

Status

Penyedia
(%)

2.79%

T

100%
0%

TO0%

993.98%

TO0%,
100%

180%

101, B

0%

100%

(%

0%

T2

(%

Realisasi Fisik

Swakelola & Non

Pengadaan (%)

o
-l
Bd
z

(4%

0%
100%

T00%

0%

(15

0%

0%

84.12%

55%

04

100%:

100%

A7 .56

100%

Total
(%)

O0%

T00%

100%

100%

TO0%,

899.98%

100%

100%

99.98%

59, 9H%

95%

100%

100%:

100%

B9 5H

100%

Status



Kode

2.16.001.1.09.

2.16.001.1.09

2. Th.082.1.01

2160021.0

2.16.002.1.01

21600210

2.16.002.1.01

216002 1.0

2.16:.002.1.01

2.16:002.1.31

416002 1.0

2.16.002.1.07

2.16.002.1.01

2. 16.002.1.4N

iLHE]

011

0m

-0G2

043

004

s

06

0467

Efel1

009

010

111

Mama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Pemelinaraan/Rehabiitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

Pemeliharaan/Rehablitas| Sarana don Prasarang

Pendukung Gedung Kantor ataw Bangunan Lainnya

'ROGRAM PENGELOLAGN INFORMAS DAN KOMLUINIRAS

Fengelolgan Informasi dan Kemunikasi Publik Femerintah

Daerah Provins

Berumusan Kebijakan Teknis Bidang Infarmasl dan

Komunikas: Fublik
Monitaring Opinl dan Aspirasi Publik

Monitoring informasi dan Penetapan Agenda Prioritas

Knmunikas: Pemearintah Daerah

fengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikas)
Pubiik

Penpelalaan Media Komunikasi Publik

felayanan Informasi Publik

Layanan Hubungan Media

Kemifraan dengan Femangky Kepentingan
Manajemen Komunikasi Krisis

Penguatan Kapasitas Sumber Days Komunikasi Publik

Penguatan Tata Kelola Komis informasi di Daarah

Anggaran

308,452,000.00

330,700,000.00

37.4249,085,750.00

T4, 640,000.00

171.500,8000.00

146.970.000.00

362.372,000.00

29,5049, 440,000.00

3,350,864 500.00

218.5592.000.00

4371 78,.000.00

136.200.000.00

207.736,000.00

2,272,190, 250,00

Penyedia (Rp)

395.000,000.00

292.430,200.00

18,308,832 425 .00

18,440,000.00

6.900.000.00

24 028,000.00

338,139.875.00

17,081,902,500.00

102.445.500.00

44.451,600.00

180,779,000.00

B7.832,550.00

¥9.245,000.00

183,103,00000

Reallsasi Keuangan

Swakelola & Nan

Pengadaan (Rp)

0.00

0.an

TH.EES 221 11000

1.21.757.476.U00

165,000.000.00

113,583,380.00

20,907,150.00

12.368,622,853.00

3,223,801.331.00

153.217.912.00

2437,752,900.00

2200000000

121.652,320.00

1,832 0183 189 (1)

Total {Rp)

355,000,000.00

292,430,200 .00

26,908.053,545.00

140,757 476,00

171.900,000.00

137.6711,380.00

359.047.025.00

F9A50,525,3593.00

4.326,240,831 .00

157708912 00

418,531,900.00

109,632.550.00

200,937 320.00

2015 186, 18900

Parsan

oo 13%

BE.43%

GE.854%

95.67%

100%

93.63%

0B.92%

00 80%

99.27%

20.45%

97 .98%

B0.45%

57.07%

HE. a0

Penyedia
(%)

100%

T00%

449,545

T00%

100%

10G0%

100%

TO0%:

99.86%

95.81%

100%

1C0%

100%

TH0%

Realisasi Fisik

Swakelola & Non

Pengadaan (%)

0%

0%

50,71 4%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

1004

B5%

1 D0%;

G54

Total
(%)

59.36%

899.49%

R

100%

100%:

100%

100%

100%

100%:

95.40%

1 O0%

0F.34%

100%

U5 43%

Status



Kode

2,16.0021.01.012

2.16.003.1.01

2.16.002.1.01.062

2.16.003.1.01.003

216.0H3.7.0

Fad

2.06.003.1.62.001

2.16.003.1.02.002

2,16.003.1.02.003

2.16.0031.02.004

2.16.003.1.02.005

2.16.002.1.02.006

216.0031.02.007

2.16.003.1.02.008

Mama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan

Kemitraan Komunitas

Fengelalaan Mama Domain yang Telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintan

Dasran Proving

Penatalaksanaan dan Pengawasan Mama Dormain dan Sub
Damain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Provinsi
Penyelenggaraan Sistem |arngan intra Pemerintah Daerah

Pengeloiaan e-povernment di Lingkup Pemerintah Baeran

Provins:

Penalalaksanazan dan Pengawasan e-governmant dalam

Fenyelenggaraan Femerintahan Daerah Frovins

Sirtkronisas Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran

Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan Sistem Komunikasi (ntra Pemerintah

Daerah
Koordinasi dan Sinkranisas Sistem Keamanan Informas:
¥Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

Pengembangan Aplikas) dan Proses Bisnis Pemerintahan

Herbasis Fekironk

Fenyelengegaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Anggaran

475,004,000.00

1371.487.260.00

350,886,000.00

3,020,601,200.00

3.590,620.800.00

72, 756,000.00

120,533,500.00

2,194,471,800.00

93,500.000.00

55,892 500.00

128,220,000.00

103,501.500.00

126,537.500.00

Penyedia (Rp)

161,726,000.00

2.70%,775.000.00

85,780,000.00

2,615,9595,000.00

3,006,230,100.00

547 403,900,000

0.40

2,060,502,200.00

38,864.000.00

34, 188,000.00

45,720,000.00

99,426,000.00

73,926.000.00

Reallsasi Keuangan

Swakelola & Nan

Pengadaan (Rp)

308,802,550.00

J382.537.00

(& 4]
LA

264,359 437.00

351,623.100.00

879.054,187.00

314,491 83400

113,131,375.00

921N 6700

44.771.800.00

20,937 960 00

B7,945,151.400

3,528,000.00

46.,632,100.00

Total {Rp)

470,528,550.00

3317757 53700

350,7139,437.00

2.967,618.100.00

3.8B5. 324 287.00

BB2,395,734.00

113.131,375.00

2,153,633,367 .00

83.635,800.00

55,1.25,960.00

133,665,151.00

102,754.000.00

120.558,100.00

Parsan

o8 23%

GE41%

59.75%

98.25%

97.36%

GE H1%

80.67%

QE.74%

B89.07%

98.63%

56.70%

G99 28%

895.27%

Status

Penyedia
(%)

08.85%

B1.36%

100%

TO0%

F3:52%

100%

0%

T00%

100%

T00%

100%

100%

100%

Realisasi Fisik

Swakelola & Non

Pengadaan (%)

100%

18.64%

100%

T00%

23.13%

1004

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total
(%)

59.61%

1G0%

100%

1004%

899.65%

THO%

89.45%

1 00%

100%

100%

100%

100%

100%

Status



Reallsasi Keuangan Realisasi Fisik

Kode Mama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran

Swakelola & Non Parsen Penyedia | Swakelola & Non Total
Penyedia (Rp) Total {Rp) Status Stakus
Pengadaan (Rp) {%a) (%) Pengadaan (%) (%)
] 4 i i |
Pengembangan dan Pengeinlaan Sumber Daya Teknolog
2,16.0021.02.010 27480800000 105,500,000.00 154,924 50000 260,424 30000 94774 100% 100% 100%
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
i i P AR [ 1h i I B i 400 1 i3 3 i =
Fenyalanggaraan Statistik Sektoral & Lingkug Baerah
2.20.002.1.01 - 1,787.473.500.00 B79,133,800.00 891,835.061.00 | 1.770.972461.00 | 99.08% 43.74% 50.26% 1 00% 2]
ravins
Kpordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,
22000210100 224.871,500.00 98,390,400.00 135,476,300 00 223.866,700.00 | 99.55% 100% 100 100
Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sekroral
Peningkatan Kapasitas SOM Pemerintah Daerah dalam
2.20.002.1.01.002 115,200,300.00 36.000.000.00 78.368,200.00 114.369,200.00 | 99.28% 100% 100% 100% B
Beningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegras|
2.20.0021.07.043 Membangun Meradata Statisti Sektaral 318,130,000.80 232 876, 500.00 B0.450.000.00 313,326,50000 0 98.45% 100% 100% 100%
2.20.002.1.01.004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 502.409.000.00 99.123.000.00 401,693.161.00 500.816,161.00 | 59.6B% 100% 100% 100% B
2.20.0021.01.005 Pengemiangan Infrastruktur £26.863,000.00 412.743.900.400 205,850,000.00 618,593.900.00  9B.58% 100% 100% 130%
| FER RaasM | 0l f
1.00 10, 26700060 &0.00 ] {] ] K] oo
TE Y Y If
Feryalenggaraan Persandian untuk Pengamanan
2210021, A69,467 000,00 173, 839,650.00 70,558,300 (1) 244 367 950,00 |  90.65% LHITH Fi. 3% 1 0%
nformas| Pemarintah Daerah Provinsl
Penetapan Kehijakan Tata Kelola Keamanan informasi dan
2.21.002.1.01.001 68.418,000.00 20,000,000.00 7.796,100.00 57.755,10000 0 B447% 100% 100% 100%
Jaring Komunikasi 5and Femerintah Daerah Frovinsi
Pelaksanaan Anallsis Kebutuhan dan Pengelolzan Sumiber
2:21.002.7.01.002 ) o 56,064,000,00 18.000,000.00 33,892,900.00 5189290000 | 92.56% T00% 100% 100%
Gaya Keamanan Informasi Pemerintan Daerah Provinsi
Pelaksanaan Keamanan informasi Pemerintahan Daeran
2.21.002.1.01.003 80.964.000.00 61,585,650.00 16,273,300.00 7785895000 D9E.1E% 100% 100% 100%
Frovins! Barbasis Elektranik dan Mon Elektranik
Penyediaan Layanan Keamanan Infarmas: Pemerintah
2,21.0021.01.004 Gd4,021,000.00 44 244 (0000 12,596.000.00 56,840 00000  BE.78% 100% 100% 100% H

Daerah Provins



Kode Mama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

N Pemetapan Pola Huburgan Komunikasi Sandl antar
2.21.002.1.02 3
Perangkat Daerah Provinsi

Operasionalisas! Jaring Komunikasi Sandl Pemerintan
2.21:002 1.02.001
Daerah Praovins:

Anggaran

7080000000

J0.800.000.00

Penyedia (Rp)

0.00

.00

Reallsasi Keuangan

Swakelola & Nan

Pengadaan (Rp)

70.226,585.00

¥0.226,585.00

Parsan

Total {Rp)
4 (%)

f0:226585.06 | 59.75%

70,226,585.00 | 99.759%

Realisasi Fisik

Penyedia | Swakelola & Non | Total

Status | Status
(%) Pengadaan {%) (%8)
10l |
H 0% 1 00%: 100% 2]
H 1% 100% 100%

Aplikasi Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran

Jenis Anggaran PERLUBAHAN

Tahun Anggaran 7027 | Jam 18;74:57 | Tidak Ada Jadwal
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KATA
PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan
kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa atas terselesalkannya
laporan keterbukaan informasi
panji keberhasilan informasi
komunikasi publik dan
kehumasan di lingkungan
pemerintah provinsi kalimantan
timur tahun 2022. . Laporan
Monitoring dan evaluasi ini
hendaknya dapat menjadi bahan
masukan dalam upaya
menyelesaikan permasalahan
dan kendala dalam
penvelenggaraan dan
pembangunan dalam bidang
informasi kemunikasi publik di
lingkungan Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Timur. Tentu

Samarinda, Desember 2022

saja hal ini dimaksudkan untuk
penyvempurnaan pelaksanaan
pemerintahan yang baik dalam Kepala Dinas,
bidang informasi komunikasi
publik dan kehumasan pada
tahun-tahun selanjutnya. Akhir
kata semoga laporan ini dapat
bermanfaat, dan juga ucapan
terima kasih vang sebesar- Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si_
besarnya diberikan kepada tim g Pembina Utama Madya
penyusun yang telah membuat NIP.19680805 199402 1 001
laporan ini




I. PENDAHULUAN

I.I LATAR BELAKANG

Dalam rangka menyambut HUT Provinsi Kalimantan Timur pada
tanggal 9 Januari tahun 2023, sebagai bentuk apresiasi kepada 10
Kabupaten/ Kota di Kaltim dalam geliat pembangunan, maka Provinsi
Kaltim akan memberikan penghargaan diantaranya dalam Bidang
Informasi, Komunikasi Publik:

Urusan Bidang IKP merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar
yang merupakan urusan konkuren dari Pemerintah Pusat sesuai dengan
amanat Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Permenkominfo No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

Monitoring dan Evaluasi sebagai pembinaan dan pengawasan yang
bersifat teknis terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang
komunikasi dan informatika dilakukan dengan program penguatan
manajemen Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah
provinsi, kabupaten dan kota untuk memastikan pemanfaatan informasi
komunikasi publik dan kehumasan dapat dilakukan secara maksimal.

Hasil Monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada kepala daerah untuk
dijadikan dasar pengambilan kebijakan bagi pembenahan
penyelenggaraan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika.

Dengan bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel



I. PENDAHULUAN

.2 DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1932 Tentang Pers (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia 3452);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor &1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 Tentang pedoman
Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun
2020-2024;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomar 15 Tahun 2012
Tentang Layanan Informasi Publik Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2012 Nomor 12)

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013
Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2013 Nomor 8);



I. PENDAHULUAN

.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan guna mengukur kemajuan dan meningkatkan
kualitas penyelenggaraan urusan konkuren bidang informasi komunikasi
publik dan kehumasandi lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

.4 MANFAAT

Monitoring dan Evaluasi Panji-panji Keberhasilan adalah untuk
mengetahui proses dan hasil terhadap penyelenggaraan Bidang
informasi komunikasi publik dan kehumasan pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

1.5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi panji
keberhasilan bidang informasi komunikasi publik dan kehumasan adalah
seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-
Kalimantan Timur.

» Diskominfo Kota Samarinda « Diskominfo Kabupaten PPU
« Diskominfo Kota Bontang « Diskominfo Kabupaten Paser
+ Diskominfo Kota Balikpapan « Diskominfo Kabupaten Kubar

« Diskominfo Kabupaten Kutim « Diskominfo Kabupaten Berau
« Diskominfo Kabupaten Kukar « Diskominfo Kabupaten Mahulu
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II.1 METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Moitoring dan Evaluasi menggunakan 3 metode vaitu ;
« Penyebaran kuesioner (Self Assessment Questiocnaire / SAQ) melalui
google drive
« Ewvaluasi lanjutan berupa presentasi dan wawancara via zoom
meeting.
« Visitasi ke 5 Kabupaten/Kota yang memiliki bobot nilai tertinggi dari

hasil presntasi dan wawancara.

I1.2 SELF ASSEEEMENT QUESTIONAIRE / SAQ

Pelaksanaan Moitoring dan Evaluasi dengan 7 item nilai bobot:

1. Jenis Sub Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan di Bidang IKP?
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang IKP
Monitoring Opini Pubik dan Aspirasi Publik
Maonitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi
Pemda
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Pelayaan Informasi Publik
Layanan Hubungan Media
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
Manajemen Komunikasi Krisis
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
Dukungan Administrasi Keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi
di Daerah

2. Anggaran Sub Kegiatan apa saja yang sudah tercover yang menjadi

urusan IKP pada tahun anggaran 20227
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KEGIATAN

Perumusan Kebijakan Teknis Bidang IKP

Maonitoring Opini Pubik dan Aspirasi Publik

Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi
Pemda

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pelayanan Informasi Publik

Layanan Hubungan Media

Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Manajemen Komunikasi Krisis

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

3. Apakah bentuk kegiatan yang dilaksanakan melalui sub kegiatan
IKP7
» Terkait Perumusan Kebijakan Teknis Bidang IKP
- Adakah bentuk Sosialisasi Peraturan terkait Kebijakan urusan IKP?
- Apakah layanan pengaduan SP4N Lapor aktif pada tahun 20227
- Berapa jumlah laporan pengaduan yang masuk pada tahun 20227
- Berapa jJumlah laporan pengaduan yang sudah ditindak lanjut
pada tahun 202272
- Tahapan apa yang sudah dilakukan oleh Tim Lapor Kabupten/
Kota? (misalnya sudah punya SOP)
Terkait Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas
Komunikasi Pemda
- Adakah penetapan Agenda Prioritas Pemda berdasarkan hasil
Monitoring Informasi?
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Terkait Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Adakah media yang dikelola IKP?
- Media apa saja? Baik punya Pemda maupun berbayar.
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KEGIATAN

« Terkait Pelayaan Informasi Publik
- Apakah SK PPID masib berlaku tahun 2022 dan sudah sesuai
Peraturan Komisi Informasi (PerKl) No. 1 tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik ?
- Apakah Dinas Kominfo Kab/ Kota sudah melakukan Sosialisasi PRPID
di lingkungan Pemda tahun 20227
- Apakah Website dan Media Sosial PPID aktif ?
- Adakah inovasi sistem informasi untuk PPID secara digital?
- Berapa jumlah permintaan informasi publik yang sudah masuk di
PPID?
- Apakah PPID Kab/Kota sudah menetapkan SOP Pelayanan Informasi
Publik ? Jika ada mohon unggah gambar pada keterangan

« Terkait Layanan Hubungan Media

- Apakah Kab/ Kota memiliki Media Center?

- Apakah urusan Kehumasan sudah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo
Kabupaten/ Kota?

- Apakah sudah melakukan fungsi kehumasan seperti melakukan
Jumpa Pers?

- Apakah Dinas Kominfo Kabupaten/ Kota sudah membina KIM di
desa/ kelurahan?

- Berapa jumlah KIM yang aktif dan memiliki SK Kepala Desa/
Kelurahan?

- Apakah ada penghargaan KIM terbaik di Kab/Kota ? Jika ada, mohon
untuk di unggah di Keterangan :
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« Terkait Manajemen Komunikasi Krisis

« Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

- Apakah Dinas Kominfo Kabupaten/ Kota pernah melakukan bimtek

bagi sumberdaya komunikasi publik di lingkup Pemda?

- Jika pernah mengikut sertakan Bimtek Sumber Daya Manusia
Komunikasi Publik yang diselenggarakan Provinsi Kaltim dan
Kementerian Kominfo Rl serta Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BPSDM) Kab./ Kota, sudah berapa kali mengikuti dan berapa
orang yang pernah ikut tahun 20227

4. Penghargaan
- Jenis Penghargaan yang pernah diraih di tahun 20227
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I1.3 BOBOT PENILAIAN

Pelaksanaan Moitoring dan Evaluasi dengan 7 item nilai bobot;

BOBOT PENILAIAN KEBERHASILAN BIDANG IKP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN/KOTA se-KALIMANTAN TIMUR

PENILAIAN

Komitmen Pimpinan Termasuk Penganggaran

Kesiapan Termasuk Keynote Speaker

Seksi Pelayanan Informasi

a PPID

b SPAN-LAPORI

C Keh umasan

Seksi Monitoring Opini & Pengelolasn Media

a | Media

Seksi ?gqﬂ'ﬁrg an Media Komupikasi Publik
a K
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II.4 TIM PENILAI

Tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Panji
Keberhasilan Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerja
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltim No 480/K.729/2022
tanggal 31 Oktober 2022,

Susunan Tim Penilai adalah sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Pengarah: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Timur

Ketua : Kepala Bidang IKP dan Kehumasan

Wakil Ketua : Andi Abd. Razag, 5., SH.,M.H.

Sekretaris : Dr.Silviana Purwanti, S.50s, M.5i (Akademisi Universitas
Mulawarman)

Angggota
Arminiwati, S.E.
Awang Fauzan Rahman, 5.50s., M.Si.
Agus Eko Santoso,5.50s5,M.5i
Natalin Siagian,SE
Sukmawaty, S.T., M.T.
Mardiasih, S.50s.
Herlinawati, A.Md.
Fitria Ariska, A.Md.
Ratna Juwitasari, S.lkem
Eka Rahma Elivani, S.1Kom.
Septy Wulandari,S.lkom
Nichita Heryananda Putri,5.1Kom
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111 PRESENTASI KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi
dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)
memberikan apresiasi kepada Kabupaten / Kota di Kaltim, yang kini
telah mengikuti jalannya proses penilaian keberhasilan dalam hal
Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan di lingkungan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Adapun tahapan prosesnya saat ini lalah pemaparan kinerja teranyar
dalam bentuk presentasi, yang telah digelar secara daring di ruang
kerja Kadiskominfo Kaltim , Jumat 30/09/2022.

Tim Penilai nantinya akan menetapkan 3 (tiga) nominasi terbaik untuk
perolehan skor keberhasilan. Ketiga daftar itu nantinya akan
ditindaklanjuti kembali yakni dengan diagendakannya kunjungan

secara langsunag.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur akan
menilai secara keseluruhan, pada seksi dan bidang |IKP dan
Kehhumasan. Selain untuk melihat pencapaian masing-masing sudah
sejauh mana.

Bidang IKPdan Kehumasan Khusus Bidang IKP dilakukan penilaian
untuk semua seksi yang sudah ditentukan tim penilai yakni di Seksi
Pelayanan Informasi, tentang PPID, SP4N LAPOR dan Kehumasan.
Selanjutnya di Seksi Monitoring Opini, yaitu terkait kerjasama hingga
desiminasi informasi melalui media massa. Kemudian terkait kemitraan,
terutama Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
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DOKUMENTASI PRESENTASI

111.2 VISITASI KE KABUPATEN/KOTA

SAMARINDA

Visitasi dilakukan di kabupaten/kota Kaltim yang masuk dalam lima
besar dari hasil rekapitulasi penilaian data kuisioner dan presentasi.

Dimulai dari Kota Samarinda Dinas Komunikasi dan Informatika

(Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur melakukan visitasi Penilaian
Panji-Panji Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika 2022.

Kepala Diskominfo Kota Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah hadir
langsung menemui Tim visitasi.
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VISITASI KE KABUPATEN/KOTA
BALIKPAPAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
melakukan visitasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Balikpapan. Dalam visitasi Diskominfo Kota Balikpapan menjelaskan
mengenal penilaian terkait bidang IKP, APTIKA dan STATISTIK.

Kepala Diskominfo Kota Samarinda, Adamin hadir langsung

menemui Tim visitasi.

PASER

Tim Penilai melihat secara langsung kondisi lapangan sesuai dengan

data kuisioner dan presentasi kabupaten/kota pada tahapan penilaian
sebelumnya.
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VISITASI KE KABUPATEN/KOTA

KUTAI KARTANEGARA

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

melakukan visitasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kutai Kartanegara.
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I11.3 HASIL PENILAIAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan manitoring, setelah dilakukannya
pengisian SAQ, presentasi dan mengunjungi beberapa
Kabupaten/Kota. didapatkan lima besar dari hasil rekapitulasi. Dan
ditetapkan dalam berita acara penetapan peringkat panji keberhasil
pembangunan Kaltim Bidang informasi komunikasi publik dan
kehumasan tingkat pemerintahan kabupaten/kota Se-kaltim tahun

2022

PERINGKA KABUPATEN/KOTA
T

KOTA SAMARINDA

KABUPATEN PASER

KOTA BONTANG

KABUPTATEN KUTAI
KARTANECARA

KOTA BALIKPAPAN




DISKOMINE

HALTIM

BAB IV. PENUTUPAN

Laporan manitoring dan evaluasi ini disusun dengan harapan
mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai
amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi
peningkatan kinerja dan perbaikan di bidang Informasi Komunikasi
Publik dan Kehumasan kepada masyarakat kedepannya.

Transformasi tata kelola pada Dinas Komunikasi dan Informatika di
Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pada bidang
Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan harusnya dilakukan
melalui triple track strategies yakni deregulasi, debirokratisasi, dan
digitalisasi yang didukung sumber daya manusia serta Informasi
Teknologi yang memadai sehingga kualitas dalam melaksanakan
kebijakan teknis dan pelaksanazan program kegiatan dapat terus
ditingkatkan dengan mengedepankan cara-cara yang lebih efektif,
efesien, cepat, dan akurat,
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KATA
PENGANTAR

Puji dan syukur atas ke hadirat Allah SWT, Tuhan

Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaMya
sehingga Laporan  Pelayanan Informasi  dan
Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan
TimurTahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik
sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan
vang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Laporan ini merupakan hasil dari
pelaksanaan seluruh rangkzian pengelolaan dan
pelayanan informasi kepada masyarakat cleh PPID
Provinsi Kalimantan Timur vang disusun sesuai
mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik.
Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi
dan gambaran mengenal kegiatan pengelolaan,
pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik
vang telah dicapal, serta hambatan dan kendalz
vang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan
masukan yang membangun untuk peningkatan
pelaksanaan Keterbukazan Informasi Publik di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa
laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena
itu penyusun memohon kritik dan saran demi
perbaikan laporan berikutnva. Semoga laporan ini
dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan
sermua pihak yang terlibat dalam penyusunan
Laparan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Kepala Dinas,

Pembina Utama Madya
NIP.19680805 199402 1 Q01



I. GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN
PELAYANAN
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK

I.I KEBIJAKAN

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang
untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana
diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan
menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam

melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah
dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya
transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap
kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus
mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam
memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sebagai badan publik yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalimantan Timur menyadari
bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan
pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik serta
segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan Informasi
publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
(goodgovernance). Badan Publik yang secara optimal menerapkan good
governance dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan

penyediaan dan pelayanan informasi publik, PPID (Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi) Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun selalu melaksanakan
sosialisasi PPID melalui Focus Group Discussion (FGD) Uji KOnsekuensi , Rapat
Kerja PPID Pelaksana, Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (FKPPID) Se-Kalimantan Timur, hingga roadshow ke PPID Pelaksana
di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
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PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK

Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap badan publik sebagai
implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur kewajiban
badan publik untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan,
mudah, cepat dan akuntabel kepada masyarakat.

I.2 SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi Kalimantan Timur
telah didukung dengan Kketersediaan sarana dan prasaran pendukung, Adapun
fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, yakni:

« Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon
informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran).
Dimana ruangan tersebut dilengkapi dengan:

a. Kursi Tamu

b. Meja layanan informasi dan kursi petugas

c. Personal Komputer (PC) yang terkoneksi dengan internet

d. Printer

e. Scanner

f. Formulir permohonan informasi dan pengaduan SPAN-LAPOR!
g. Formulir keberatan atas informasi publik

h. Filling Kabinet

i. Lemari Arsip

« Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang
datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/fax (0541) 731963,
dan email ppid@kaltimprov.go.d

« Website resmi PPID Provinsi Kalimantan Timur dapat diakses
olehseluruhmasyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: PPID
(kaltimprov.go.id) serta dapat mengajuakan permohonan informasi melalui
pionkaltimprov.,go.d. Aplikasi pelayanan informasi berbasis Mobile Apps juga
telah bisa digunakan oleh masyarakat dengan mengunduh aplikasi PPID pada
Play Store (Android).
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Ruang DeskiMeja |}
. ‘Pelayanan l

IENERERER]
Permohonon Informasi
Onling (Pion)

I1.3. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA

Adapun sumber daya manusia yang berada Pejabat Pengelola Informasi
danDokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Timur di ada sebanyak 8
(Delapan) orang yang terdiri dari:

No Jabatan Gender Jumlah Pegawai
Kepala Seksi Pelayanan
Informasi Publik dan Penguatan . .

? Kapasitas Sumbe Daya Larintay) i
Komunikasi Publik

.4 Pranata Humas Ahli Pertama Perempuan 1

3 Pengolah Inf?rmam dan Laki - laki 1
Deokumentasi

4 ;:;-Jréaga Alih Daya (TAD)/Non PereripLEn 5
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I.4. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Dukungan Anggaran kegiatan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi
publiklingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah dialokasikan
untukkegiatanPPID, yaitu masuk dalam kegiatan pelayanan informasi publik.
Akan tetapi anggarantersebut terkena rasionalisasi karena adanya kebutuhan
dana guna penangananpandemiCovid 19. Pengelolaan PPID dilakukan sejalan
dengan kegiatan-kegiatanyangdilaksanakan di PPID Kalimantan Timur.
Kebutuhan informasi dipenuhi melaluipermohonan informasi online maupun

kontribusi tin.

No PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

Pelayanan Informasi

Publik Hp. 342.464.500

Penguatan Kapasitas
Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Komunikasi Rp.215.536.000
1 Komunikasi Publik Publik
Pemerintah Daerah Provinsi

Penyelenggaraan
Hubungan Masyarakat,
Media dan Kemitraan
Komunitas

Rp.479.000.000

TOTAL 843.018.100




II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN

PELAYANAN INFORMASI DANDOKUMENTAS
PUBLIK (PPID) KALIMANTAN TIMUR

A. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Gubernur
Kalimantan Timur NomorQ42/K208/2013 tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
dan Keputusan Gubernur Kalimanntan Timur Nomor 48015/K.23/2021 tentang
PLID Provinsi Kalimantan Timur.
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II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN

PELAYANAN INFORMASI DANDOKUMENTAS
PUBLIK (PPID) KALIMANTAN TIMUR

PPID Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan keterbukaan Informasi publik
dengan menyediakan ruang pelayanan khusus permohonan informasi. Pada
Sekretariat PPID ini ditempatkan seorang pegawai yang bertugas untuk
memberikan pelayanan informasi yakni pada hari senin-kamis mulai dari pukul
08.00 - 15.00 wita dan hari Jum'at pukul 09.00 - 1LO0 wita. Serta menyediakan
aksesbilitas bagi penyandang disabilitas, seperti;

« Tempat parkir khusus disabilitas

« lalur Landai

« Pegangan rambat disabilitas

« Kursiroda dan tongkat

« Papan Audio Visual

- Aspek Sarana dan Prasana Layanan Informasi Publik dengan Sistem

Elektronik dan Non Elektronik
a. Wehsite

PEIABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI g
PROVINS! KALIMANTAN TIMUR £ 9




II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (PPID)

KALIMANTAN TIMUR

Permohonan Informasi Online (PIOnN) Aplikasi PPID Berbasis Android
| - T2V b -
it i s PPID Kaltim

« Penerapan Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pemprov Kaltim Tahun 2022

Selain tersedianya sarana dan prasana pelayanan informasi publik, PPID
Kalimantan Timur menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 melaksanakan
Keterbukaan Informasi Pada Perangkat daerah (PD) di Lingkungan Pemeritah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Sebanyak &7 Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk PPID,
dengan adanya Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Sekretaris
Perangkat Daerah sebagai Ketua PPID Pelaksasana. Dan pada tahun ini, 3 dari 7
BUMD Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk PPID.
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d. Daftar Pemohon dan Permintaan Informasi
Pelayanan Informasi Publik yang bermohon langusng di PPID Kaltim Tahun 2022 adalah
sebagai berikut :
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KEGIATAN PPID KALIMANTAN

TIMUR

Tahun 2022

Kegiatan yang dilaksanakan PPID Kalimantan Timur dalam menjalankan koordinasidan konsultasi
dengan Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanTimur. Selama tahun
2022 telah terselenggara. Adapun kegiatan yang dilakukan olen PPIDKaltim yakni Roadshow ke PPID
Pelaksana di lingkup Pemerintah Provinsi KalimantanTimur, Focus Group Discussion (FGD), Rakor dan
Diskusl Publik dengan menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidangnya serta membuat
podcast rutin dan lain sebagainys. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Kalimantan Timur
yakni .

Menjadi Narasumber
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KEGIATAN PPID KALIMANTAN
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Tahun 2022

Roadshow Ke PPID Pelaksana

Wujud Pembinaan, PPID Kaitim Lakukan Roadshow Keterbukaan Informasl Publik

Kunjungan Kerja/ Studi Tiru PPID Se-Kalimantan Timur

PPID Kalimantan Timur melakukan kunjugan kerja ke Daeranh Provinsi jawa Tengah. Menillk
prestasi dan kemajuan yang diperoien Provinsi Jawa Tengsh tentang KEterbukaan Informasi
publlk, menjadi daya tarik untuk berkunjung dan mengambil pelajaran ke PPID Jawa Tengah.
Dilanjutkan kembali berkunjung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang dan Dinas
Komunikasl Infromatika Provinsi D.| Yogyakarta.
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Podcast Streaming (NGOPI SORE)

LPODCAST STREAMING :

Program unggulan Inovasi dan PPID Kaltim ini adalah NGOP| SORE yang sudah sampai pada edisi
yang ke 100 pada tanggal 20 Okitober 2022 yang lalu, dengan tujuan utama penyampaian
langsung Informas! dari narasumber utama sebagal bentuk keterbukasn informasi di Pemerintah

Provinsi Kaltim. Dilaksanakan dengan cara-cara milenial dan kekinian dengan sasaran prioritas
memang generasi muda/milenial.
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Tahun 2022

Monitoring dan Evaluasi Panji-Panji Keberhasilan Bidang
Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalul Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan apresiasl kepada Kabupaten / Kota di Kaltim, yang
kini telah mengikuti jalannya proses penilalan keberhasilan dalam hal Informasi Komunikasl Publik
(IKP) dan Kehumasan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemproy) Kaltim.,

Bidang IKP dan Kehumasan Knusus Bidang IKP dilakukan penilaian untuk semua seksi yang sudah
ditentukan tim penilai yakni di Seksi Pelayanan Informasi, tentang PPID, SP4N LAPOR dan
Kehumasan. Selanjutnya di Seksi Monitoring Opini, yaitu terkait kerjasama hingga desiminas]
informasi melalul media massa. Kemudian terkait kemitraan, terutama Kelompok Informasl
Masyarakat (KIM).
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Setelan terjungkal di predikat cukup informatif tahun 2018. Kaltim terus berbenah dan memperbaiki
pelayanan serta melakukan beberapa inovasi sebagal bentuk pengsbdian kepada masyarakat
menyajikan pelayanan cepat mudah biaya terjangkau. Kalimantan Timur dapat membuktikan 2 tahun
terakhir memperlinatkan kemajuan yeng. pesat. Tanun 2022 ini Pemerintan Kalimantan Timur
menerima penghargaan Provinsi Informatif yang diserankan Wakil Presiden Republik Indonesia dan
diterima Gubernur Kaltim dan diterima secara daring. Naik tingkat dari tahun sebelumnya yang
nanya menyandang predikat Informatif Peringkat. Dimana merupakan level tertinggi dari pencapalan
atas pelaksanaan impelementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi publik,
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Rapat Kerja PPID dan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pemprov Kaltim

Raker PPID Pelaksana

Rapat Koordinasi PPID yang diselenggarakan oleh Diskominfo Kaltim bekerjasama dengan Biro
a

feseakieras Ra vat Sekretariat Daerah Provins! Kaltim, pada tanggal 17 L.I!"ll 2022 bertempat di
notel |atra I'pgmaﬂ. Hadir sebagal narasumber dari PPID Provins! adalah Kadiskominfo
Muhammad Faisal.

Raker PPID Pelaksana dengan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda
Kaltim
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B. HASIL MONITORING DAN EVALUAS|I PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH OLEH KOMISI INFORMASI PUSAT

Setelah terjungkal di predikat cukup informatif tahun 2018. Kaltim terus berbenah dan memperbalk
Deiayanaﬂ serta melakukan beberapa Inovasi sebagai bentuk pengabdian ke Sy
menyajikan pelayanan CPpr:st‘“ludcf'l biays terjangkau. Kalimantan Timur dapat memouktikan 2 tanun
Ter“-ﬂ.f memperlinatkan kemajuan yang pesat. Tahun 2022 ini Pemerintan Kalimantan Timur
menerima penghargaan Provinsi Informatif yang diserankan Wakil Presiden Republik Indonesia dan
diterima Gubernur Kaltim dan diterima secara daring. Nalk tingkat dari tahun sebelumnya yang
nanya menyandang predikat Informatif Peringkat. Dimana merupakan level tertinggi dari pencapaian

atas pelaksanaan impelementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi publik
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SARAN DAN KESIMPULAN

REMCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAMN PELAYAMAN INFORMASI PUBLIK

erdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informas
enggarakan oleh PPID Kalim pada waktu van

a 3
Vignumbunkan Komitmen pelaksana pelayanan menjad| TakIor penting daiam penyelenggarasn pﬂl:-,-a“aﬂ pubiik, ofen

ﬁ.
.

2
sebaD itu komitmen pelaksanz layanan harus duu.f ng. Fakror perama ) o2 3dsana
pelayanan publik adalah komitmen organizasi, karens performa pelaksans pelayanan publik sendin, tidak lepas dari
manajerial yang dilsksanakan oleh Pimpinan Crganisasi

o Dzlam ha! meningkatkan pengetahuan dan pemahaman selurub PRID Perangkst Daesrah/Unit Peranghkat Daersh, secsrs

SE?KEEEF-'TI’CIL;‘.“:EEII" perlu dilaksanakan suatu BimbinganTeknis atsu Forum H-:ur!’-Jnlkaa LNtuk dapat memberikan
=i bersama dengan PPID Pelaksanan Perangkat 3 pcmk dan fungsi PRID,
elolaan pengecusliszn informasi pu:lur EM13 mekanisme :er:arga.ﬂ.a
nformas Hutu' G
e Pemutakhiran Sistem

Daftar Informasi Publik (SIDIK), kurang masksimal karena masih
rendannys: parusipasi dan kKurangny, ] Daya Manusia (50M) PPID Pelaksan di ingkungan Pemerintan Provins
Kalimantan Timurdatan

. ~E-"|E'L”:’I|:la.. an SJraz Tugas oleh Kepala OPD tentang Penunjukan Petugas/Admin SIDIK.

an (5K} Kepala Per, e"-gha'. Daerah dan BUMD tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi
diperbaharui dan direvisi pada setiap Perangkat Daerah dan pangumpulan laporan tahunan
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Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan
I

itang Keterbukaan

Mrormas D= tik, La:!:ur:ﬁ imi untuk “ﬁerﬁgE:ah-_u dan "‘!'IEI'-E'.J"_I" realisasi 7isik maupun keuangan dalam melaksanakan
program/kegiatan keterbukaan informasi Tahun Anggaran 2022 yang telah dilaksanskan.
Disarmping ity laporan Ini jugs apm dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagl pihak-pihak yang berkepentingan
untuk mengukur ataupun “ﬁer gi kinerja Pemerintah Provins: Kallmartan Timur melalyi Dinas Komunikas! dan Informatika
Provins! Kalimantan Timur dalam _ngcar-aaar keterbukaan informasi publik. Laporan ini bersifat terbuka; dan bilamana ada
pihsk-pihak yang bermaksud mempublikasikannys agar me itshukan terleblh dahulu kepads Dinas Komunikasi dan

nfarmatika Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan akurasi data ataupun informasi yang ada dalam buku ini
Cleh kareria kami sangst menyadan sepenuhnya lsporan ya gan bisa ferjaal terdapat
kekeliruan didalamnya. Semoga lzporan ini bermanfaat bagl semuz pihak knusij“-;-s Kaomisi Informas| Pusat Republik

ndonesiz, dan kami mengharapkan adanys masukan untuk perbzikan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik d

1
4T}

Provinsi Kalimantan

Timurtahun 2022
B. KESIMPBLILAN

Secars yuridis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawsb PRID dalam memberikan layanan informasi publik. PRID

Provinsi ‘Kalimanian Timur di tuntut unwk membangun dan mengembangkah sisterm informasi dan dokumentasi Grituk
me HE,—I.J a informasi publik secara baik dan E:'SEI' sehingga dapat digkses dengsn mudah. Sebagaimans penjelesan pads

gian sebelumnys, PPID Provinsi Kalimantan Timur memiliki kendala dalam memberikan layanan informas baikdari sarans
dgr- prasarans maupun Sumber Daya Mzanusia (5DM) Tidak berpuss diridsiam capaian

sexkarang aengan fokus pada target I'I"'-E'-"Ilﬁg-f:'l:lf.a"l milal dan point z=h NEEs mentaial opelavanan terbaik
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KATA PENGANTAR

Peloksannan kegiatan im berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Pengelolnan Pengaduan
Melalui SPAN-LAPOR! Pemenntah Provins: Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 vang telah dibust

berdasarkan Peraturan Mentert PAN-RB Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Road Map SP4N Tahun
2020-2024

Monitoring  keterhubungan pelayanan pengaduan Tahun 2022 selain bertujuan wntuk
meningkatkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur beserta BUMD yang ada, juga bertujuan untuk memastkan pelayanan pengaduan
melalul SPAN-LAPOR! di Provinsi Kalimantan Timur berjalan dengan lancar

Dinas Komumikasi dan Informatika Provingi Kalimantan Timur selaku penyelenggara

kegiatan in1 mengucapkan tenima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu sehingga kegiatan
ini dapat berjalan lancar

Demikian disampaikan, kami berharap laporan mi dapat memberikan gambaran kepada kita
semua tentang pelaksanaan kegiatan Monitoring Keterhubungan pelayanan pengaduan di limgkungan
Pemenntah Provins: Kalimantan Timur Tahun 2022

Samarinda, 19 September 2022

Kepala Dinas Komunikasi &
Informatika Prov.Kaltim,

Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si
NIP.19680805 199402 1 001

“
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tahapan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan melalui SPAN-LAPOR! di
lingkungan Pemenntah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 adalah kegiatan
monitoring keterhubungan pelayanan pengaduan bagi seluruh Perangkat Daerah dan BUMD
Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dan monitonng pengelolaan pengaduan ini ke depannya
dapat mencapai Sasaran Strategis Nasional yaitu “mewujudkan Sistem Pengelolaan
Pengaduan vang memiliki respon dan solusi cepat serta terpercaya™ atau "fast response, fast
solution, and trusted complaint handling system”.

Melalui kegiatan Monitoring Keterhubungan Pelayanan Pengaduan ini maka seluruh
peserta yang terdin dari Perangkat Daerah beserta BUMD diharapkan dapat meningkatkan
pelayanannya kepada masyarakat melalui pengelolaan pengaduan,

Berdasarkan Peraturan  Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE
mengamanatkan untuk menggunakan aplikasi umum. Di bidang pengaduan aplikasi wmnum
vang telah ditetapkan adalah Aplikasi SPAN-LAPOR!, namun kondisi di lapangan hasil
monitoring keterhubungan ini menyebutkan bahwa pelayanan pengaduan telah dilaksanakan
oleh beberapa Perangkat Daerah ada yang tidak menggunakan SPAN-LAPOR!. Hal ini salah
satunya disebabkan karena ketidaktahuan oleh Perangkat Daerah dimana terjadi pergantian
Sumber Daya Manusia dalam mengelola pengaduan melalui SPAN-LAPOR.

Melihat situasi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pemangku
kepentingan melalui tugas fungsinya menyampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan
BUMD untuk menggunakan SPAN-LAPOR! dan sementara dapat berdampingan dengan
format pengaduan yang ada kemudian menginput manual laporan aduan tersebut.

Apabila sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan jumlah aduan dengan kuantitas
vang besar maka diharapkan aspirasi dan aduan publik vang didengar, ditampung,
diselesaitkan tersebut dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur.

B. Landasan Hukum

Dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Keterhubungan Pengelolaan Pengaduan Melalui
SPAN-LAPOR! di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada
peraturan-peraturan sebagai berikut:

e e ——————————
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 fentang Pelaksanaan Undang-Undang

Keterbukaan Informasi,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-lindang
Pelayanan Publik;

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelavanan
Publik Masional;

7, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE:

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 24 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelavanan Publik Secara
Nasional

9. Peraturan Menteni Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 3 Tahun 2015
tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 62 Tahun 2018
tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

I1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 46 Tahun 2020

tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelavanan Publik Nasional Tahun

2020-2024

ol o e

C. Maksud dan Tujuan
Maksud dari Kegiatan Monitoring Keterhubungan Pelayanan Pengaduan adalah

untuk mencapai Sasaran Strategis Nasional yaitu mewujudkan Sistem Pengelolaan
Pengaduan yang memiliki respon dan solusi cepat serta terpercaya. Adapun tujuan kegiatan
i adalah sebagai berikut:
. Menyamakan persepsi terkait kebijakan-kebijakan Pengelolaan Pengaduan di

Lingkungan Pemerintah dan BUMD Provinsi Kalimantan Timur;

Meningkatkan koordinasi antar Pejabat Penghubung di seluruh Perangkat Daerah dan

BUMD Provinsi Kalimantan Timur:

3. Memberikan pemahaman kepada seluruh Perangkat Daerah dan BUMD terkait fungsi
pelayanan pengaduan melalui SPAN-LAPOR!

4. Memngkatkan pelayanan pengaduan oleh seluruh Perangkat Daerah dan BUMD kepada
masvarakat,

5. Menyatukan langkah dan meningkatkan kerjasama antar Perangkat Daerah dan BUMD
sehingga mencapai tujuan yaitu terselenggaranva pelavanan pengaduan di Kalimantan
Timur vang cepat, terpercaya berasaskan transparansi dan akuntabilitas,

[

e ———t
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D. Sasaran
Sasaran Kegiatan adalah Sekretans beserta Kasubbag TU selaku Pejabat Penghubung
Perangkat Daerah serta Direkrur BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur,

E. Hasil yang diperoleh

Dalam monitoring keterhubungan pengelolaan pengaduan melalur SPAN-LAPOR! telah

mencapai hasil-hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan, diantaranya:

I. Adanya Kkesamaan persepsi lerkait kebijakan-kebijakan Pengelolaan Pengaduan di
Lingkungan Pemenntah dan BUMD Provinsi Kalimantan Timur;

2 Meningkatnya koordinasi antar Peabat Penghubung di seluruh Perangkar Daersh dan BUMD
Provins: Kalimantan Timur,

3. Adanya pemahaman kepada seluruh Perangkat Daerah dan BUMD terkait fungsi pelayanan
pengaduan melalus SPAN-LAPOR!

4. Menngkatnya pelavanan pengaduan oleh seluruh Perangkat Daserah dan BUMD kepada
masyarakat,

5. Menyatunya langkah dan meningkatnya kerjasama antar Perangkat Daerah dan BUMD
sehingga mencapal tujuan yaitu terselenggaranya pelavanan pengaduan di Kalimantan
Timur yang cepat, terpercaya berasaskan transparansi dan akuntabilitas,

e ————————————eeeeeeeeeeee——————e
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BAB 11
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat Kegiatan
Kegatan monitoring keterhubungan pengelolaan pengaduan melalui SPAN-LAPOR!
Tahun 2022 telah dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022 mulai pukul
08.00 s/d 13.00 WITA dengan dihadiri seluruh Sekretaris beserta Pejabat Penghubung dan
Admin Perangkat Daerah dan Direktur BUMD atau yang mewakili dengan total 100 peserta

B. Tim Monitoring Keterhubungan Pengaduan
Tim Monitoring Keterhubungan Pengaduan Melalui SPAN-LAPOR! di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan 1imur terdin dari:

a) Tim Monitoring
|. Pengarah : Wakil Gubernur Kalimantan Timur;

Penanggung jawab : Pj.Sekretaris Daerah Kalimantan Timur:
Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
Wakil Ketua : Kabid. IKP;
Sekretaris : Sub Koordinator Seksi Pelayanan Publik,
Anggola:
1) Inspektur Doerah Provinsi Kalimantan Timur,
2) Biro Hukum Setda.Provinsi Kalimantan Timur;
3) Kepala Ombudsman Perwakilan Kaltim;
4) Staf PNS sebanyak 2 (dua) orang,
5) Staf Non PNS sebanyak 3 (tiga) orang
b) Narasumber dan Moderator
Narasumber: Analis Pengelolaan Pengaduan Kementerian PAN-RB, Bapak Alfian Afan
Moderator sekaligus Pembawa Acara: Nichita Heryananda Putri, $.TKom
¢) Undangan yvang turut hadir
Undangan vang turut hadir diantaranva:
1) Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur
2) Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3) Direktur/Wakil Direktur RSUD Provinsi Kalimantan Timur
4) Sekretaris Badan/Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
5) Kepala Biro Umum, Biro Adpim dan Biro Organisasi Setda. Prov. Kaltim
6) Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kota Balikpapan vang diwakili oleh

Sekretaris.

SR

e — e ———————
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& Metode Pemaparan

Kegiatan im dilaksanakan dengan metode diskusi panel oleh Narasumber dar
Kementerian PAN-RB yang didampingi langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kalimantan Timur serta dipandu oleh MC sekaligus Moderator.

D. PEMBIAYAAN
Kegiatan im dibiayai oleh DPA Perangkat Daerah Dinas Kominfo Tahun Anggaran

2022 dengan anggaran yang relevan.

“
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BAB 11l
PENUTUP

Kesimpulan

Kegatan Monitoring Keterhubungan Pengelolaan Pengaduan Melalui SPAN.
LAPOR! telah dilaksanakan sesuai Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 serta berdasarkan Peraturan
Menteri PAN-RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024,

Terdapat beberapa hal yang telah dikoordinasikan dalam kegiatan ini diantaranya
adanya konektivitas dalam pengelolaan pengaduan, diantaranya pada website lapor. go.id
untuk dikoneksikan dengan website masing-masing Perangkat Dacrah dan BUMD. Di
samping Perangkat Daerah, UPTD serta Cabang Dinas di bawahnya juga diharapkan
terhubung dengan SPAN-LAPOR!.

Kemudian diperiukan pula adanya pengaduan vang diinput manual apabila
terdapat pengaduan yang masuk melalui kanal lain walaupun nantinya secara pelan-pelan
dapat dihentikan apabila tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tentang
SPBE.

Dan selain Perangkat Daerah, dalam pengelolaan pengaduan ini bagi BUMD
dimana tergolong baru maka dapat segera mengajukan nama Admin atau Pejabat
Penghubung ke Dinas Kominfo Kaltim.

Samarinda, 19 September 2022

Kepala Dinas Komunikasi &
Informatika Prov.Kaltim,

NIP. 19680805 199402 1 001

e ————————O
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LAMPIRAN 5
Rekapitulasi Media Online TA. 2022



REKAPITULASI MEDIA ONLINE TA. 2022

NO URAIAN MNAMA PERUSAHAAN
1|LKBN LKBN Antara
2|Daulat News PT. Express Inovasi Media
3|0kebornec.com PT. Kutai Digital Cakrawala
4|Berita Kaltim PT. Charle Media Grup
5|Detak Kaltim PT. Detalk Kaltim Multimedia
6|Prokal.co PT. Duta Prokal Multimedia
7|Koran Kaltim PT. Media Bangun Bersama
B|Klik samarinda PT. Klik Media Barokah Utama
9|Nomorsatu Kaltim.com FT. Kalimantan Media Nusantara
10| Katuju.com PT. Hariansyah Karya Media
11|Kaltimkece FT. Kaltim Keren Cerdas
12|KaltimNews PT. Digital Studio Production
13|Pusaran PT. Lintas Bangun Media
14{Harian Jurnal PT. Jurnal Media Nasional
15|Penasatu,com PT. Pena Sarana Media Kaltim
16{Kabar IKN PT. Media Kabar Balikpapan Mandiri
17|Kate.id PT. Media Kate Indonesia
18| Titikwarta.co PT. Adua Putrajaya Sukses
19|Pojokaltim.co PT. Lintas Jaya Kaltim
20|Perempuan.co PT. Lokal Transmedia
21|Fokuskaltim.co PT. Pelangi Multimedia Grafika
22| Garispena.co PT. Samudra Garis Pena
23 |Kronikkaltim.com PT. Intens Wija Kreasi
24|Halokaltim.com PT. Warwas Grafika Nusantara
25| Anews.id PT. Abdi Ruang Bakti
26|Nukaltim.id PT. Borneo Media Bangsa
27 |Bujurnews.com PT. Berdikari Lancar Barokah
28|Akurasi.id FT. Karya Grafika Kaltim
29|Adakata.id FT. Kata Media Sejahtera
30|Nalarnews.id PT. Samudra Kencana Media
31|Upnews.id PT. Dirgantara Media Jaya
32|Integritaskaltim.com PT. Artara Bintang Media Perkasa
33|Saskindomedia PT. Saskindo Media Grup
34|Infobenua.id PT. Eka Mandiri Grup Sejahtera

35
36

Newsbontang.com

Timeskaltim.cam

PT. Karya Media Mandiri
PT. Media Pergerakan Bersama




37
38
39
40
41
42
43

45
46
47

49
30
51
52
53

55
56
a7
58
5%
60
61
62
63
&4
&5
sl
&7

69
70
71
72
73
74
75

Bormeoupdate
Niaga.asia
Kalpostonline.com
Lensa Bormeo
VIVA borneo.com
Politikal.id
Balikpapanupdate.com
Kaltimutama.com
Kaltimkita.com
Busam.id
Infokaltim

Kaltim Today
Updatekaltim
Mediakaltim

Diksi

Pojoknegeri
Presisi

Afiliasi

Vonis.id

Tribun Kaltim
Publikkaltim.com
Klausa.co
Kaltimnow.ID
Mediaetam.com
InfoIndonesia
Kaltimpedia
Garda.co.id
Purantara.id
Agresifnews
Headlinekaltim
Deadline.co.id
GATV
Hariankaltim
Pranala.co
Adakah.id
Persepsinews.com
Lingkaran Berita.com
Kembaratimur.com

Swara Kaltim.com

PT. Digital Nusantara Satu

PT. Kaltim Prima Multi Media
PT. Box Media Online

PT. Media Rezky Utama

PT. Viva Borneo Mediatama

PT. Digital Media Mahakarya
PT. Nusacipta Media Indonesia
PT. Borneo Indonesia Mediatama
PT. Kaltim Etam Mandiri

PT. Busam Media Digital

PT. Media Info Kaltim

FT. Media Mandiri Perkasa

PT. Warta Jaya Borneo

FT. Media Kaltim Promosindo
FT. Diksi Media Indonesia

PT. Tistar Digital Indonesia

PT. Nur Citra Mulia

PT. Afiliasi Anak Bangsa

PT. Bintang Mahakarya Digital
PT. Mahakam Media Grafika

PT. Dwi Tunggal Media

PT. Klausa Media Indonesia

PT. Mednow Digital Bersama
PT. Tren Multimedia Etam

PT. Wahana Multimedia

PT. Karya Digital Prima Media
PT. Garda Multimedia Indonesia
PT. Mahakam Aktual Dimensi
FT. Media Nusantara Kutim

FT. Kaltim Tama Cakrawala

FT. Karunia Berliana Media

FT. Wijalawo Mandiri Sejahtera
PT. Energi Multimadia Indonesia
PT Winara Etam Media

PT Aksara Bumi Media

PT. Persepsi Media Kreatif

PT. Lingkaran Media Musantara
PT. Kudungga Grafika Nusantara
PT. Media Swara Kaltim




78
77
78
73
80
81
82
83
84

Eventnusantara.com
Radarbontang.com
Selasar

Kaltim Faktual
Musantara+

Narasi

Infosatu

Seruya

Expresi.co

. Mitra Event Nusantara
PT.
PT.
PT.
PT.
PT.
PT.
PT.
PT.

Radar Media Megatama

Selasar Lingkar Meadia

Media Kaltim Faktual

Mila Multimedia Nusantara
Media Narasi Indonesia

Media Rizgi Pratama

Wisnu Aditya Intermedia Palopo
Elang Aksamala Arka




REKAPITULASI VIDEOTRON TA. 2022

NO

URATAN

NAMA PERUSAHAAN

et

LE B %]

Rexindo Advertising
Berkat Bersama
Assyifa Advertising
Magnum Opus

CV. Rexindo Advertising

CV. Berkat Bersama
CV. Assyifa Pratama Advertising

CV. Magnum Opus




REKAPITULASI MEDIA CETAK TA. 2022

NO URATAN NAMA PERUSAHAAN
Balikpapan Pos PT. Duta Margajaya Perkasa
kaltim Post PT. Duta Manuntung
Berau Post FT. Berau Duta Lintasmedia

Swara Kaftim

PT. Duta Media Kaltim Press

Samarinda Pos

Pt. Kalimantan Karva Nusantara

Disway

PT. Kalimantan Karys Nusantara

Koran Kaltim

PT. Media Bangun Bersama

TribunkKaltim

PT. Mahakam Media Grafika




REKAPITULASI TELEVISI 2022

NO URAIAN MAMA PERUSAHAAN
1|TVRI Lembaaa Penyiaran Publik (LPP}
2|Balikpapan TV (btv) PT. Balikpapan Televisi
35TV PT. Samarindz TV




REKAPITULASI RADIO 2022

NO URAIAN MAMA PERUSAHAAN
1|RRI Lembaaga Penyiaran Publik (LPP}
2|Suara Samarinda PT. Radio Berita Kaltim
3|Heartline PT. Radio Suara Sejahtera
41Smart FM Bpp PT. Radio Swara Mandiri Artisenindo
5|KPFM Samarindz PT. Radio Swara Kreasi Samarinda
a|KPFM Balikpapan PT. Radio Swara Kreasi Balikpapan




LAMPIRAN 6
Laporan indeks kami Prov Kaltim



A. Ruang Lingkup:

1. Instansi/ Unit Kerja:
Layanan Data Center/ Ruang Server dan Sistem Informasi yang dikelola oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Fungsi Kerja:
Sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Dinas Komunikasi dan Informatika,
Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas pokok membantu Gubemur melaksanakan urusan
pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan Bidang Persandian
dan urusan pemerintahan Bidang Statistik.
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Diskominfo memiliki fungsi sebagai berikut -
a. perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan
bidang Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Komunikasi dan
Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan;
d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Teknologilnformasi Komunikasi dan
Persandian;
e pelaksanaan kebijakan teknis bidang Aplikasi Informatika;
f pelaksanaan kebijakan teknis bidang Statistik;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Informasi Komunikasi Publik dan
Kehumasan, Teknologl Informasi Komunikasi dan Persandian, Aplikasi Informatika dan
Statistik
h. pelaksanaan administrasi Dinas Kominfo sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Lokasi:
No | Nama Lokasi Alamat
1 | Kantor dan Ruang Server | Jl. Basuki Rahmat No.41, Sungai
Dinas Komunikasi dan | Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota,
Informatika Pemprov | Kota Samarinda, Kalimantan Timur
| Kalimantan Timur 75121

B. MNama /Jenis Layanan Publik:

Layanan Infrastruktur Data Center/ Ruang Server dan aplikasi sistem informasi
(hitps//webmail kaltimprov.go.id/) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik,

dan FPersandian Provinsi Kalimantan Timur.

C. Aset Tl yana kritikal:

1.

Aplikasi:
Memiliki 131 aplikasi yang dikelola oleh Diskominfo Pemprov Kalimantan Timur baik yang
hosting di dalam maupun di luar Diskominfo.

Server :
- Server kaltimprov.go.id

Infrastruktur Jaringan/Network:
- 15P PT Indonesia Comnets Plus (ICON+)

Dokumen ini tzlah ditandaiangani secara elskdronik mengounakan serifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik {85rE). Badan Siber dan Sandi Negars



DISASTER RECOVERY CENTER (DRC):

0 ADA, 1 Dikelola Internal  Dikelola Vendor :
E TIDAK ADA,

Dokumen yang diperiksa:

il
2.

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur nomor 2 tahun 2019 tentang RPJMD 2015-2023
Peraturan Gubemur Provinsi Kalimantan Timur nomor 41 tahun 2020 tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi
Kalimantan Timur;

Rancangan Perubahan Rencana Strategis Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-
2023;

Surat Keputusan Tim CSIRT Kalimantan Timur;

Rancangan Pergub Penyelenggaraaan SPBE di lingkungan Daerah

Draft Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Provinsi
Kalimantan Timur;

Draft penyelenggaraan dan pemaniaatan sistem elekironik di pemenntah provinsi Kalimantan
Timur;

Laporan Pendahuluan dan Akhir hasil Asesmen Keamanan Informasi dalam rangka
Penyusunan Dokumen dan kelengkapan SMKI;

Kumpulan Daftar SOP SMKI dan Operasional Diskominfo;

. Indikator Kinerja Individu Kepala Diskominfo tahun 2021 dan 2022;

. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, 2019 dan 2020

- Deokumen Inventaris Barang dan SIMDA tahun 2018 sd. 2019;

. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan 2020,

- Bahan Literasi Keamanan Informasi “Pengenalan Internet Sehat”

. Laporan Interoperabilitas Sistem Imformasi No 10 Tahun 2014,

. Keputusan Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur No. 489/064/Diskominfa/2019 tentang

Pembentukan Tim untuk Perancangan Raperda tentang Penyelenggaraab Pemerintah Berbasis
Teknologi Informasi dan Kemunikasi.

Bukti-bukti (rekaman/arsip) penerapan SMKI:

I e O I

Tangkapan layer hasil filtering email dengan mikrotik;

Topologi interkoneksi jaringan dan integrasi Server Diskominfo;
Hasil tangkapan Web Application Firewall;

Sistem monitoring dengan open source Wazuh;

Hasil tangkapan scanning dengan BitNinja console.

Dokumen ini tzlah ditandaiangani secara elekdronik mengounakan serifikat elektronik
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Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen dan wawancara terhadap narasumber instansiflembaga
disimpulkan sebagai berikut

KONDISI UMUM:

1. Diskominfo Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Dinas
Komunikasi dan Informatika, Provinsi Kalimantan Timur, berikut struktur Diskominfo Pemprov
Kalimantan Timur adalah sebagai berkut:
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Gambar 1. Struktur Organisasi Diskominfo Pemprov Kalimantan Timur

2. SDM pengelola terdini darn: (berdasarkan dokumen Renstra)

No Status Kepegawaian Jumlah Prosentase
1 | PNS 51 49%
2 | CPNS 0 0%
3 | Tenaga Ahli Daya 62 51%
Jumlah 113 100%

3. Berdasarkan verifikasi terhadap hasil Self Assessment isian fife Indeks KAMI diperoleh hasil
sebagail berikut:

Penilaian Mandin indeks KAMI dilakukan di tahun 2022 ini dengan ruang lingkup Diskominfo
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Ruang Server dan Sistem Informasi yang dikelola dan
dilakukan verifikasi oleh Tim BS5SN dengan kategori Tinggi dan hasil evaluasi akhir Tidak Layak
dengan total nilai 250 dari seluruh nilai yang berjumiah 645.
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Pada tahun 2022 im merupakan pericde kali pertama bagi lingkup Diskominfo Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dilakukan verfikasi oleh Tim B5SSN dalam penilaian mandin Indeks
KAMI, sehingga sesual mekanisme kebijakan yang ada untuk pelaksanaan kegiatan verifikasi
adalah dengan melakukan pengecekan keseluruhan kelengkapan kebijakan dan/atau prosedur
dan penerapan dokumen kebijakan dan/atau prosedur pada area Kategor, Tata Kelola,
Pengelolaan Risiko, Aset, Teknologl dan Keamanan Informasi serta Suplemen.

Pada pelaksanaan venfikasi, Tim Asesor berupaya untuk membantu dan mengarahkan lingkup
Diskominfo Pemenntah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan
implementasi Keamanan Informasi sesuai ruang lingkup Diskominfo melalui penyiapan data
dukung/ evidence benkut penerapan dan perbailkannya secara berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan proses penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang secara langsung
berdampak pada meningkatnya fungsi Persandian dan Pengamanan Informasi di Diskominfo
Provinsi Kalimantan Timur secara lebih optimal.

Total Score Sebelum Verifikasi: 267 (ref. file Indeks KAMI v4.2 pra Verifikasi)
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1.

Total Score Setelah Verifikasi: 250 (ref. file Indeks KAMI v4.2 pasca Verifikasi)

Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

Responden: Skor Kategori SE 13  Kategori SE
Frovinsl Kalimantan Timus
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Kefanghks Kerja Dasad

Pengelolaan Aset Kerangka Kerja

REKOMENDASI

Merujuk pada Pergub tentang 50TK maka perlu ditetapkan kebijakan tata kelola keamanan

Informasi yang terintegrasi dengan konsep keamanan lainnya baik penyelenggaran persandian

untuk pengamanan informasi maupun SPBE dimana berdasarkan dokumen tersebut

selanjutnya menjadi dasar penetapan pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab
dalam pelaksanaan penerapan SMKI pada lingkup Diskominfo Pemenntah Provinsi Kalimantan

Timur mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi serta pengujian kepatuhannya secara

berkelanjutan (audit intemal).

Perlu mengevaluasi hasil gap analisis kondisi keamanan informasi yang telah disusun untuk

dilakukan tinjauan manajemen terhadap regulasi dan kebijakan yang telah dimiliki dan membuat

pemetaan terhadap turunan kebijakan pricritas keamanan informasi yang digunakan sebagai
prosedur operasional dan dasar melakukan pemantauan dan perbaikan secara berkelanjutan
dalam penerapan SMKI di Pemprov Kalimantan Timur.

Perlu menyusun kebijakan pemetaan kebutuhan SDM yang akan mengawaki SMKI dan dengan

memperhatikan kualifikasi kompetensi seria pemenuhan kebutuhannya secara periodik dalam

rangka menjaga pengelolaan SMKI berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap
memperhatikan aspek dalam implementasi SPBE.

Agar pelaksanaan SMKI| benalan sesual dengan ketentuan dan standar serta keamanan

informasi yang telah ditetapkan, Diskominfo Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur periu

menyusun dan mengevaluasi kebijakan sebagai berikut:

a Penetapan identifikasi Data Pribadi berkut klasifikasi dan metode pengamanan yang
diterapkan dengan merujuk pada Perkominfo 20 Tahun 2016 tentang Perdindungan Data
Pribadi dan Peraturan BSSMN Momor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Keamanan
Informasi SPBE dan Standar Teknis Prosedur Keamanan SPBE.

Dokumen ini tzlah ditandatangani secara elskdronik mengounakan serifikat elektronik
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b. Pola koordinasi secara efektif baik internal maupun eksternal Diskominfo.
c. Kebijakan BCP dan DRP dalam menjaga keberlangsungan bisnis proses dan keamanan

seria perlindungan aset organisasi secara terencana dan dilakukan monitoringnya secara
rutin.

5 Agar menyusun kebijakan/panduan pengelolaan nsiko yang merujuk pada Permenpan nomor 5
tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE atau 150 27005, NIST SP 800-30 di mana di
dalamnya terdapat kerangka kerja yang dapat digunakan dalam manajemen risiko sistem
informasi, di mana ada 3 (tiga) tahapan dalam proses manajemen risiko, yaitu risk assessment,
risk mifigation, dan risk evaluation.dan selanjutnya digunakan sebagai bagian dari proses

penerapan manajemen risiko di Pemprov Kalimantan Timur khususnya pada lingkup Diskominfa
secara sistematis dan terstruktur.

PENUTUP

Demikian Laporan ini disusun, sebagail bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam pelaksanaan
pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen ini tzlah ditandatangani secara elskdronik mengounakan serifikat elektronik
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secure Sockets Layer, atau disingkat SSL, merupakan protokol
keamanan vyang menggunakan enkripsi modern untuk mengirimkan dan
menerima informasi bersifat sensitif yvang ada dan tersebar di seluruh internet.
Cara kerja SSL adalah membuat channel yang aman di antara pengguna browser
dan server website yang hendak dituju user. Informasi apa pun yang melewati
channel ini akan dienkripsi di satu end dan didekripsi setelah diterima di end lain.

Dalam sistem informasi, data yang saling berhubungan dan digunakan
oleh beberapa bagian seharusnya tersimpan dalam suatu server database,
sedangkan sistem aplikasi yang digunakan untuk mengelola datanya tersimpan
dalam server aplikasi. Agar para pengguna bisa menggunakan sistem informasi
tersebut dengan baik, maka jaringan komputer eksisting harus didukung oleh
sistem manajemen jaringan. Manajemen jaringan, database, dan aplikasi tersebut
dikelola dalam sebuah tempat atau fasilitas yang disebut data center. Disini
berbagai perangkat jaringan dan server beserta tim pengelolanya melakukan
berbagai aktivitas agar jaringan komputer dan semua sistem informasi berjalan
dengan baik. Pembangunan data center haruslah memenuhi standar untuk

menjamin eksitensi data yang tersimpan di dalamnya.

B. DASAR HUKUM

Dasar yang melandasi pelaksanaan Sewa Secure Socket Layer (SSL) Diskominfo

adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia MNomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik diperbaharui menjadi Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

3. Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk
Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah

4. Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Keamanan
Informasi SPBE dan Standar Teknis Prosedur Keamanan SPBE

5. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Timur



6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pemerintah Daerah

. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan Sewa Secure Socket Layer (SSL) Diskominfo up adalah:

1. Tersedianya Sistem Keamanan Jaringan dan keamanan aplikasi web dalam
data center.

2. Tersedianya perangkat Teknologi Keamanan Informasi yang sesuai dengan
kebutuhan.

3. Terwujudnya standar layanan keamanan informasi pada aset-aset elektronik

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.



BAB 11
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. ANGGARAN KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penangan Insiden Keamanan Informasi berasal dari
APBD Tahun 2022 Diskominfo Prov.Kaltim DPA No. 2.21.02.1.01.04 pada sub
kegiatan Penyediaan layanan keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Provinsi.

B. HASIL KEGIATAN
Lisensi SSL diadakan untuk periode 18 april 2022 s.d 19 Mei 2023 dan telah

di install dibeberapa website dan aplikasi.

BAB 111
KESIMPULAN
A. KESIMPULAN
SSL merupakan singkatan dari Secure Sockets Layer yang
fungsinya menjamin para visitor ketika hendak mengirimkan informasi
sensitif dari dan ke server. SSL mengenkripsi semua data yang ditransfer
sehingga tidak bisa dicuri atau disadap oleh pihak ketiga, misalnya hacker
dan scammer. Dari hasil monitoring dapat diambil beberapa kesimpulan,
yaitu :
1. Diketahui aset keseluruhan aplikasi dan web milik Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur sebanyak 193 aset
2. Terdapat 138 aset yang sudah diamankan melalui 55L dan 34 aset yang
SSL tidak aktif dimana 28 diantaranya web/aplikasi tersebut tidak aktif
atau tidak dapat diakses.
Sebanyak 109 aset yang lokasi hosting dan penempatannya pada server

L

milik Diskomnifo Kaltim sedangkan 84 aplikasi/web lainnya ditempatkan
diluar server milik Diskominfo Kaltim
4. SSL yang tidak aktif diantaranya, yaitu :

No OFD Alamat Link

1 |UPTD PKEBE uptdpkb kaltimprov go.id

2 | Dewan Daerah Perubahan Iklim goc_ddpt kaltimprov.goad

3 | Dinas Pemuda dan Olahraga www.disporakaltim info

4 | Dinas Perkebunan siapbun kaltimprov_go.1d

5 | Dinas Perkebunan sipkebun kaltimprov go.id

6 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan opac kaltimprov go.ad

7 | Dinas Perhubungan sikape kaltumprov.go.ad

g Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, R
dan Perum Rakvat ) =

9 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, | perkim-dpupr kaltimprov go.1d




No OFPD Alamat Link
dan Perum Raloyat

10 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan e-office disdik kaltimprov go.1d

11 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan e-gthk disdik kaltimprov.go.id

12 | Dinas Pendidikan dan Kebudavaan dupak disdik kaltimprov go.1d

13 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perpus_disdik kaltimprov god

14 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ppdb.disdik kaltimprov. go.ad

15 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan svne disdik kaltimprov_go id

16 | Dinas Pendidikan dan Kebudavaan dapodik disdik kaltimprov_go.1d

17 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sidirga kafttasprov gl

Daerah

18 | Badan Kepegawaian Daerah anjab kaltimprov.go.id

19 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik giokmas kaltimprov.go.ad

20 | Inspektorat silapor kaltimprov.go.id

21 | Badan Pendapatan Daerah simpator kaltimprov_go.1d

22 | Dinas Komunikasi dan Informatika sigelatilk kaltimprov_go.id

23 | Dinas Perhubungan datadishub kalttmprov.go.1d

24 Eﬁiﬁgﬁ; mum, Penataan Ruang, tarudpupr kaltimprov.go.ad

75 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, | geoserver-

" | dan Perum Rakyat tarudpupr kaltimprov go.1d

o5 | Dt Pedidikon e Kebudvan bethas- _
beasiswa kaltimprov. go.1d

27 | Diiag Pendidilean dai Kebudayaaa A
beasiswa kaltimprov.go.id

28 EEL&; iE";ea:lgni*ﬂﬂ::uangzua Sumber Daya T W L —

29 gaa:f:il Pengelolaan Keuangan dan Aset simda kaltimprov.go.id

30 | Badan Kepegawailan Daerah enonpns kaltimprov. go.id

31 | Badan Kepegawaian Daerah eskp kaltimprov_go.id

32 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | simdaren kaltimprov.go.id

33 | Biro Administrasi Pembangunan mpu kaltimprov_go 1d

34 | Biro Umum sijamu kaltimprov.go.id

5. Aset yang tidak aktif diantaranya, yaitu :

No OFPD Alamat Link

1 SKOI sko1 kaltimprov_go.id.

2 | UPTDPKEBE uptdpkb kaltimprov go.id

3 | Dewan Daerah Perubahan Iklim goc ddpt kaltimprov_go.id

4 | Dinas Perkebunan pptp.disbun kaltimprov go.1d

5 Dinas Perkebunan ttp. disbun kaltimprov.go.id

6 | Dinas Perkebunan pbp.disbun kaltimprov.go.id

5 ; geospasial-
Dinas Perkebunan perkebunan kaltimprov.go.id

8 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan arsip kaltimprov go.ad

9 Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan T it
Terpadn Satu Piat sijambang kaltimprov.go.1

10 | Dinas Perhubungan bung kaltimprov go.id

11 | Dinas Perhubungan sidishub kaltimprov.go.id
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan ; . : .

3 >

12 Perum Rakyat siperkim kaltimprov go.ad
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan ; : L

13 Perurn Rakyat petkim-dpupr kaltimprov.go.id

. | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan i z o i
14 Pesnin Bakyat wastek kaltimprov.go.id
15 | Dinas Keschatan stpmars kaltimprov_go.1d




No OFPD Alamat Link
16 | Badan Kepegawaian Daerah sao-bkd kaltimprov. go.1d
17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah cloudgeospasial kaltimprov go.id
18 | Inspektorat silapor kaltimprov_go.d
19 | Biro Hubungan Masyarakat sikaltimpedia kalttmprov go.id
20 Biro Pemenntahan. Perbatasan dan Otonomai erinnmns Knlimprov o
=" | Daerah 2 R
21 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ldap kaltimprov go.id
22 | Dinas Komunikas: dan Informatika sidik kaltimprov.go.ad.
_ ; ; : casked-
43 | Dhngs Lingknngan Hadup mahakam kaltimprov. go.id
24 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan | geoserver-
=" | Perum Rakvat tarudpupr kaltimprov go.id
25 gzgzﬂ Pengelolaan Keuangan dan Aset Gisrdalen kaltimipe il
26 gzi‘;hpmgﬂ“im Kcvangan dan Asct simdakeu] kaltimprov. go id
27 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah elibbappeda kaltimprov._go.id
28 | Biro Administras: Pembangunan taggmgmonev kaltimprov_go.1d

6. Terdapat 3 aset yang masih belum menggunakan sub-domain

kaltimprov.go.id, yaitu :

No Website / Aplikasi Alamat Link

1 Dinas Pemuda dan Olahraga www disporakaltim info

2 | RSUD Abdul Wahab Syahranie rsudaws.co.ad

3 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kesbangpolprovkaltim info

B. SARAN/TINDAK LANJUT
1. Penggunaan 55L KaltimProv hanya dapat dilakukan pada sub-domain

kaltimprov.go.id, oleh karena itu penggunaan sub-domain diluar dari

kaltimprov.go.id tidak dapat dilakukan, disarankan bagi pemilik aset

agar dapat menggunakan sub-domain milik Pemerintah Daerah yang
sudah ditetapkan.
2. Melakukan evaluasi kembali terhadap aset-aset yang sudah tidak

aktif lagi, agar dapat dilakukan penghapusan aset dan sub-domain

yang ada.




LAMPIRAN 8
Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah
diaudit dengan resiko Persentase sistem elektronik/asset
informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah



Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko

kategori rendah

1. BKD - Server ( § SE)

No | Website / Aplikasi Alamat Link

1 | Badan Kepegawaian Daerah eskp.kaltimprov.go.id

2 | Badan Kepegawaian Daerah simpeg.kaltimprov.go.id
3 | Badan Kepegawaian Daerah enonpns.kaltimprov.go.id
4 | Badan Kepegawaian Daerah ecutikaltimprov.go.id
5 | Badan Kepegawaian Daerah bkd.kaltimprov.go.id

= bkd-server
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MODULE ACTIVITY

SOONILE ALTRATY
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2. CPANEL Server (38 SE)

MNo Wehsite [ Aplikasi Alamat Link

1 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah jrp.kaltimprov.go.id

2 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bpsdm . kaltimprov.go.id
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan . . :

3 Parlindungan Anak dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk

4 Dmells Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan dko3a.kaltimprov.zo.id
Perlindungan Anak

5 | Dinas Lingkungan Hidup properdlh.kaltimprov.go.id




& | Dinas Lingkungan Hidup dinaslh.kaltimprov.go.id

7 | Dinas Komunikasi dan Informatika ppid.kaltimprov.go.id.

& | Dinas Komunikasi dan Informatika pemantik kaltimprov.go.id.

g | Dinas Komunikasi dan Informatika pion.kaltimprov.go.id.

10 | Dinas Komunikasi dan Informatika aspirasi.kaltimprov.go.id.

11 | Dinas Komunikasi dan Informatika agenda.kaltimprov.go.id.

12 | Dinas Komunikasi dan Informatika semakin.ppid.kaltimprov.go.id
13 | Dinas Komunikasi dan Informatika diskominfo.kaltimprov.go.id

14 | Dinas Kehutanan dishut.kaltimprov.go.id

15 BLT: Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan et kit s

16 E;Efg:ﬂ:u:ﬁ:l:sterr:ag;ferdagangaﬂ, Koperasi, Usaha i alina A

17 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral esdm.kaltimprov.go.id

18 | Satuan Polisi Pamong Praja satpolpp.kaltimprov.go.id

19 | KPHP Damai kphpdamai.kaltimprov.go.id

20 | ¥PHP Batuayau kphpbatuayau.kaltimprov.go.id
21 | ¥KPHF Mookmanoorbulatn knhpmookmanoorbulatn. kaltimprov.go.id
22 | KPHF Telake kphptelake kaltimprov.go.id
23 | KPHP Kendilo kphpkendilo.kaltimprov.go.id
24 | KPHP Delta Mahakam kphpdeltamahakam.kaltimprov.go.id
25 | KPHP Subdas Belayan kphpsubdasbelayan.kaltimprov.go.id
26 | KPHP Meratus kphpmeratus.kaltimprov.go.id
27 | KPHPF Berau Tengah kphpberautengah.kaltimprov.go.id
28 | KPHP Berau Pantai kphpberaupantai.kaltimprov.go.id
29 | KPHP Berau Utara kphpberauutara. kaltimprov.go.id
30 | KPHP Berau Barat kphpberaubarat.kaltimprov.go.id
31 | KPHP Kelinjau kphpkelinjau.kaltimprov.go.id
32 | KPHP Bengalon kphpbengalon.kaltimprov.go.id
33 | KPHP Manubar kphpmanubar.kaltimprov.go.id
34 | KPHP Santan kphpsantan.kaltimprov.go.id

35 | KPHP Bongan kphpbongan.kaltimprov.go.id
36 | KPHL Baturock kphlbaturook.kaltimprov.go.id
37 | KPHL Balikpapan kphlbalikpapan.kaltimprov.go.id
38 | Tahurabs tahurabs.kaltimprov.go.id
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3. Disdikbud Server ( 2 SE)

Mo | Wehsite / Aplikasi Alamat Link

1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kerjasama-beasiswa.kaltimprov.go.id

2 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Web.disdikbud.kaltimprov.go.id
lncalhost.localdomain

SO RO INTS PO SETER

MODULE ACTIVITY



4. Inspektorat( 2 SE)

No | Website / Aplikasi

1 | Inspektorat

Alamat Link

sirrbia.kaltimprov.go.id

2 | Inspektorat

¢ inspektorat

ferryer inip

MODULE ACTIVITY

WO AL TITY

simhp.kaltimprov.go.id
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5. Server Bapelkes (2 SE )

6. RSUD Korpri (1 SE)
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7. Server ESDM (1 SE)

B. Server Covid (1 SE)
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No | Website / Aplikasi

‘Alamat Link

1 | Dinas Komunikasi dan Informatika

covid19. kaltimprov.go.id.
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9. Server Dinas Pangan (1 SE)

@ @ 8 8 @

a“m o i [ i
] T e W N i Y P T Pt T {1
Wi i
- - e ]
]
Jlkercerrnr Uiess s DGLTE [
= -t
1 1] 1%
- , '

No

Website [ Aplikasi

Alamat Link

1

Dinas Pangan, Tanaman Fangan, dan Hortikultura

sipkkp.kaltimprov.go.id.
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10. Server Dinas Kelautan ( 1 SE )
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13. Server DLH (1 SE)

No | Website / Aplikasi
1 | Dinas Lingkungan Hidup

sparkling.kaltimprov.go.id

T, T RN -r i o= b P WETTE AR
+ -—rw - -
=  — Blsdal LT =g -—
ul . i e
1= uoa &l |
— 8 & g
& =130
 mah
& EA
= FREY B
L
II.. 'l
[ Fi
] k '. 3
i N LY

14. Server Litbang ( 2 SE)
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15. Server Dinsos (1 SE)
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LAMPIRAN 9
Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah
seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan
pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi
sandi



Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang
diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi

1. Pengamanan komunikasi antar Kabupaten/Kota melalui mail.sanapati.net sebanyak 10
Kab/Kota.
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2. Pengamanan komunikasi antar OPD melalui pengamanan dokumen persuratan dengan tanda
tangan digital pada sida.kaltimprov.go.id sebanyak 17 OPD
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LAMPIRAN 10
Buku Profil Data Statistik Sektoral Provinsi Kaltim Tahun
2022



Tahun 2022 Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Timur telah berhasil menerbitkan Buku Profil Data Statistik Sektoral
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan memuat 322 halaman.
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Buku tersebut dapat di akses melalui https://data kaltimprov.go.id/home/produk



